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ABSTRAK

Nama : Nirmala Azizah
Program Studi > llmu Hukum
Judul “TINJAUAN  YURIDIS PENGATURAN  PREMI

BERBASIS RISIKO OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAV
SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA”

Sebagai akibat terjadinya krisis moneter pada tal99v, pemerintah Indonesia
membentuk jaring pengaman keuangan dalam beitarket guarantee untuk
mencegah terjadinydank run dan mengembalikan kepercayaan masyarakat,
terutama pada industri perbankan. Penelitian intupgan untuk mengetahui
penjaminan simpanan dalam sistem perbankan di asi@rberdasarkan Undang-
undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penj@mipanan (LPS) dan
menganalisis pengaturan premi berbasis risiko g diterapkan dalam sistem
perbankan di Indonesia, serta kendala-kendala yanoggkin dihadapi LPS
nantinya ketika premi ini diterapkan. Penelitiani imerupakan penelitian
kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Dat&udhipulkan dengan studi
kepustakaan dan melakukan wawancara dengan LPSl. péaelitian adalah
dengan terbitnya UU LPS, penjaminan simpanan diedia dilakukan oleh LPS
sebagai bentuk sistem penjaminan simpanan ekspfeitg menggantikan
kebijakanblanket guarantee sebelumnya. Dalam rangka melaksanakan tugasnya
sebagai penjamin simpanan, LPS menetapkan dan meggaye premi penjaminan
kepada setiap bank peserta penjaminan, yang Salaéntasarkan Pasal 13 UU
LPS berlaku sisterflat rate premium dengan pengenaan premi yang sama untuk
setiap bank. Berdasarkan Pasal 15 UU LPS, terbuk@aukgkinan untuk
mengubah sisterfiat rate premium menjadi sistem premi berbasis risiko, yaitu
tingkat premi yang berbeda antara satu bank dak yearg lain berdasarkan skala
risiko kegagalan bank dengan penilaian kriteriankitetif yang dinilai oleh LPS
dan kriteria kualitatif yang dinilai oleh otoritagngawas perbankan.

Kata kunci:
Perbankan, LPS, Penjaminan Simpanan, Premi BerRaslko.
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ABSTRACT

Name : Nirmala Azizah
Study Program : Law
Title "Legal Analysis of Risk-Based Premium Ré&gad by

Indonesia Deposit Insurance Corporation in Indare8ianking System”

As a result of the monetary crisis in 1997, theomesian government established
a financial safety net in the form of a blanket rgudee to prevent a bank run and
restore public confidence, especially in the bagkimdustry. This study aims to
identify deposit insurance in the banking systemindonesia based on Law
Number 24 Year 2004 on the Indoensia Deposit Imaga&orporation (IDIC) and
analyzed the regulation of risk-based premiums\thidibe applied in the banking
system in Indonesia, as well as possible constrdated by LPS later when the
premium is applied. This research is a normativeical literature. Data were
collected by literature study and interviews witRIC. The study is by the
publication of the IDIC Act, the deposit guaranteéndonesia conducted by LPS
as a form of explicit deposit insurance system tbptaces the previous policy of
blanket guarantee. In order to carry out his dudges guarantor of deposits, IDIC
establish and impose insurance premium to each mebdnk guarantee, which
Is currently based on Article 13 of the Act appliB$C flat rate premium system
with the imposition of premiums the same for evbank. Under the IDIC Act
Article 15, it is possible to change the flat ratemium system to become risk-
based premium system, which is the premium ratéfierent between one bank
and another bank based on the scale of the risbaok failures with the
assessment criteria are assessed by quantitatideqaalitative criteria IDIC
assessed by the banking supervisory authority.

Key Words:
Banking, IDIC, Deposit insurance, Risk-Based Premiu
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun danandayarakat
dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyar&8eaain itu, bank juga
memberikan jasa-jasa keuangan dan pembayaran &irDgngan demikian
terdapat dua peranan penting yang dimiliki olehkbgaitu sebagai lembaga
penyimpan dana masyarakat dan sebagai lembagadiemgna bagi masyarakat
dan atau dunia usaha. Peranan tersebut tentuasajaterperan penting dalam
perekonomian negara.

Perbankan mempunyai fungsi utama sebagai inteasiediyaitu
penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkasegara efektif dan efisien
pada sektor-sektor riil untuk menggerakan pembaagudan menjaga stabilitas
perekonomian suatu negdraDalam hal ini, bank menghimpun dana dari
masyarakat berdasarkan asas kepercayaan dari aeestyahpabila masyarakat
percaya pada bank, maka masyarakat akan merasausuknmenyimpan uang
atau dananya di bank. Bank harus selalu dapat geetijagkat kepercayaan dari
masyarakat (nasabah) agar tetap mau menyimpan ygardinbank maupun
menggunakan jasa-jasa perbankan lainnya sehinggainye bank dapat
menyalurkan dana tersebut untuk menggerakkan peoekian bangsa.

Krisis moneter yang melanda Indonesia beberapatuwvddu telah
menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap dubiang@n. Untuk mencegah

! Bank Indonesia, “Agar Bank Sehat, Uang Nasabahn®a&] Ekonomi Kuat”’Newsletter
Bank Indonesia, Edisi XIX, Oktober 2011, him. 1.

1
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terjadinya bank run® dan efek berantainya yang tidak diinginkan, penahin
Indonesia membentuk jaring pengaman keuangan dabemtuk blanket
guarantee. Industri perbankan kita pernah mengalami krisengy diawali
penutupan dan likuidasi sejumlah bank pada tahuf7.1Krisis tersebut
mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat pagidampkan nasional
menurun, yang ditandai dengan penarikan dana nasgtadalam jumlah yang
sangat signifikan dari sistem perbankbank run). Untuk meningkatkan kembali
kepercayaan masyarakat, pada tahun 1998, Pemernrgageluarkan kebijakan
untuk memberikan jaminan atas seluruh kewaiban pgaran bank yang biasa
disebut sebagdianket guarantee.®

Blanket Guarantee ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 26 Tahun
1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban PembayBeaik Umum yang
diumumkan pada 27 Januari 1998. Lembaga penyelesnggagram penjaminan
tersebut adalah Badan Penyehatan Perbankan NagBBR&N) sejak Januari
sampai dengan Juli 1998. Sejak Agustus 1998 samigagan Januari 2000
dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Namun sejak ldikeékannya Undang-
Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesiay yaenetapkan Bank
Indonesia sebagai lembaga independen, maka petsdsgrogram penjaminan
diserahkan kembali kepada BPPN.

Blanket guarantee berisikan komitmen penuh dari pemerintah kepada
nasabah penyimpan dan sebagian besar kreditur b#dyilean mereka pasti
dibayar. Blanket guarantee merupakan skim penjaminan yang umumnya

diberlakukan pada saat sistem perbankan yang nemgsjstemic failure. Skim

2 Bank run terjadi karena utang bank atau simpanan masyara@i ada pada bank
bersifat segeradémand) atau paling tidak berjangka waktu sangat pentdi@kini memungkinkan
Nasabah Penyimpan menarik uangnya kapan saja ditekieapabila mereka beranggapan bahwa
bank tidak memberikan keuntungan yang cukup. Dipsagnitu, apabila tingkat keuntungan
ternyata tidak cukup, maka Nasabah Penyimpan pari@ng menarik uangnya dari bank akan
mendapatkan nilai yang lebih besar dibandingkaabes yang datang kemudian.

Lihat: Zulkarnain Sitompul (a), “Penjaminan Danasllbah Bank: dari Blanket Guarantee
ke Limited Guarantee (Menyambut Kehadiran Lembagajdmin Simpanan)”Jurnal Hukum
Bisnis, (Vol. 23 No. 3, 2004) him. 7.

% Rudijito, et al, 5 Tahun LPS Menjamin Smpanan Nasabah dan Menjaga Stabilitas Sistem
Perbankan, (Jakarta: Lembaga Penjamin Simpanan, 2011), 16m.

* Zulkarnain Sitompul (a)p.cit., him. 8.
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blanket guarantee ini dimaksudkan untuk mencegah kehancuran sistebapkan
secara keseluruhan yaitu dengan meningkatkan kemean masyarakat pada
industri perbankan. Di samping itu pemberlakublanket guarantee juga
dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada ripgaie melaksanakan
dan menyelesaikan program restrukturigasi.

Luas lingkup penjaminan dalarlanket guarantee telah membebani
anggaran negara dan dapat menyebabkan timboioga hazard baik pada pihak
pengelola bank maupun masyarak&.anket guarantee tidak mendorong
pengelola bank untuk melakukan usgitadent, sementara masyarakat kurang
memperhatikan atau mementingkan kondisi kesehatak balam menyimpan
dana atau menggunakan jasa bank. Penerapan peajas@cara menyeluruh
menyebabkan tidak timbulnya disiplin pasar. Dengabitnya Undang-undang
No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simp#bBS8) mendorong
pemerintah untuk membentuk sistem penjaminan sierpakisplisit sebagai ganti
dari kebijakan blanket guarantee sebelumnyd. Hal ini ditandai dengan
didirikannya Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)ried@.

Di negara yang menerapkan sistem penjaminan sampamenunjukan
bahwa sistem penjaminan simpanan ini dalam jangkgapg telah mendorong
timbulnya moral hazard, dan terjadi adanya subsidi dari bank-bank yartse
kepada bank-bank yang tidak sehat. Walaupun sigiemaminan simpanan
mendorong timbulnyamoral hazard, namun sejarah telah menunjukan bahwa
sistem penjaminan simpanan ini bermanfaat untuk jagen stabilitas sistem
keuangan suatu negara. Oleh karena itu untuk dapagaplikasikan sistem ini
dengan baik, perlu didesain sistem penjaminan swpg/ang memperhatikan
saling tukar {fade off) antaramoral hazard dan stabilitas inf.

Dengan adanya sistem penjaminan simpanan yangceding dengan baik

dapat mengurangi terjadinymoral hazard. Agar rancangan tersebut dapat

® Zulkarnain Sitompul (b)Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang
Pendirian Lembaga Penjamin Smpanan Di Indonesia, Cet.l, (Jakarta: Program Pasca Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hi6b-106.

% Ibid., him 108

"Ibid., him. 109
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berjalan dengan tujuan pembentukannya, maka pedoya pembentukan sistem
premi yang wajar yang berbasiskan pada risiko, lkkggan modal bank, batas
penjaminan(coverage limit), koasuransi, dan regulasi prudensial yang ketat yang
didukung oleh institusi pengawas yang kuat. Danicaagan sistem penjaminan
simpanan yang terkait langsung dengan keberadaanbdga Penjaminan
Simpanan (LPS) adalah sistem premi yang wajar ddarggan klaim yang terkait

di dalamnya, serta batas penjaminan simp&nan.

Penanganan krisis di tahun 2008 dilakukan secaradim, dibandingakan
dengan tahun 1998 yang sangat melibatkan IMF. Suddo®a talangan di tahun
1998 sepenuhnya merupakan keuangan negara dari IBdokesia. Di tahun
2008 sudah terbangun sistem di mana industri pkamadapat menyelamatkan
sendiri suatu bank bermasalah, yaitu caranya melambaga Penjamin
Simpanan (LPS). Mayoritas dana LPS berasal dammipngenjaminan yang
dikumpulkan bank-bank itu sendfri.

Sebagai lembaga yang masih baru, permasalahara utang dihadapi
oleh LPS Indonesia tidak berbeda jauh dendrmderal Deposit Insurance
Corporation (FDIC atau Lembaga Penjamin Simpanan AS) dan lgal&innya
yang sejenis, yaitu diantaranya penentuan prenarvdpat ini, berdasarkan Pasal
13 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2004 teniambaga Penjamin
Simpanan, premi penjaminan simpanan ditetapakam santuk setiap bank atau
menggunakan sisterflat rate premium (premi tetap/tertentu). Penerapan tarif
seperti ini, ditambah dengan adanya penentuan gadaklaim yang bersifat
arbiter, dan penentuan batas nilai penjaminan siapgang terlalu tinggi tentu
akan memicu timbulnymoral hazard dan insolvensi lembaga ini jika terjamink
run.

Pada saat ini LPS menerapkan tingkat premi yansatuk setiap bank
peserta penjaminanfldt rate premium) sebesar 0,2% per tahun dari total
simpanan pada bank. Pilihan untuk menerapiah rate premum terutama
didasarkan pada pertimbangan lebih mudah dihit@mgdiadministrasikan karena

8 Zulkarnain Sitompul (a)p.cit., him. 10.

® Garda MeswaraQpera Van Century: Kunci Rahasia Di Balik Skandal Bank Century,
(Yogyakarta: MedPress, 2010), him. 48.
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tidak memerlukan banyak data dan informasi darikb&gelain itu, metode ini
pada tingkat tertentu dapat mendukung stabilitaesi perbankan, karena bank
peserta penjaminan tidak dibebani premi yang tipggla saat bank bermasalah
atau kondisi perbankan/perekonomian sedang memblruk

Namun disisi lain penerapdiat rate premium dipandang kurang adil
karena bank sehat dikenakan tingkat premi yang singan bank yang relatif
kurang sehat, dimana dipersepsikan bank tersebuhilikie tingkat risiko
kegagalan yang berbeda. Tingkat bunga yang samal tieénjadi insentif untuk
menyehatkan perbankan sehingga berpotensi mendovanad) hazard dalam tata
kelola dan manajemen risiko perbankan. Peneragtensiini dinilai kurang adil
karena bank yang berisiko rendah diminta untuk negikén subsidi kepada bank
yang berisiko tinggi. Selain itu, peneraghat rate premium bisa mendorong bank
untuk mengambil tindakan yang dapat meningkatkarofmio risikonya atau
bertindak dengan mengabaikan prinsip kehati-hgpeudent).**

Untuk memberikan asas keadilan kepada perbanksionad, Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS) akan menerapkan sistemi juenmasis risko dengan
tarif premi penjaminan berbeda sk-based premium) perbankan nasional mulai
2015. Program itu diawali konsultasi dengan KenmanteKeuangan, DPR, dan
penyebaran informasi mulai tahun ini. Sistem prdiarbasis risiko itu akan
menggantikan premi yang sama rata bagi semua bamy yelama ini berlaku.
Sistem premi berbedaigk-based premium) itu untuk memberikan keadilan bagi
perbankan bergantung kepada risiko masing-masing. kkadi bank yang punya
risiko rendah akan membayar premi lebih kecil. Begila sebalikny&?

Amerika Serikat misalnya, pada awal berdirinygderal Deposit
Insurance Corporation (FDIC) di tahun 1933, premi penjaminan yang dipungut
dari bank peserta ditetapkan secara tefgh (ate). Pola tersebut berlangsung
selama lebih dari setengah abad hingga tahun 1892ak=DIC akhirnya menilai
infrastruktur yang dimilikinya untuk menilai risikbank telah memadai dan

1% Rudijito, et al, op.cit., him. 9.
2 bid.

2bid., him. 12.
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kemudian memutuskan untuk mengubah pola penghitupgabebanan premi
penjaminan sesuai dengan profil risiko masing-ntasiank pesertariGk-based
premium).

Penerapan premi berbasis risiko dapat mencegatu swenk untuk
mengambil risiko yang besar dan mendorong bankrgesmtuk melakukan
praktik usaha yang lebih hati-hati. Penerapan neetodmenghendaki beberapa
persyaratan, antara lain, adanya metode penila#o ryang jelas dan transparan;
kriteria pengelompokan bank berdasarkan risikoa dating akurat dan periodik,
dan terakhir, membutuhkan sumber daya manusia yapgt dan memiliki
kapasitas. Apabila keempat persyaratan tersebathstdiggenuhi, maka penerapan
premi berbasis risiko sangat dianjurkan. Dalam felakya, sebagian besar
penjamin simpanan menerapkiat rate pada awal pendiriannya. Namun, begitu
semua persyaratan itu telah terpenuhi maka penjammpanan akan menerapkan
sistem premi berbasis risiko sebagai metode yamitadiebih ideat**

Tentu saja dalam menerapkan suatu sistem yang dkan mengalami
kendala-kendala, dan hal ini yang mungkin akan dipa oleh LPS dalam
menerapkan sistem premi berbasis risiko ke daladusimi perbankan di
Indonesia. Kendala-kendala yang mungkin dihadapetait dapat berasal bukan
saja dari eksternal LPS tetapi juga dari interriBlsendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarikk mencari informasi
lebih dalam melalui penelitian mengenai penerap@mppenjaminan simpanan
berbasis risiko dengan melakukan penulisan skgipeg berjudul Tinjauan
Yuridis Pengaturan Premi Berbasis Risiko Oleh Lembga Penjamin
Simpanan Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia.”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan terselatas] maka penulis

merumuskan permasalahan sebagai berikut:

13 Frederic S. MishkinThe Economic of Money, Banking, and Financial Markets, (Jakarta:
Salemba Empat, 2008), him. 399.

14 Zulkarnain Sitompul (b)op.cit., him 342.
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1. Bagaimanakah penjaminan simpanan dalam sistem rjexba di
Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 24 T20B04 tentang
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)?

2. Bagaimanakah pengaturan premi penjaminan simpasdvagis risiko
dalam sistem perbankan di Indonesia dan kendaldakaryang mungkin
dihadapi?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mergetanengenai aspek
yuridis pengaturan premi penjaminan simpanan berbasiko yang akan
diterapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LP@nuaistem perbankan di
Indonesia.

Selain tujuan umum yang telah dijelaskan sebel@annjujuan
dilakukannya penelitian ini dikhususkan untuk:

1. Mengetahui penjaminan simpanan dalam sistem peapadkindonesia
berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Agritambaga
Penjamin Simpanan (LPS).

2. Menganalisis pengaturan premi penjaminan simparemabis risiko
yang akan diterapkan dalam sistem perbankan dnkegla dan kendala-
kendala yang mungkin dihadapi oleh LPS nantinyaik&etpremi

penjaminan berbasis risiko diterapkan.

1.4 Definisi Operasional
Untuk lebih mendalam isi dari skripsi ini, makaaakdiuraikan beberapa
istilah yang akan digunakan dalam penulisan skiipsBeberapa istilah tersebut
adalah:
1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangktanderbank,
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cargprdaes dalam

melaksanakan kegiatan usdfa.

!5 Indonesia (a)Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1992 Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN.3¥®0, Pasal
1 angka 1.
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2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dayiamakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyadakam bentuk
kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam ranglemingkatkan taraf
hidup rakyat banyak

3. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masydtepada bank
berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam legito, deposit,
sertifkat deposito, tabungan dan atau bentuk la@nygng dipersamakan
dengan itut’

4. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Ind@nsgbagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indorfi&sia

5. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa'Bank.

6. Nasabah Penyimpan adalah nasabah penyimpan sebagatiimaksud
dalam Undang-Undang tentang Perbanfan.

7. Lembaga Penjamin  Simpanan adalah badan hukum yang
menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanasabah
penyimpan melalui skim asuransi, dana penyanggeskien lainnya

8. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank, yang selanjutdigebut
Penjaminan, adalah penjaminan yang dilaksanakam dlembaga
Penjamin Simpanan atas simpanan nasabah®ank.

9. Peraturan Lembaga Penjaminan adalah badan hukumg yan
menyelenggarakan kegiatan penjminan atas simpaasabidh Penyimpan

melalui skim asuransi, dan penyangga, atau skinmyai*®

% bid., Pasal 1 angka 2.
7 bid., Pasal 1 angka 5

18 Indonesia (b),Undang-undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, UU No. 24
Tahun 2004, LN No. 96 Tahun 2004, TLN. No0.4420,dPdsangka 18.

bid., Pasal 1 angka 16.
% Indonesia (a)ibid., Pasal 1 angka 17.
Zbid., Pasal 1 angka 24.

22 Indonesia (b)ibid., Pasal 1 angka 8.
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10. Dewan Komisioner adalah organ tertinggi Lembaggd®ein Simpanan?
11.Keputusan Dewan Komisioner adalah keputusan yatgfagkan oleh
Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang uaeraturan

intern?®

15 Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan kegisag didasarkan
pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentangy bertujuan untuk
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tarted¢éngan jalan
menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakamepiksaan yang mendalam
terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian meigl®n suatu pemecahan
atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dgkjaia bersangkutaf.
Dalam mencari dan menemukan pengetahuan tersemggoneakan suatu cara
yang disebut metode penelitian.

Metode adalah jalan yang menyatukan secara le@gala upaya untuk
sampai kepada penemuan, pengetahuan dan pemahanantgng suatu yang
dituju atau diarah secara tepdtDalam metode yang demikian setiapa metode
selalu mengandung di dalamnya berbagai macam upayg,dalam istilah umum
dikenal dengan sebutan cara atau teknik. Jadildhdanetode tersimpan secara
menyeluruh dalam suatu kesatuan logis segala maeaayang dipergunakan.
Cara ini merupakan langkah-langkah praktis untulakdanakan di dalam
kerangka metode yang bersangkutan, guna sampail&sag diinginkan untuk

dicapai.

% bid., Pasal 1 angka 12.
% |bid., Pasal 1 angka 13.
% |bid., Pasal 1 angka 14.

% Soerjono Soekant®engantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007),
him. 43.

2’ Koesnoe, (1985), dikutip dari M. Syamsudd{®perasionalisasi Penelitian Hukum,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), him. 22.
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Masalah metode penelitian hukum sangat erat kagadengan konsep
tentang hukum sebagai objek yang tengah dicaridioba ditemukan. Menurut
Soetya, perbedaan konsep atau pemaknaan suata @ejahasuk gejala hukum)
akan menyebabkan perbedaan pula dalam hal modusnopeencarian dan
penemuanny® Metode penelitian yang diambil akan menentukamKkah apa
yang akan dilakukan selanjutnya dalam melakukae|f&m.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitanradalah metode
penelitian yang bersifat yuridis normatif, artinpanelitian ini mengacu pada
norma hukum yang terdapat dalam peraturan perungiagigngan yang berlaku
pada saat ini. Penggunaan penelitian yang besaifatis normatif bertujuan juga
untuk memahami penerapan peraturan perundang-uaardan norma-norma
hukum terhadap fakta-fakta yang tersaji dalam Imal keberadaannya untuk
mengubah keadaan dan menawarkan penyelesaian yampotdnsial untuk
menyelesaikan setiap masala kemasyarakatan yagek6h

Norma hukum yang menjadi acuan dalam penelitiaadalah Undang-
undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atasrigadadang No. 7 Tahun
1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang No. 24 Ta004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan, Undang-undang No. 13 Tahun t9%8ng Bank Sentral.

Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digan adalah
pendekatan perundang-undangsmtfes approach) dilakukan dengan menelaah
semua undang-undang dan regulasi yang berkaitagadeisu hukum yang
ditangani.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian iniaddata sekunder
yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, teéasier sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupatp®an perundang-
undangan Indonesia, seperti Undang-undang No.1@nrdl®98 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 199faigrPerbankan,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembagajafin
Simpanan (LPS).

2 bid., him. 31

2 Johnny IbrahimTeori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia
Publishing, 2006), him 162
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b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yanglbeekan informasi
atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber prinserta
implementasinya, seperti buku-buku dan artikel yamgmbahas tentang
hukum, metode penelitian hukum, hukum perikatarkuhu perjanjian,
hukum waralaba dan perbankan.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang Ineeikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer elamder, misalnya
ensiklopedia, atau kamus. Seperti, kamus hukunkdamus perbankan.

Alat pengumpulan data yaitu dengan studi dokuman wawancara,
dimana studi dokumen merupakan alat pengumpulanydatg dilakukan melalui
data tertulis dengan mempergunakaontent analysis. *° Penelitian ini
menggunakan data yang diperoleh dari kepustakaapd@eraturan perundang-
undangan untuk mencari landasan hukum dan bukuk uné&ncari landasan teori.
Dan penulis, dalam rangka menunjang penelitian ni@lakukan wawancara
dengan pihak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Metode Penelitian yang digunakan dalam pengolgb@mganalisaan dan
pengkostruksian data adalah metode kualitatif., Jaeintuk hasil penelitian ini

adalah deskriptif analisis.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan di dalam skiipsi maka
penulisan skripsi dibagi menjadi empat bab sebagyakut :

Bab 1 merupakan bagian pendahuluan yang akan raskgel secara
garis besar latar belakang, perumusan masalahantupenulisan, definisi
operasional, manfaat penulisan, batasan penulisatgde penulisan, dan model
operasional penulisan.

Bab 2 berisi tentang tinjauan umum mengenai LembBgajamin
Simpanan (LPS), jenis dan nilai simpanan yang dnampengertian dan fungsi
premi penjaminan simpanan, perhitungan dan pemaayaremi, serta kekayaan

yang dimiliki oleh LPS, penjaminan simpanan dalastesn perbankan, yang

%9 Soerjono Soekantop cit., him. 52
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mencakup penerapan penjaminan simpanan di bebevagara, termasuk di
Indonesia,

Bab 3 berisi tentang analisis pengaturan premi gmeiman berbasis
risiko dalam sistem perbankan di Indonesia, yanghaaleup kajian premi
penjaminan simpanan berbasis risiko dengan tagifinppenjaminan berbeda dan
kendala-kendala yang mungkin akan dihadapi oleh hB&inya ketika premi
penjaminan simpanan berbasis risiko diterapkan.

Bab 4 merupakan bab penutup yang terdiri dari siampdan saran yang

menjawab permasalahan dalam rumusan masalah ksis/ant.
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BAB 2
PENJAMINAN SIMPANAN DALAM SISTEM PERBANKAN

2.1 Tinjauan Umum Lembaga Penjamin Simpanan (L PS)

2.1.1 Latar Belakang Pendirian LPS

Keberadaan lembaga penjamin penyimpanan dieg@oéit insurancegli
kalangan perbankan sebenarnya sudah lama dikenalAnierika Serikat,
keberadaaifrederal Deposit Insurance Compaf(BDIC) setidaknya telah dikenal
pada tahun 1933. Selain sebagai penjamin simpaaaa dasabah, FDIC dapat
pula bertindak sebagaeceiver (likuidator) untuk bank-bank yang mengalami
likuidasi dan memaksa agar standar-standar perbhamkag sehat dipatuhi
melalui proses pemeriksaan. Eksistensi FDIC inilaisebagai lembagscheme
yang sukses dan hampir setiap krisis perbankalusidpat diselesaikannya serta
merupakansafety nebagi sistem keuangan AmerikaTujuandeposit insurance
adalah agar individu deposarkecil terlindungi public well-being dan gagalnya
suatu bank dalam mengembalikan simpanan nasbalugla meluas menjadi
krisis yang bersifat sistemik. Selain itu dari sisacro prudentialdalam rangka
menjaga kestabilan sistem perbankan, LPS juga t@rmebagasecond line of
defencesebelum bank sentral melaksanakan fungsinya sdkkder of last
resort>®

Keberadaan LPS tentulah harus mempunyai dasarnhufang kuat.
Sebenarnya keberadaan LPS di Indonesia tidak disejiek diundangkannya UU
LPS saja. Dalam Pasal 30 Undang-undang No. 13 Td4®é8 tentang Bank
Sentral telah disebutkan untuk menjamin uang pketiga yang dipercayakan

*! Fakultas Hukum Universitas Surabaya, “Likuidasn ¢kepailitan Lembaga Perbankan,”
Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksntralan Vol.2Nagustus 2004): him. 22.

% Deposan adalah penyimpan uang di bank secaraittepos
Lihat: Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Réageyan Bahas#&amus Besar
Bahasa IndonesidJakarta: Balai Pustaka, 1989), him. 198.

3 Anwar Nasution, “Stabilitas Sistem Keuangan: Usietmplikasi Hukum, dan Agenda
Ke Depan.Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Vob22KDesember 2003): 2.
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kepada bank dan dapat diadakan penjaminan simpartak tujuan pembinaan
kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Selmnjutlikeluarkannya
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1973 tentangndan8impanan Uang pada
Bank. Latar belakang dikeluarkannya PP No. 34 Tdll9#8 tersebut, yaitu untuk
meningkatkan minat masyarakat berhubungan dengambalga perbankan,
memperluas lalu lintas pembayaran giral, juga umh@ningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap keberadaan lembaga perbankan.

Penyelenggaran lembaga penjamin simpanan sebagaidiaur dalam
PP Nomor 34 Tahun 1973 secara yuridis didasarkas ketentuan Pasal 30
Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Setdraketentuan Pasal 31
ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentasigpfRPokok Perbankan.
Adapun pelaksanaan dari lembaga penjamin simpamaalalah Bank Indonesia.
Hal tersebut didasarkan pada pemikiran agar efiggif dan efesiensi
penyelenggaraan usaha termaksud dapat lebih terjgika pelaksanaannya
dikaitkan dengan kewenangan yang telah diberikpad& Bank Indonesia untuk
mengatur dan menjaga likuiditas dan solvabilitaska

Kegiatan lembaga penjaminan tersebut tidak efelaif cenderung tidak
dilaksanakan dan menyebabkan keberadaan lembagampesn tersebut tidak
diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tenRerhankan. Krisis yang
melanda Indonesia tahun 1997 yang berakibat lilsuid& (enam belas) bank
menimbulkan turunnya rasa kepercayaan masyaraketgae akibat ketiadaan
lembaga penjamin simpanan yang melindungi nasabak. Hal ini kemudian
mendorong pemerintah untuk melakukan pembayarag nasabah dari bank-
bank yang terlikuidasi, berdasarkan Keputusan éeesiNo. 26 Tahun 1998
tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bamkim. Tindakan
demikian merupakan tindakan pemerintah yang beisi#sh programditujukan
untuk menghindarkan semakin buruknya perekonomiasional. Penjaminan
pembayaran dana nasabah ini bersifat sementara H@eriangsung sampai 26
Januari 2008°

3 Muhammad DjumhanaHukum Perbankan di Indonesiget. 5, (Jakarta: PT Citra
Aditya Bakti, 2006), him. 143.

35 |bid., him. 144.
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Selanjutnya pemerintah membentuk Perusahaan BanséPersero) di
bidang penjaminan kewajiban bank sebagaimana duidakklam Peraturan
Pemerintah No. 53 Tahun 1998 tentang PenyertaanalMNédgara Republik
Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroase(Bedi Bidang Penjaminan
Kewajiban Bank pada tanggal 22 April 1998. Makswah dujuan didirikannya
Persero ini untuk menyelenggarakin:

1. Penjaminan simpanan masyarakat pada bank

2. Penjaminan kewajiban bank lainnya di luar simpanan

3. Pemupukan keuntungan untuk meningkatkan nilai péaen

4. Usaha-usaha lain yang menunjang kegiatan dalankagrenjaminan

Keberadaan Persero yang bergerak di bidang pamanmmi mempunyai
nilai strategis dalam rangka penyehatan perbankentingnya keberadaan
lembaga penjamin simpanan inilah yang kemudiarudid@lam Undang-undang
No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undangragntlio. 7 Tahun 1992
tentang Perbankan pada Pasal 37 B yang menyata&hwabbank wajib
menjamin dana masyarakat yang disimpan pada batdtumeembaga Penjamin
Simpanar’’ Untuk selanjutnya dengan diberlakukannya Undardgog No. 24
Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan melgadasan bagi
keberadaan LPS di Indonesia

Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yaegghantam
Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 1&nkhp mengakibatkan
menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat padansigterbankan. Untuk
mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengklrarbeberapa kebijakan
diantaranya memberikan jaminan atas seluruh keamjipembayaran bank,
termasuk simpanan masyarakataket guarantée Hal ini ditetapkan dalam
Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Jamieghadap Kewajiban
Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden N@. T&8un 1998 tentang
Jaminan Terhadap kewajiban Pembayaran Bank Petneakyaf®

% Ibid.
3" Indonesia (d)pp.cit.,Pasal 37 B.

% Zulkarnain Sitompul (b)pp.cit.,him. 118.
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Dalam pelaksanaanyéjanket guaranteenemang dapat menumbuhkan
kembali kepercayaan masyarakat terhadap industihapkan, namun ruang
lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkabtinyamoral hazardbaik
dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untekgatasi hal tersebut dan
agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabahnpgemyi serta menjaga
stabilitas sistem perbankan, program penjaminarg ysangat luas lingkupnya
tersebut perlu digantikan dengan sistem penjamingng terbatad’
Dikeluarkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 atent Perbankan
mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjampasan (LPS) sebagai
pelaksana penjamin dana masyarakat.

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Repuhtionesia
mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia N@ddiahun 2004 tentang
Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan undang-gridesebut, LPS sebagai
suatu lembaga independen yang berfungsi menjammpasian nasabah
penyimpan dan turut aktif dalam memelihara staslisistem perbankan sesuai
dengan kewenangann$faUndang-undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22

September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS besoperasi.

2.1.2 Bentuk, Status, dan Tempat Kedudukan LPS

LPS dibentuk dan ditetapkan sebagai badan hukumaluméJndang-
undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjanmmpa®an. LPS ini
merupakan lembaga yang independen, transparan, akamtabel dalam
melaksanakan tugasnya. LPS dalam melaksanakamgiagagrtanggung jawab
kepada Presidet. Yang dimaksud dengan independensi dari LPS batakamd
pelaksanaan tugas dan wewenangnya, LPS tidak iseaplur tangani oleh pihak
manapun termasuk oleh pemerintah kecuali atasdlajdng dinyatakan secara
jelas di dalam UU LP&

* Ibid., him. 118.
“9Indonesia (b)pp.cit.,Pasal 4.
*bid., Pasal 2.

“2|bid., penjelasan Pasal 2.
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Mengingat bahwa kebijakan penjaminan dapat berd&npada sektor
perbankan dan fiskal, maka di dalam LPS terdapalvdari masing-masing
otoritas yang berwenang, yaitu Kementerian Keuandgank Indonesia, dan
Lembaga Pengawas Perbankan (I!2Reberadaan para wakil otoritas tersebut
dimaksudkan untuk bersama-sama merumuskan kebipkgaminan yang dapat
mendukung kebijakan pada sektor-sektor tersebunudapelaksanaan kebijakan
tersebut merupakan sepenuhnya tanggung jawab daankegan LPS tanpa
dapat dicampurtangani oleh pihak manafun.

LPS berkedudukan di ibukota Negara Republik Ind@elLPS dapat
mempunyai kantor perwakilan di wilayah Negara Réiguimdonesia®® Kantor
perwakilan ini dibentuk di luar ibukota negara untoelaksanakan tugas tertentu.
Kantor perwakilan dimaksudkan untuk memudahkan kokasi dengan bank
yang berkantor di luar ibukota Negara Republik Imeda, misalnya dalam
rangka penghitungan dan pembayaran premi. Selaikaintor perwakilan dapat
pula dibentuk dalam rangka penyelesaian Bank G&gatlah penyelesaian Bank
Gagal tersebut, kantor perwakilan akan ditufup.

2.1.3 Fungsi, Tugas, Dan Wewenang LPS
Dalam rangka terus meningkatkan kepercayaan pulképada
perbankan, peran LPS sebagai lembaga yang mengmpanan nasabah bank
dan menjaga stabilitas sistem perbankan menjadgasapenting. Hal ini
menunjukkan bahwa eksistensi dan keberadaan LemBaggmmin Simpanan
(LPS) untuk terus memperkuat kepercayaan publikapeaiustri perbankan
semakin dibutuhkan. Sehingga harapan untekciptakan sistem perbankan yang

sehat dan stabil dengan adanya pembentukan damIfef dapat diwujudkafl’

3 Dengan disahkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2@htang Otoritas Jasa
Keuangan, maka Lembaga Pengawas Perbankan (LR&)dymaksud di dalam Undang-Undang
No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpadalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

*4|bid., penjelasan Pasal 2 ayat (3).
*®|bid., Pasal 3.

“|bid., penjelasan Pasal 3 ayat (2).

* Rudijito, et al op.cit, him. 19.
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Hal tersebut tak lepas dari fungsi LPS itu sendderdasarkan Pasal 4 beserta

penjelasannya dalam UU LPS, LPS mempunyai fuffgsi:

1.

Menjamin simpanan nasabah penyimpan

Penjaminan simpanan nasabah penyimpan meliputi grigaminan bentuk
yang setara dengan simpnanan bagi bank yang meakguprinsip syariah.
Pengaturan penjaminan untuk bank syariah diatuih l[danjut dengan

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2005 tentangafé@mn Simpanan
Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. PP NoT&fun 2005 ini

menegaskan kembali bahwa LPS menjamin simpananbatasdank

berdasarkan prinsip syariah sesuai UU LPS dan kesitupanan di bank
syariah yang dijamin.

Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem pekan sesuai dengan
kewenangannya.

LPS berfungsi menciptakan dan memelihara stabilgs$em keuangan
bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesial @R, sesuai dengan
peran dan tugas masing-masing.

Dalam menjalankan fungsinya yang demikian itudbsarkan Pasal 5

UU LPS, LPS mempunyai tugds :

1.

Dalam rangka menjalankan fungsi menjamin simparegaiah penyimpan,

LPS bertugas:

a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaananpean
simpanan

b. Melaksanakan penjaminan simpanan
LPS melakukan pembayaran klaim terhadap simpanasabah
penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanyasedlakukan proses
likuidasi bank yang dicabut izin usahanya. Pembmyarklaim
penjaminan kepada para nasabah bank dilakukan dalakiu yang
sangat singkat, yaitu 90 hari sejak bank dicabut isahanya. Proses

pembayaran klaim tersebut dirancang secara cepgadeujuan untuk

** Indonesia (b)op.cit, Pasal 4.

% |bid., Pasal 5.
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memberikan kepastian kepada nasabah bank mengetaaiis s
simpanannya. Sehingga diharapkan akan memberilsamn tesnang dan
kepastian bagi nasabah bank yang dicabut izin ngah@®engan peran
seperti itu, LPS diharapkan akan mendukung stabilierbankan secara
keseluruhar’
2. Dalam rangka menjalankan fungsi turut aktif dalarammelihara stabilitas
sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya,drRgas"
a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangkat taktif
memelihara sistem perbankan
LPS dalam hal ini bersama dengan Menteri KeuanBank Indonesia,
dan LPP merumuskan kebijakan penyelesaian bank.gaga
b. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijpkayelesaian
bank gagallfank resolutiojpyang tidak berdampak sistemik
LPS merumuskan dan menetapkan kebijakan yang dkazerl dalam
rangka pelaksanaan penyelesaian bank gagal yaay§ berdampak
sistemik setelah dinyatakan oleh LPP sebagai tl#gdat disehatkan lagi
berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Yang dsuedk dengan
penyelesaian bank gagal atau resolusi bdoanK resolutiop meliputi
tindakan menyelamatkan atau tidak menyelamatkak gagal.
c. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdanspeais.
LPS melaksanakan kebijakan dan merumuskan pelaksgenanganan
bank gagal yang berdampak sistemik setelah dipatuskeh Komite
Koordinasi.
Sedangkan kewenangan LPS dalam melaksanakan fdagsiugasnya
berdasarkan Pasal 6 UU LPS adatah:
1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan
2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bartkma kali menjadi

peserta

* Rudjito, et al op.cit, him. 20.

* Indonesia (b)loc.cit.

%2 |bid., Pasal 6.
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Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS
Mendapatkan data simpanan nasabah, data keselaalendporan keuangan
bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjalak melanggar
kerahasiaan bank. Data dan laporan ini dapat dgiedangsung dari bank
atau dari LPP yang isi dan mekanismenya diaturndatata kesepakatan
antara LPS dan LPP

5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfasi atas data sebagaimana
yang dimaksud pada point 4

6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pemavekiaim

7. Menunjuk, menguasakan, dan/atau, menugaskan pair@k lintuk bertindak
bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS guna raakan sebagian tugas
tertentd*

8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarak#nigrpenjaminan
simpanan

9. Menjatuhkan sanksi administratif.

2.1.4 Struktur LPS

Struktur organisasi LPS menggunakan moalet tier systendengan
pimpinan LPS adalah Dewan Komision@mne tier systenebih tepat digunakan
dalam rangka menjaga independensi tleksibilitas Dewan Komisioner dalam
menjalankan tugasny®alam rangka akuntabilitas dan transparansi, ppaara
one tier systendi LPS dilakukan dengan pemisahan fungsi penetéphijakan
dan pengawasan dengan pelaksanaan operasidablini diatur secara jelas
dalam Pasal 62 UU LPS dimana orghRS terdiri atas Dewan Komisioner dan
Kepala Eksekutif?

*3 yang dimaksud dengan pihak lain dalam ketentuaadalah akuntan publik, konsultan
hukum, penasehat investasi, lembaga penelitianspbaan penilai, dan/atau pejabat lelang.
Lihat: Ibid., penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf d.

* Yang dimaksud dengan tugas tertentu antara lafahdnelakukan verifikasi, membuat
opini hukum, melakukan penelitian mengenai risikojaminan, atau melakukan likuidasi.
Lihat: Ibid.

* Lembaga Penjamin Simpananan (aporan Tahunan Lembaga Penjamin Simpanan
Tahun 2010hIm. 6
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Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenanganhis telah
menetapkan Struktur Organisasi Lembaga Penjamip&ian dalam sebuah surat
keputusan yaitu Keputusan Dewan Komisioner NomddK2LPS/IX/2005.
Organ LPS terdiri atas Dewan Komisioner dan Kepaksekutif>® Anggota
Dewan Komisioner terdiri dari 6 (enam) oratigjan salah satu dari Anggota
Dewan Komisioner ditetapkan sebagai Kepala Ekskekbgrtugas untuk
melaksanakan kegiatan operasional PPS.

Dewan Komisioner dipimpin oleh seorang Ketua Dewamisioner®
yang akan merumuskan dan menetapkan kebijakan reettkukan pengawasan
dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LR§aselana diatur dalam
Uu LPS®

Dewan Komisioner bertugas merumuskan dan menetagkhijakan
serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksamggandan wewenang LPS
sebagaimana diatur dalam UU LPS, sedangkan Kepadakktif melaksanakan
kegiatan operasional LPS. Untuk menghindari termysa kekuasaan kepada
salah satu orang anggota Dewan Komisioner, andgget@an Komisoner yang
ditetapkan sebagai Kepala Eksekutif adalah bukatuK®ewan Komisioner
sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) UU°LPS.

Mengingat pengawasan perbankan masih dilaksanakah Bank
Indonesia, sesuai UU LPS, anggdix-Officio yang berasal dari Lembaga
Pengawas Perbankan dijabat oleh Angdéda Ex- Officio Dalam melaksanakan

tugasnya, Dewan Komisioner wajib melakukan rapataise berkala (Rapat

%% Indonesia (b)op.cit, Pasal 62.
*"|bid., Pasal 65 ayat (1).
*8|bid., Pasal 64 ayat (1).
*9bid., Pasal 63 ayat (3).
bid., Pasal 63 ayat (2).

* bid.
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Dewan Komisioner/RDK) sekurang-kurangnya satu Halam satu bulan untuk

membahas hal-hal sebagai berikut:

1. menetapkan kebijakan penjaminan simpanan nasababh;

2. menetapkan kebijakan LPS dalam mendukung stabsisésm perbankan;

3. mengevaluasi pelaksanaan penjaminan simpanan maskpapelaksanaan
peran LPS dalam mendukung stabilitas sistem pedrank

4. menerima dan mengevaluasi hal-hal lain yang dikgroroleh Kepala
Eksekutif; dan/atau

5. hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas LPS.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Dewan s{@merr, saat ini
Dewan Komisioner memiliki satuan kerja yang bertangy jawab kepada Dewan
Komisioner, yaitu Kantor Dewan Komisioner, Komiteidit, Komite Informasi,
Komite Remunerasi dan Nominasi. Satuan kerja tetseibentuk dalam rangka
membantu tugas Dewan Komisioner dalam merumuskaregetapkan kebijakan
dan melakukan pengawasan. Sepanjang 2011, Dewansi§osr LPS telah
melaksanakan 65 kali rapat Dewan Komisioner dengsal agenda rapat
sebanyak 139 agenda yang terdiri atas 92 agendeRd&sdan 47 agenda
RUPS®

Struktur Organisasi Lembaga Penjamin Simpananialdaebagai

berikut®

2 Lembaga Penjamin Simpanan (&pporan Tahunan Lembaga Penjamin Simpanan
Tahun 2010hIm. 7.

% Lembaga Penjamin Simpanan (@,cit.,him. 83.

% Lembaga Penjamin Simpanan (b), “Struktur Organisasibaga Penjamin Simpanan
(LPS)”, http://www1.Ips.go.id/in/web/guest/struktarganisasi diunduh pada tanggal 3 April
2012.
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STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Lembaga Penjanmp&nafi®

Susunan anggota Dewan Komisioner LPS per 31 Degezfhié adalah

sebagai berikut®

Anggota merangkap Ketua : C. Heru Budiargo
Anggota merangkap Kepala Eksekutif : Firdaus [2yjaiel
Anggota . 1. Siswanto

2. Mirza Adityaswara

® Lembaga Penjamin Simpanan (@),cit.,him. 85

% |bid., him. 83.
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3. Muliaman D. Hada@Ex-OfficioBank

Indonesia)

4. Ahmad Fuad Rahmankgx-Officio

Kementerian Keuangan)

Pelaksanaan kegiatan operasional LPS dilakukam épala Eksekutif.
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Eksekutif tibasieh lima orang
Direktur yang menjalankan fungsi penjaminan dan ajeanen risiko, klaim dan
resolusi bank, hukum dan peraturan, akuntansi @éarangan, serta administrasi
dan sistem informasi. Sampai dengan akhir tahunl 2QPS hanya memiliki
empat orang Direktur. Posisi Direktur Hukum dana@@an pada saat ini masih
dirangkap oleh salah satu Direktur LPS. Kepala Ekisedan Direktur per 31
Desember 2011 adalah sebagai berfkut:

Kepala Eksekutif : Firdaus Djaelani
Direktur : - Mirza Mochtar, Direktur Keuangan

- Noor Cahyo, Direktur Klaim dan Resolusi Bank

(merangkap Direktur Hukum dan Peraturan)

- Salusra Satria, Direktur Penjaminan dan Manajel
Risiko

- R. Budi Santoso, Direktur Administrasi dan &ist

Informasi

2.1.5 Kepesertaan

Pada dasarnya keanggotaan bank pada lembaga pesjarpanan dapat
bersifat sukarela atau bersifat wajib. Kecenderangmg terjadi adalah sebagian
besar negara (81%) dari 68 negara yang memilikb&ga penjamin simpanan
mewajibkan bank untuk menjadi anggota. Hal ini diswalkan untuk mengurangi

adverse selectigryang dalam hal ini hanya bank yang lemah yang menjadi

57 bid., him. 84.
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anggota. Meskipun sistem keanggotaan wajib menikalbusubsidi silang dari
bank yang kuat kepada bank yang lemah, namun $elbank menikmati
keuntungan dengan adanya stabilitas industri p&ayanUntuk bank yang kuat
harus diwajibkan membayar stabilitas yang dinikmatitersebut®
Sesuai Pasal 37 B Undang-undang No. 10 Tahun 1@88&ng
Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 ngntaPerubahan
Perbankan, setiap bank wajib menjamin dana masganrsdng disimpan pada
bank yang bersangkutdhDalam Pasal 8 UU LPS ketentuan tersebut dipertegas
dengan menyebutkan bahwa setiap bank yang melakk&giatan usaha di
wilayah Republik Indonesia wajib menjadi pesertajpminan LPS? Jenis bank
tersebut meliputi bank umum dan BPR, termasuk lmaskonal, bank campuran,
dan bank asing, serta bank konvensional dan baakasy Berdasarkan Pasal 9
UU LPS, setiap peserta penjaminan sebagaimana dudakalam Pasal 8, setiap
bank wajib’
a. menyerahkan dokumen sebagai berikut:

1) salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank

2) salinan dokumen perizinan bank;

3) surat keterangan tingkat kesehatan bank yang dikedn oleh LPP yang

dilengkapi dengan data pendukung;
4) surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pamggaham bank, yang
memuat:

i. komitmen dan kesediaan direksi, komisaris, dan pamg saham
bank untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimategamkan
dalam Peraturan LPS;

ii. kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi kelalaian
dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang miadiedn

kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank;

8 Zulkarnain Sitompul (b)op.cit.,him. 298.
% Indonesia (d)loc.cit.
% Indonesia (b)pp.cit.,Pasal 8.

" Indonesia (b)pp.cit.,Pasal 9.
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iii. kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kep@8askgala
hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentiagabila bank
menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselanmatleaau
dilikuidasi;

b. membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% feaseribu) dari modal
(ekuitas) bank pada akhir tahun fiskal sebelumnga @ari modal disetor
bagi bank baru;

c. membayar premi penjaminan;

d. menyampaikan laporan secara berkala dalam fornmat gientukan;

e. memberikan data, informasi, dan dokumen yang ditka#tn dalam rangka
penyelenggaraan penjaminan; dan

f.  menempatkan bukti kepesertaan atau salinan di d&kamor bank atau
tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan maldd masyarakat.

Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di ahlayegara Republik
Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan, yanf@pote Bank Umum yang
menjalankan kegiatan usaha secara konvensional unaspariah, dan Bank
Perkreditan Rakyat (BPR) serta Bank Pembiayaan &aByariah (BPRS).
Kewajiban untuk mengikuti penjaminan berlaku pukgibkantor cabang dari
bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukegiatan perbankan
dalam wilayah Republik Indonesia.

Cabang bank asing juga diwajibkan menjadi anggkntor cabang
bank asing tersebut diwajibkan membayar premi peiman sebagai “biaya”
melakukan bisnis di Indonesia. Bagaimana pun sicpayang dijamin pada
kantor cabang bank asing tersebut adalah simpaf&nwarga negara dan atau
penduduk IndonesiZ.

Dalam kaitannya dengan persyaratan menjadi angge® terdapat
dua kondisi yang membutuhkan pendekatan berbedaanf® pemberian
keanggotaan pada saat lembaga penjamin simpansgbuérdidirikan. Kedua,

pemberian keanggotaan pada saat bank baru didiriRkada saat lembaga

2 Lembaga Penjamin Simpanan @,cit.,him. 10

 bid.
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penjamin simpanan didirikan, pemerintah dihadapbada dua tantangan, yaitu
meminimalkan risiko yang bakal ditanggung oleh baga penjamin simpanan
tersebut dan menarik anggota secara ekstensifré&Secaim ada dua pilihan yang
dapat dilakukan, yaitu keanggotaan otomatis atawajbkan bank mengajukan
permohonan untuk menjadi anggéta.

Keanggotaan secara otomatis dalam jangka pendekjpakan pilihan
yang sederhana. Namun demikian, lembaga penjampasian kemudian hari
dapat menghadapi kesulitan dalam  menerima bankg ysegera dapat
menciptakan risiko keuangan atau konsekuensi buairknya bagi lembaga
penjamin simpanan. Pilihannya adalah bank diwajibkengajukan permohonan
untuk menjadi anggota. Pilihan ini memberikan fleksas bagi lembaga
penjamin simpanan dalam mengontrol risiko yang aiipsnya dengan membuat
kriteria sebagal syarat untuk menjadi anggota. h&ii ini juga dapat
meningkatkan kepatuhan terhadap persyaratan dadast&ehati-hatian. Kriteria
yang disusun tersebut harus rinci dan transparaa seemuat batasan waktu
kapan izin harus diberikan atau ditofak.

Secara keseluruhan jumlah bank peserta penjaniiR&h mengalami
penurunan sepanjang 2011. Kalau tahun sebelumnia tmank peserta
penjaminan tercatat ada 1.990 bank, maka pada B8f%a ada 1.957 bank.
Berkurangnya bank peserta penjaminan sebagian &dank-bank itu dicabut
izin usahanya, terjadi penggabungan ugamerger),atau konsolidasi antar bank.
Bank yang dicabut izin usahanya oleh Bank Indonadaah 15 BPR, satu Bank
Umum (self liquidation) dan satu BPRS. Di tahun 2011, beberapa bank
melakukan penggabungan usaha atau konsolidasi ,usaldai dari dua Bank
Umum yang menjadi satu Bank Umum dan 53 BPR yangjadetujuh BPR,
serta satu BPR berubah jenis usaha menjadi BPRi&liKen dari itu, ada pula
penerbitan izin usaha untuk 25 BPR dan tujuh BPRS.

4 Zulkarnain Sitompul (b)op.cit.,him. 299.
ibid.

® Lembaga Penjamin Simpanan (tlaporan Tahunan Lembaga Penjamin Simpanan
Tahun 2011him. 34.
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No. Uraian 31 Des 2011 31 Des 2010
1 | Bank Umum Konvensional 109 111
2 | Bank Umum Syariah 11 11

Bank Perkreditan Rakyat
3 | Konvensional 1.682 1.720

Bank  Pembiayaan Rakyat
4 | Syariah 155 148

Total 1.957 1.990

Gambar 2.2. Bank Peserta Penjaminan LPS 2011 d&’20

Selama 2011, LPS telah menerima pembayaran kaosirikepesertaan
penjaminan hampir Rp 70 juta dari 27 BPR dan deldpBRS Masih ada dua
BPR, yang baru memperoleh izin usaha pada 201ambalembayar kontribusi
total sebesar Rp 7 jufa.

Sepanjang 2011, sebanyak 15 bank yang seluruhrR/BPRS
dinyatakan sebagai bank gagal yang selanjutnyduiicain usahanya oleh Bank
Indonesia atas rekomendasi LPS sebagai Bank GagaBank yang Tidak Dapat
Disehatkan dikarenakan kondisinya yang cenderunmbueuk, tidak terdapat
tambahan setoran modal dari pemegang saham lampumauwestor baru, dan
masa DPK bank telah berakhiAtas dasar pemberitahuan dari Bl tersebut,
selanjutnya melalui Rapat Dewan Komisioner (RDKputluskan bahwa kelima
belas bank tersebut tidak dilakukan penyelamatan neeminta Bl untuk
mencabut izin usahanya. Adapun keputusan untuk titglakukan penyelamatan
terhadap suatu bank didasarkan atas pertimbangginpeahitungan_ower Cost
Test dan penilaian terhadap prospek usaha dengan bekdaspada hasil

pemeriksaan bersama BI-LPS atdue diligence Perkembangan jumlah bank

"bid., him. 54

®1bid.,

Universitas Indonesia
Tinjauan yuridis..., Nirmala Azizah, FH Ul, 2012.



29

yang diputuskan tidak diselamatkan dalam kurun waR006 hingga 2011
cenderung mengalami peningkatan, yaitu dari 6 lpaua tahun 2006 menjadi 15
bank pada tahun 2071.

Terhadap bank yang dicabut izin usahanya, LPS mktakpembayaran
klaim penjaminan dan melakukan likuidasi. Pembaydaiaim penjaminan telah
dilakukan LPS kepada nasabah 14 BPR/BPRS sebesé2,Rmiliar dari 21.848
rekening. Sementara satu bank lainnya masih dalemeep rekonsiliasi dan
verifikasi simpanan untuk menetapkan status pemanmya. Dengan demikian,
sejak beroperasi dari tahun 2005 sampai dengannté@ill, LPS telah
membayarkan klaim penjaminan simpanan senilai Rp d8iar untuk 70.339
rekening pada 46 bank yang dicabut izinnya. Sementa, terkait dengan
likuidasi terhadap 46 bank yang dicabut izin usghasampai dengan akhir 2011
sebanyak 21 bank telah diselesaikan proses likiniga?’

2.1.6 Jenis dan Nilai Simpanan Yang Dijamin Ql&ts

Dalam sistem penjaminan terbatas, penetapan gilapanan yang
dijamin merupakan salah satu hal yang krusial. B@a@ simpanan yang dijamin
perlu mempertimbangkan keseimbangan antara tujudink umencegahmoral
hazard menumbuhkan disiplin pasar, serta memba&sposure penjamin
simpanan (biaya penjaminan). Selain itu, tingkatjg@inan harus diselaraskan
dengan tujuan kebijakan publik penjamin simpanamgypada umumnya untuk
melindungi simpanan nasabah kecil dan memelihatalisas sistem perbankéh.

Jenis simpanan pada bank konvensional yang dijaP8 menurut Pasal
10 UU LPS adalah giro, deposito, sertifikat dempsibbungan, dan/atau bentuk
lainnya yang dipersamakan dengan itu. Jenis sinmp@aaa bank berdasarkan

prinsip syariah yang dijamin oleh LPS menurut P&dPeraturan Pemerintah

" 1bid., him. 65
8 Lembaga Penjamin Simpanan (@),cit, him. 32.

8 Zulkarnain Sitompul (b)op.cit.him. 306.
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Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 tentang d@Meiman Simpanan
Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah meffputi:
a. Giro berdasarkan PrinsiWadiah
b. Giro berdasarkan Prinsiudharababh;
c. Tabungan berdasarakan Pringadiah
d. Tabungan dan deposito berdasarkan PriMsiglharabah Muthlagatatau
Prinsip Mudharabah Mugayyadalyang risikonya ditanggung oleh bank;
dan
e. Simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yategagkan oleh LPS/
setelah mendapat pertimbangan LPP.

Bagian terbesar total simpanan 2011 berbentuk sitepd44,45%),
disusul dengan tabungan (31,79%) dan giro (23,438€dangkan simpanan
dalam bentuk lainnya berjumlah sangat kecil. Searantitu, jika ditinjau
berdasarkan kepemilikan banknya, rata-rata simparasyarakat di bank umum
paling banyak ditempatkan di bank-bank milik swasdaional (45,40%), diikuti
oleh bank milik BUMN (37,21%), bank milik BUMD (8786), bank-bank asing
(5,29%), dan bank campuran (3,63%). Dari total singm tahun 2011 yang
berjumlah sebesar Rp 2.830,32 triliun, sebesar R67166 triliun (58,92%)
merupakan simpanan yang dijamin oleh L*PS.

Krisis keuangan global tahun 2008 telah mengakératterganggunya
stabilitas sistem perbankan di banyak negara diadtidak terkecuali Indonesia,
yang ditandai dengan meningkatnya jumlah kredit ehaketatnya likuiditas
perbankan, serta penguatan sistem penjaminan sampaelalui pemberlakuan
penjaminan penuh atau peningkatan nilai simpanamg ydijamin. Sebagai
kebijakan antisipatif gre-emptive measuyeuntuk tetap menjaga kepercayaan
masyarakat, Pemerintah melakukan perubahan Pasalai12) UU LPS melalui
penerbitan Perpu No. 3 Tahun 2008 tentang PerubatenUndang-undang No.
24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanhmggm keseluruhan Pasal

8 Indonesia (e)Peraturan Pemerintah tentang Penjaminan Simpanasaliah Bank
Berdasrkan Prinsip SyarialbP No. 39 Tahun 2005, LN No. 96 Tahun 2005, TLN4§42, Pasal
3.

8 bid., him. 58
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11 ayat (2) berbunyi bahwa nilai simpanan yangndijadapat diubah apabila

dipenuhi salah satu/lebih kriteria sebagai berikut:

a. terjadi penarikan dana dalam jumlah besar secasaft@an;

b. terjadi inflasi yang tinggi dalam beberapa tahun;

c. nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjagps

d. adanya ancaman krisis yang berpotensi mengakibatk@rosotnya
kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan mayalkan stabilitas
sistem keuangan.

Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah No. 66uma2008 tentang
Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin LPS, Pemerintaknaikkan nilai
simpanan yang dijamin dari semula berdasarkan Rasayat (1) UU LPS paling
banyak Rp 100 juta, untuk mengantisipasi dampghdigya krisis moneter dan
menjaga kepercayaan nasabah terhadap industrinp@rmamaka pada bulan
Oktober 2008, nilai maksimal simpanan yang dijamaik menjadi Rp 2 miliar.
Nilai simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo aman (pokok dan bunga)
pada tanggal pencabutan izin usaha Bank.

Sesuai Pasal 11 ayat (2) UU LPS, simpanan yaaghdijdiamanatkan
sekurang-kurangnya meliputi 90% nasabah penyimpag nda pada perbankan.
Penjaminan di Indonesia saat ini telah meliputi89% jumlah rekening pada
sistem perbankan yang berjumlah lebih dari 96 jakening, dan meliputi lebih
dari 51% jumlah seluruh simpanan. Sedangkan jikaittian dengan PDB per
kapita, dengan asumsi PDB per kapita Indonesiant@@10 sebesar US$3.000
dengan kurs US$ 1 = Rp 8.950, nilai simpanan yajagnéh yang berlaku saat ini
sebesar Rp 2 milyar mencapai 74 kali PDB per k&pita

2.1.7 Sistem Premi LPS

8 Indonesia (f)Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang temta@arubahan Atas
Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaggamém SimpananPerpu No. 3 Tahun
2008, LN No. 143 Tahun 2008, TLN No. 4902, Pasahyat (2).

% Indonesia (g)Peraturan Pemerintah tentang Besaran Nilai SimpaiYamg Dijamin
Lembaga Penjamin SimpanaPP No. 66 Tahun 2008, LN No. 144 Tahun 2008, TLN 803,
Pasal 1.

8 Lembaga Penjamin Simpanan @p,cit, him. 71.
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Mengenai pemungutan premi penjaminan, besararmiprgang
dibebankan oleh lembaga penjamin simpanan setigaraekepada sektor
perbankan bervariasi, tergantung dari profil risibank bersangkutan atau
tergantung dari kesiapan infrastruktur lembaga grei) simpanannya. Amerika
Serikat misalnya, pada awal berdirinlyaderal Deposit Insurance Corporation
(FDIC) di tahun 1933, premi penjaminan yang dipundari bank peserta
ditetapkan secara tetafiaf rate). Pola tersebut berlangsung selama lebih dari
setengah abad hingga tahun 1992 ketika FDIC akdinmgnilai infrastruktur yang
dimilikinya untuk menilai risiko bank telah memadkin kemudian memutuskan
untuk mengubah pola penghitungan pembebanan peamarpinan sesuai dengan
profil risiko masing-masing bank pesenisk-based) premiurf’

Setiap bank yang telah menjadi peserta LPS dikajiluntuk membayar
premi penjaminan kepada LPS. Besarnya premi pengmmyang harus dibayar
oleh bank peserta penjaminan tersebut ditetaplenld?S.

Premi penjaminan merupakan salah satu sumber paadaLPS dalam
menjalankan sistem penjaminan simpanan di Indonssiain dari modal awal
yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkasaseRp 4 triliun, kontribusi
kepesertaan yang dibayarkan pada saat bank pekalmeenjadi peserta, dan
hasil investasi cadangan penjaminan.

Pada saat ini, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) U8} LPS menerapkan
tingkat premi yang sama untuk setiap bank peseemjaminan flat rate
premiunm) sebesar 0,1% (satu perseribu) per tahun dariragdasaldo bulanan
total simpanan setiap period®. Pilihan untuk menerapkafiat rate premium
terutama didasarkan pada pertimbangan lebih mudahituty dan
diadministrasikan karena tidak memerlukan banyd& dan informasi dari bank.
Selain itu, metode ini pada tingkat tertentu dap@ndukung stabilitas sistem
perbankan, karena bank peserta penjaminan tidabaih premi yang tinggi pada
saat bank bermasalah atau kondisi perbankan/pesetian sedang memburdk.

87 Zulkarnain Sitompu(a), op.cit.,him. 12.
8 Indonesia (a)op.cit.,Pasal 13 ayat (1).

8 Zulkarnain Sitompu(a), op.cit.him. 13.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU LPS, terbukauikgkman untuk
mengubah penerapdlat rate premiummenjadi premi berbasis risikoigk-based
premiumiRBP) > Pembayaran premi yang saat ini dipatok sama ahtara yang
satu dengan yang lain dirasa tidak adil. Penergpemi berbasis risiko adalah
pengenaan tingkat premi yang berbeda antara satk tan bank yang lain
berdasarkan skala risiko kegagalan bank. Bank aeng&o gagal operasi harus
membayar premi lebih tinggi dibandingkan dengankbaang lebih sehat
sehingga perlindungan atas dana masyarakat letkbimal. Hingga saat ini, LPS
telah melakukan penelitian untuk memperoleh ganmbargengenai kesiapan

industri perbankan dalam penerapan premi berbiggie.r

2.1.8 Perhitungan dan Pembayaran Premi
Mengenai perhitungan dan pembayaran premi pengmdiatur lebih
lanjut dalam Peraturan Lembaga Penjamin SimpananoN@/PLPS/2010 yang
menyebutkan bahw:

1. Premi Penjaminan dibayarkan 2 (dua) kali dalamafufjgahun untuk:

a. Periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
b. Periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.

2. Premi untuk setiap periode sebagaimana yang dimdaksmda ayat (1)
ditetapkan sebesar 0,1% (satu per seribu) dadrasdasaldo bulanan total
Simpanan dalam setiap periode.

3. Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihituignd rupiah penuh
dengan pembulatan terdekat.

4. Total Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat &)cakup pula
Simpanan yang berasal dari Bank lain.

Adapun proses pembayaran premi untuk setiap perggbagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 di atas dilaksanakan deabapan sebagai berikit:

% Indonesia (a)op.cit.,Pasal 15

%1 Lembaga Penjamin Simpanan (deraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang
Program Penjaminan SimpanaRegraturan LPS No.2/PLPS/2010, BN N0.97 Tahun 2083al
11.

9 |bid., Pasal 12.

Universitas Indonesia
Tinjauan yuridis..., Nirmala Azizah, FH Ul, 2012.



34

a. Pembayaran premi pada awal periode sebesar 0,1%pfsaseribu) dari rata-
rata saldo bulanan total Simpanan periode sebelantan

b. Penyesuaian premi setelah akhir periode berdasadeisasi rata-rata saldo
bulanan total Simpanan periode yang bersangkutan.

Pembayaran premi pada awal periode sebagaimanakslich dalam

Pasal 12 huruf a harus dilakukan paling lambatgaht

a. 31 Januari, untuk periode 1 Januari sampai den@aud; dan

b. 31 Juli, untuk periode 1 Juli sampai dengan 31 Dése.

Penyesuaian premi sebagaimana dimaksud dalam Easairuf b dilakukan
dengan tahapan sebagai beriut:

a. Menghitung premi yang seharusnya dibayar berdasar&alisasi rata-rata
saldo bulanan total Simpanan pada periode yangamgkstan sesuali
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1{2ayat

b. Menghitung kelebihan atau kekurangan premi yanguditkan pada awal
periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hdeihgan premi yang
seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud padadjdah

c. Memperhitungkan kelebihan atau kekurangan sebagaindamaksud pada
huruf b terhadap premi yang dibayarkan pada awaloge berikutnya,
dengan ketentuan bahwa:

I. Dalam hal terdapat kelebihan premi berdasarkantpadgan sebagaimana
dimaksud huruf, kelebihan tersebut menjadi pengurimhadap premi
yang dibayarkan pada awal periode berikutnya; atau

ii. Dalam hal terdapat kekurangan premi berdasarkanhitpegsn
sebagaimana dimaksud pada huruf b, kekurangan btgrsmenjadi
penambah terhadap premi yang dibayarkan pada amnabp berikutnya.
Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran premibked@ pembayaran

tersebut digunakan untuk pembayaran premi berilytigcuali apabila bank

% |bid., Pasal 13.

% bid., Pasal 14.
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yang bersangkutan meminta agar kelebihan tersegubhakan untuk membayar
denda tertunggak kepada LPS.

Adapun cara perhitungan dan pembayaran premirddelam Pasal 20
Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLRS/Bénhtang Program
Penjaminan Simpanan adaf&h:

1. Perhitungan premi, baik premi pada awal periodepuaygpremi penyesuaian,
dilakukan sendiri oleh bankélf assessment

2. Premi dibayarkan ke rekening Lembaga Penjamin Smapgang ditetapkan
oleh Kepala Eksekutif LPS.

Perhitungan premi dilakukan sendiri oleh bank pgedself assessment)
Hasilnya disampaikan kepada LPS setiap tanggaluBl(uhtuk periode Januari
sampai Juni) dan 31 Januari (untuk periode Juli pganDesember), dan
diverifikasi. Keterlambatan bayar menyebabkan b&ékena denda per hari
keterlambatan yang besarnya 0,5% dari jumlah pg@mg masih harus dibayar
dan paling tinggi 150%. Sedangkan jika data tidekuai maka LPS segera
melakukan rekonsiliasi dengan bank peserta yarsabgkutar.

Penerimaan premi dari Bank Umum pada 2011 berjurRph4.965,55
triliun, naik sebesar Rp 847,88 triliun atau 21%adlidingkan tahun sebelumnya.
Sedangkan penerimaan premi dari BPR/BPRS berjuRfald,30 miliar atau naik
sekitar 23% dari tahun sebelumny.

*Ipid., Pasal 15.
% Lembaga Penjamin Simpanan (d,cit.,Pasal 20.
9 Lembaga Penjamin Simpanan (@,cit.,him. 61

% Ibid.
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TABEL 11. PENERIMAAN PREMI BANK UMUM 2011 DAN 2010
TABLE 11. PREMIUM REVENUE FROM COMMERCIAL BANKS IN 2011 AND 2010

36

(dalam triliun Ruplah)
(in trilion Rupiah)

No Uralan Description 2011 2010 Kenalkan Increase (YoY)*

1. Periode Januari s.d Juni 239280 1,986.14 406.66
Period of January to June

2. Periode Juli s.d Desember 257275 213153 4122
Period of July to December

TOTAL 4,965.55 4,117.67 847.88

*YoY = year on year

Gambar 2.3. Penerimaan Premi Bank Umum Tahun 2aaa1£°

TABEL 12. PENERIMAAN PREMIBPR/BEPRS 2011 DAN 2010 {dalam triliun Ruplah)
TABLE 12. PREMIUM REVENUE FROM RURAL BANKS/ISLAMICERASED RURAL BANK IN 2031 AND 2010 {in billion Rupiah)
No Uraian Description 2011 2010
1. Periode Januaris.d Juni

Period of January to June

a, BPR Rural Bank 32.96 26.82

b. BPRS Islamic-based Rural Bank 1.76 1.39

2. Periode Julis.d Desember
Period of July to December

a. BPR Rural Bank 37.50 30.64
b. BPRS Islamic-based Rural Bank 2.08 161
TOTAL 7430 60.45

Gambar 2.4. Penerimaan Premi BPR/BPRS Tahun 2010aiHt°

Hampir semua bank, terutama Bank Umum, tepat waitubenar dalam
memberikan laporan atau perhitungan premi, kecsejumlah BPR/BPRS.
Perhitungan premi yang salah dan tidak sesuai folregpotensi menyebabkan
bank kurang bayar premi. Ada sekitar 17% BPR/BPRB8gysalah melakukan
perhitungan premi untuk periode Januari sampai aenguni dan 16% pada
periode Juli sampai dengan Desember 2011. Tidak Batak Umum yang
terlambat atau kurang bayar premi. Untuk periodepsa dengan 31 Desember
2011, BPR/BPRS yang terlambat bayar premi telabrdiksanksi denda sebesar
Rp 17,12 juta yang terdiri dari Rp 11,62 juta (BBRBBPRS) pada semester | dan
sebesar Rp 5,50 juta (34 BPR/BPRS) pada semest8edlangkan total denda

keterlambatan premi BPR/BPRS secara keseluruhamgselk tahun-tahun

“bid., him. 61.

100 hid., him. 61.
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sebelumnya) yang diterima oleh LPS pada tahun 2@hlah sebesar Rp 293,12
juta yang terdiri dari Rp 36,81 juta pada semektdan Rp 256,31 juta pada
semester I

Untuk mengetahui kebenaran perhitungan simpan&t Imelakukan
verifikasi terhadap laporan keuangan bank dan &pposisi simpanan. LPS dan
Bank Indonesia telah melakukan pemeriksaan berdanadap empat Bank
Umum dan lima BPR serta memanggil 13 pejabat/diidaak Umum. Beberapa
bank masih belum memahami secara baik atas kommwmganan sebagai dasar
perhitungan premi. Komponen simpanan semestinydaladsimpanan milik
pemilik, simpanan di atas suku bunga penjaminaai/gdng dijamin, damack to
back Atas kesalahan perhitungan simpanan ini, banlg yamrang membayar
premi seluruhnya sebesar Rp 74,06 miliar. Selapgytatas laporan bank atau
perhitungan premi untuk tahun 2011, LPS melihaikeaml perbedaan yang relatif
besar terjadi pada beberapa bank. Verifikasi aamian ini akan ditindaklanjuti
pada 2012. Dalam upaya mengurangi tingkat kesalpkdamtungan premi, LPS
telah menyampaikan surat dan melakukan sosialssasa simulasi perhitungan
premi kepada semua bank, terutama perhatian khkspsda bank-bank
BPR/BPRS. Kesalahan bank-bank umumnya akibat kagangoemahaman
dan/atau terjadinya pergantian pegawai atau peiEyd yang bertanggung jawab
mengelola penjaminan simpan&n.

Premi, kontribusi kepesertaan, modal awal LPS,askdkayaan yang
berbentuk investasi yang ditempatkan pada surdiabga yang diterbitkan oleh
pemerintah dan/atau Bank Indonesia inilah yang imgat digunakan untuk
membayar klaim penjaminan dana nasabah apabilau do@bk mengalami
kegagalan. Pembayaran tersebut akan dilakukan ldR$h setelah melakukan
rekonsiliasi dan verifikasi simpanan yang dijamiarlébih dahulu untuk

mengetahui apakah klaim penjaminan tersebut lagakkwibayar atau tidak.

101 pid., him. 63

192 |pid.
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2.1.9 Kekayaan LPS

LPS mempunyai aset yaitu berupa Kas, Investasindaurat berharga,
piutang premi penjaminan, piutang investasi, pigtaank dalam likuidasi bersih,
piutan lain-lain bersih, penyertaan modal sementdttava tetap, serta aktiva lain-
lain. Sepanjang tahun 2010 total aset yang dimiiliks sebanyak Rp 22,5 triliun,
dan meningkat pada tahun 2011 menjadi Rp 27, &ririt?

Selama tahun 2011, LPS menerima pendapatan opsahsebesar Rp
6,4 triliun yang sebagian besar berasal dari pestdagremi sebesar Rp 5 triliun
dan pendapatan hasil investasi sebesar Rp 13ntrifedangkan biaya operasi
tahun 2011 mencapai Rp 409,43 miliar. Total bigyarasi 2011 yang terdiri dari
biaya administrasi, biaya klaim penjaminan, biagsofusi bank gagal, dan biaya
investasi yang relatif lebih kecil dibandingkan dan biaya operasi tahun
sebelumnya. Biaya operasi tersebut belum memasuliya kenaikan
(penurunan) cadangan klaim penjaminan sebesarih&paB880.85 miliar. Pada
tahun 2011, LPS memiliki surplus bersih setelalalpagbesar Rp 5,4 triliun. Dari
surplus tersebut, LPS mengalokasikan sebanyak Rprifiun untuk cadangan
tujuan dan Rp 4,3 triliun untuk cadangan penjamitian

Sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UU LPS, invessag) dilakukan LPS
hanya pada surat berharga yang diterbitkan oleheRetah Indonesia dan/atau
Bank Indonesia:® Investasi yang dilakukan diutamakan untuk menjiugkat
likuiditas tertentu dan tidak dimaksudkan semataanu@atuk memperolebapital
gain. Investasi LPS disajikan sebagai (i) Diperdagamgk(ii) Tersedia untuk
dijual; dan (iii) Dimiliki hingga jatuh tempo. Pekigsifikasian investasi
didasarkan pada Keputusan Kepala Eksekutif yang uaemencana pelepasan
investasi*®®

Investasi dalam surat berharga yang dilakukan BR@ra lain melalui
Surat Berharga Diterbitkan Bl (SBI) dan Surat BeghaDiterbitkan Pemerintah

193 pid., him. 71
1% pid., him.35
1% |ndonesia (a)pp.cit.,Pasal 82 ayat (2).

1% | embaga Penjamin Simpanan @),cit.,him. 84.
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(SBN). Pada tahun 2010 total investasi melalui SBbesar Rp 5,9 triliun,

menurun pada tahun 2011 sebesar Rp 1,4 triliunar@g@n total investasi

melalui SBN pada tahun 2010 sebesar Rp 9,3 trilmeningkat dua kali lipat

pada tahun 2011 sebesar Rp 18,5 triliun. Totalstag dalam surat berharga
yang dilakukan LPS pada tahun 2011 sebesar Rplig@,tlebih besar dibanding

pada tahun 2010 sebesar Rp 15,3 tritflin.

NERACA PER 31 DESEMBER 2011 DAN PER 31 DESEMBER 2010
BALANCE SHEET AS AT 31 DECEMBER 2011 AND A5 AT 31 DECEMBER 2010

Uraian Catatan  Per 31 Desember 2011  Per31 Desember 2010 Dascription
Natas Ash’;'lll!p'a@]fﬂr 10011 As ﬁ‘t_l'l ﬂEﬂ!lﬁHJﬂlO

Aktiva Assets
Kas dan SetaraKas 3541 347891634 60762434 Cash and Cash Equivalents
Investasi Dalam Surat Berharga 1542 Investment in Securities
Surat Berharga Diterbithan BI (SBI| 1. 500000.000 6:054 500.000 Bank Indonesia Cartificate held to Maturity
- Diskomito SBI 3. 2494151 {67 697 4221 - Bank Indonesia Certificate Discount
Total Surat Berharga Diterbitkan Bl | 405750385 5086807 578 Bt Certificaite hefd to Maturity Net of Discount
Surat Berharga Diterbitkan Pemarintak (SBN) 18.697.066.000 0. 445,056,000 Indonesia Treasury Bili Bond hold in Maturity
+ Premium SEN 121613722 £2.250.60F + Government Band Premium

Diskonto SBN (357.14201 51 (141.758.555) - Government Bond Discount
Total Surat Berharga Diterbithan 18.563.537.107 0.365.540.652 Government Bond held to Maturity Net of
Pemerintah Discount and Premium
Tetal Investasi Dalam Surat Berharga 20.060.287.492 15352343230 Tetal Investment in Securities
Piutang Premi Penjaminan 43 263281 167 Account Receivables-Insurance Premium
Piutang Investasi 44 156453487 218361872 Account Receivables-Interest on Investment
Prutang Bank Dalam Likuidasi (BOL) 4886815 4554744 Account Receivahlas-Bank in Liguidation
- Alkurn Peryisihan Piutang BOL 11368 1.065) 11.381.069) -Accumulated Depreciztion- AR Bank in Liguidation
Piutang Bank Dalam Likuidasi Bersih 45 3505746 3173675 Net Account Recelvable-Bank in Liquidation
Prutang Lain-Lain 12.362.783 1251731 Dther Account Recaivables
- Akum Penyisihan Piutang Lain-Lain {10408 538 0408 577) - hccumudated Depreciation-Other AR
Piutang Lain-Lain Bersih 45 19571353 2.104.154 Net Other Account Receivable
Penyertaan Modal Sementara &7 6.762.361.000 6.762.361.000 Temporary Capital Investment
Hletiva Tetap 18:48 Fized Assets
Harga Perolehan Aktna Tetap 142.057.282 126,000,074 Partition
- Bkumudas Penyusutan Aktiva Tetap (16.723.561) 0.508.744) - Accurmudzted Depreciation-Partition
Total Aktiva Tetap 12534331 126491330 Partition Net of Accumulated Deprediation
Aktiva Lain-Lain 49 B.026.880 12.646.766 Total Other Assets
Total Aktiva 27.565.868.074 12 548708.628 Total Assets

Gambar 2.5. Neraca Per 31 Desember 2011 dan FeesSimber 2016®

197 _embaga Penjamin Simpanan (@), cit.,hlm. 68.

108 | pid., him. 124.
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2.2 Penjaminan Simpanan Dalam Sistem Perbankan

Penjaminan simpanan yang telah dipraktikan dirablunegara pada
dasarnya terbagi dalam dua kategori yaitu penjamisecara tidak langsung
(implisit) dan penjaminan secara langsung (ekgpliBienjaminan secara implisit
dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga khusapitditangani oleh lembaga
yang sudah ada seperti Bank Sentral atau Departé&eaangan disaat terjadi
bank gagal. Sedangkan penjaminan secara eksplsitsanakan oleh lembaga
khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksam program penjaminan
simpanan baik apakah ada bank gagal atau tidalbaaa gagal. Disamping itu
lembaga penjamin simpanan juga melaksanakan kagyaiag berkaitan dengan
resolusi atas bank gagal dan melakukan pengawaspad& bank peserta
penjaminart®®

Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan pegyerkdeat, untuk itu
perlu diberikan jaminan atas dana disimpannya. kKs@@an suatu sistem
penjaminan simpanan yang diatur secara tegas dasuth secara lengkap dapat
meningkatkan kepercayaan dan pada akhirnya memgdegistem perbankan.
Untuk meningkatkan kepercayaan tersebut, banyakaraegmemberikan
perlindungan kepada nasabah dengan menerapkan sigtem penjamin
simpanandeposit protection systgrdalam bentuk sistem penjamin nasabah yang
ditentukan secara eksplist

Sistem penjaminan nasabah secara eksplisit adalatu sistem yang
menyediakan pembayaran kepada nasabah penyimphilaabank mengalami
pencabutan izin usahanya atau insolvensi. Tujustamieksplisit ini adalah untuk
menjamin stabilitas sistem perbankan dan membeplalindungan yang cukup
bagi nasabah penyimpan. Sistem penjamin ekspksiara garis besar dibagi

dalam tiga kelompok, yaitti*

199 Taswan, “Skema Penjaminan Simpanan dan Konsekwensierhadap Pemegang
Saham dan Disiplin Pasar Perbankddihamika Keuangan dan Perbankaifrebruari 2009, Vol.
1 No. 1), him. 2.

10 7ulkarnain Sitompul (b)pp.cit him. 103.

" bid.
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a. Sistem yang disediakan pemerintah;
b. Sistem yang disediakan oleh perbankan (swasta); dan
c. Sistem kombinasi antara pemerintah dan perbankan.

Penjaminan secara implisit bentuknya berupanket guaranteeatau
program penjaminan pemerintah. Pemberlakuan progemaminan merupakan
salah satu indikasi bahwa sistem perbankan di aegasebut dalam krisis yang
sudah sistemikBlanket Guaranteesebagai instrumen tindakan darurat berupa
pemberian jaminan pembayaran atas kewajiban bamk-teermasalah baik
terhadap para deposan maupun krediturnya biasaestakb untuk sementara
hingga krisis sistemik perbankan pulih dan bebaygaran akan ditanggung oleh
pemerintah melalui otoritas pengawas atau lembagg ¥husus dibentuk untuk
melaksanakan penyehatan battk.

Secara teoritis pengertigiaranteeatau jaminan dapat dibedakan dengan
asuransi. Dari segi pembebanan premi, premi digusgbagai pembayaran
penyediaan jasa, karena ganti rugi dibayarkan daat atau surplus dana
penyelenggaran penjaminan, sedangkan pada skimnsspremi dinimpun untuk
membayar ganti rugi. Ditinjau dari tujuannya, jaamn ditujukan untuk
melindungi lembaga penyalur misalnya bank, sedangkaransi ditujukan untuk
melindungi pemegang polis. Dengan kata lain progpamaminan diberlakukan
untuk melindungi kepentingan sistem perbankan, regidan program asuransi
diberlakukan untuk melindungi kepentingan publilsatiya deposan®

Istilah asuransi simpanan adalah istilah yangmaziigunakan dalam
industri perbankan. Istilah ini sebenarnya tidgkatekarena nasabah penyimpan
tidak pernah membeli polis sebagaimana seorang m&hbeli polis asuransi

jiwa untuk keuntungan keluarganya apabila ia megahdunia. Oleh sebab itu,

12 Taswajoc.cit.

13 bid.
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The Basle Commite on Banking Supervisiorenggunakan istilahdeposit

protectionbukandeposit insurances:*

Perbedaan antara asuransi simpanan dengan besttikkb asuransi
lainnya (asuransi umum) terdapat empat hal, yartu:

1. Kebangkrutan bank bukan suatu kejadian yang begeirdiri, sedangkan yang
dijamin dalam asuransi kerugian adalah suatu peastertentu, misalnya
kerugian yang disebabkan kebakaran. Kebangkrutak leendrung terjadi
akibat akumulasi beberapa kondisi, Sebagian akdsgsi atau kegoncangan
ekonomi makro, sebagian karena kurang memadainyktst pengaturan dan
pengawasan serta sebagian lagi terimbastégion)kebangkrutan bank lain.

2. Asuransi Umum ditujukan untuk melindungi risiko la&i act of Godatau
akibat tindakan pihak lain yang tidak dapat dikohtleh pihak tertanggung.
ltulah sebabnya dalam asuransi jiwa, kematian akibauh diri tidak dijamin.
Sedangkan kebangkrutan bank seringkali disebablkabugtan diri sendiri,
misalnya akibat kesalahan manajemen bank.

3. Tujuan utama asuransi simpanan tidak saja menjamipanan dan nasabah
penyimpan, akan tetapi juga menjamin kelangsungahai individual bank
dengan memberikan bantuan keuangan kepada baskuerdaminan terhadap
bank ini dapat terjadi karena dalam asuransi sigpaerdapat tiga pihak yaitu
bank, penjamin dan nasbah penyimpan. Dalam asuwamsm para pihaknya
adalah penanggung dan tertanggung.

4. Agar berjalan efektif, asuransi simpanan umumnyakling oleh pemerintah,
khususnya dalam periode krisis perbankan. Dukummganerintah ini sangat
jarang diberikan untuk asuransi umum.

Istilah asuransi simpanan tersebut adalah terjamabari deposit
insuranceyang di Amerika Serika dilaksanakan oleaderal Deposit Insurance

Corporation (FDIC). Oleh Undang-undang No0.13 Tahun 1968 tent&agk

14 Negara-negara yang menggunakan istiiposit insuranceselain Amerika Serikat
antara lain adalah Jepang, Korea, Taiwan, Filipifiatnam, Kanada, India, Nigeria, dan Turki.
Sedangkan Inggris, misalnya, menggunakan istitgfosit protection

Lihat: Zulkarnain Sitompul (app.cit.,him. 279.

13 |bid.
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Sentral, deposit insurancediterjemahkan menjadi asuransi depdsfo Oleh
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), asuransi depd#inal dengan nama
penjaminan simpanan dan seterusnya dalam tulisandigunakan istilah
penjaminan simpanan.

Peran penting penjamin simpanan seperti penjamirs@mpanan
didasarkan pada beberapa pertimbarigan:

a. Dalam pertumbuhan perekonomian suatu negarang@eisektor finansial yang
stabil sangat penting dan inti kestabilan sektwarisial adalah stabilitas sistem
perbankan domestik. Peranan penting sektor perbahkaapat dilihat dalam
aspek sistem pembayaran yang memungkinkan teraditransaksi
perdagangan. Di samping itu, bank melakukan pengiman dana secara
lebih efisien dan untuk seterusnya disalurkan kapadsyarakat. Sebaliknya,
dana masyarakat yang disimpan di bank sangat me@nteksistensi dan
keuntungan suatu bank.

b. Untuk mencegah terjadinya erosi kepercayaan anakgt terhadap bank yang
dapat mengakibatkan terjadinyash yang sudah tentu dapat membahayakan
bank secara individual dan sistem perbankan s&eaeduruhan.

c. Dalam era globalisasi dengan kemajuan teknahdgimasi dan komputer telah
mengakibatkan terjadinyglobal marketpada sektor keuangan. Dalaiobal
marketdana bebas bergerak dari satu negara ke negaraKkaeu pemilik
dana kurangpercaya pada sistem perbankan nasional, maka iat dap
menanamkan dananyaldar negeri ¢apital flight) yang dapat mengakibatkan

hilangnya atau berkurangniakuatan yang produktif dari suatu negara.

2.2.1 Penjaminan Simpanan Di Beberapa Negara
Sebelum Lembaga Penjamin Simpanan diterapkan dbnksia, pada

awal pembahasan Rancangan Undang-undang LPS dipe&jtang penerapan

1% Disebutkan dalam penjelasan Pasal 30 Undang-Undari Tahun 1968 tentang Bank
Sentral sebagai bagian dari rangkaian pembinaamapkan yang bertujuan pembinaan
kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Inddiag@dindang-undang tentang Bank Sentral
UU No. 13 Tahun 1968 .LN. No. 63 Tahun 1968. TLR82, Pasal 30.

117

Zulkarnain Sitompul (a)pp.cit, him. 80.
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LPS di negara lain. Setiap negara mempunyai pemgaadan skema tersendiri.
Sistem ini diterapkan dengan skema yang bervamsia setiap negara,
diantaranya menyangkut sumber pembiayaan, penetagmami, yang menjadi
pengelola dan wajib tidaknya bank mengikutinya.

Sistem penjaminan simpanan yang diterapkan Am&eki&at merupakan
sistem tertua di dunia dan telah menjadi model luntegara-negara lain. Sistem
ini telah terbukti berhasil menggembalikan kepeaeasy masyarakat pada sistem
perbankan. Pada generasi selanjutnya, sistem lath tefektif mencegah bank
bermasalah menjadiiank pani¢'® Pada 1980-an, ketika ratusan bank thaifts
bangkrut, penjaminan simpanan telah bertindak sebggngkar untuk
meningkatkan kepercayaan publik pada sistem pespenhk

Besarnya pengaruh keberadaan sistem perlindungsabah penyimpan
(deposit protectionsystem) terhadap kelangsungan hidup industri p&eran
disadari oleh banyak negara. Pada 30 tahun pesajak penjaminan simpanan
pemerintah federal dibentuk di Amerika Serikat, yaaenam negara mengikuti
Amerika Serikat dan mengadopsi penjaminan simpafkan tetapi, pada akhir
tahun 1960-an mulai terjadi perubahan, dengan kieoagan terus meningkat di
tahun 1990-an, ketika jumlah negara yang mengadpgsjaminan simpanan
meningkat menjadi 70 negal®d. Penjaminan simpanan pemerintah telah
menyebar di seluruh dunia karena meningkatnya képedterhadap kesehatan
sistem perbankan, khususnya setelah meningkatnydahu krisis perbankan

dalam beberapa tahun terakhir ini.

18 Bank panicatau disebut juga dengdank runterjadi karena utang bank atau simpanan
masyarakat yang ada pada bank bersifat sederagndl atau paling tidak berjangka waktu sangat
pendek. Hal ini memungkinkan Nasabah Penyimpan riemangnya kapan saja dikehendaki
apabila mereka beranggapan bahwa bank tidak mekabekeuntungan yang cukup. Di samping
itu, apabila tingkat keuntungan ternyata tidak qukmaka Nasabah Penyimpan pertama yang
menarik uangnya dari bank akan mendapatkan nilag y@bih besar dibandingkan nasabah yang
datang kemudian.

Lihat: ibid., him. 7.

119 pid.

120 Frederic S.MiskhinEkonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuandzah, 8, (Jakarta:
Salemba Empat, 2008), him. 375.
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Pada tahun 1995, jumlah negara yang menerapkémsigenjaminan
simpanan sebanyak 47 negara. Jumlah ini meningkafati 67 negara pada
tahun 2000 atau meningkat pada sebesar 43%. Dare@ara yang menerapkan
sistem penjaminan simpanan, pada tahun 2000, 62araegliantaranya
menggunakan sistem keanggotaan wajib. Jumlah rtarinéah sebesar 36 negara
dari yang sebelumnya 26 negara pada tahun £395.

Penerapan lembaga penjamin simpanan yang Hzekt (practicg di
negara-negara lain pada umumnya adalah badan hpkbifik yang terafiliasi
dengan pemerintah, namun dengan pengelolaan yatgpdnden. Hal ini
menyangkut kepentingan pengakomodasian dan kewanamblik yang
dimilikinya serta berkaitan dengan akses pendaa&al yang biasanya berasal
dari pemerintah atau Bank Sentral. Secara umumgimgat badan hukum publik
tersebut memiliki sendiri aturan undang-undang aérklengan program dan
kelembagaannya, maka independensi pengelolaanipat dgaga dengan baik
sehingga tugas dan fungsi lembaga tersebut bigadedengan efektif.

Lembaga penjamin simpanan di semua negara merbjgs dan fungsi
dasar yang sama, yaitu menjamin simpanan nasabak dengan besaran
simpanan yang dijamin secara terbatas. Meskipunkigemagar tugas dan fungsi
dasar tersebut dapat berjalan baik, diperlukankaag wewenang lain yang
menjadikannya efektif dan efisien. Lembaga penjasimpanan dilaksanakan
oleh suatu badan hukum publik yang independen, yatz awal pendiriannya
didukung pembiayaannya oleh pemerintah dan Bankr&emamun kemudian
lembaga tersebut membiayai operasinya sendiri melpémungutan premi
penjaminan dan kontribusi dari bank peserta.

2.2.1.1 Perlindungan Nasabah Penyimpan Dana Madelika Serikat

Amerika Serikat menggunakan sistem perlindungarmgdang melalui
skim asuransi simpanan yang diselenggarakan Bésleral Deposit Insurance
Corporation (FDIC), yang merupakan lembaga yang akan mendgamtiana

yang disimpan oleh nasabah pada bank yang dilikuid®engan memberikan

121 7ulkarnain Sitompul (a)p.cit.,him.147.
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jaminan kepada nasabah penyimpan melalui FDIC, rdagat dicegah timbulnya
bank pani¢ sehingga dapat menghentikan efek domino yang sada itu
melanda perbankan Amerika Serikat. FDIC didirikengan tujuari?®
1. Menghentikan kontraksi lebih dalam pada sistemau@can
2. Mengaktifkan kembali pemberian kredit oleh perbanka
3. Melindungi bank-bank kecil

FDIC didirikan dengarBanking Act of1933 sebagai jawaban terhadap
meluasnya kegagalan bank selama tiga tahun di Am&erikat. Pada waktu itu,
masyarakat Amerika Serikat yang khawatir akan simapaya di bank menarik
dananya untuk disimpan dalam bentuk uang tumaarding. Pada periode 1930
sampai 1932 sekitar 5.100 bank mengalami kejatuBamyaknya bank yang
bangkrut ini mengakibatkan kerugian pada penyimgana, pemegang saham,
dan dunia usaha. Peristiwa ini diseli#ink panic Peran penting yang telah
dimainkan oleh FDIC adalah kemampuannya dalam kemengatasbanking
panic, yakni pencegahan “penyerbuan bankartk rur) dengan memberikan
keyakinan dan jaminan kepada penyimpan dana baimnanannya pasti akan
kembali**®

Peran FDIC kemudian berkembang bukan saja selaghaga penjamin
simpanan, tetapi juga merupakan lembaga yang m&ndah memeriksa bank
yang berada dibawah juridiksinya. FDIC dipimpintouatu Dewan yang terdiri
dari tiga orang yang salah satu diantaranya bedesathe Comptroller of the
Currency Sebagian besar bank di Amerika Serikat, yaituitaekl3.300
merupakan anggota FDI&?

Program penjaminan simpanan dijalankan oleh dwarbdederal yaitu
FDIC dan The National Credit Union Administration(NCUA). FDIC
mengadministrasikan dua danfundg terpisah, yaitu theéBank Insured Fund
(BIF), yang menjamin simpanan pada bank umuwummercial bank dan
sebagiansaving bank danthe Saving Account Insurance Fu8AIF), yang

1221hid., him. 148.
123 |pid., him. 1409.

2% 1bid.
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melindungi simpanan padsaving and loan associatiodan lembagathrift
lainnya. Rekening padaedit uniondijamin olehNCAU’s National Credit Union
Share Insurance FUun(NCUSIF). Karena dana nasabah penyimpan dijamih ole
FDIC maka FDIC sendiri didukung sepenuhnya oleh grettah Amerika
Serikat'®
FDIC dapat melakukan pengawasan terhadap bank abalam dan
memiliki kewenangan menyatakan bahwa suatu bankdbedalam keadaan
default Kewenangan FDIC dalam melakukan penyelamatan Dafdm rangka
melindungi kepentingan nasabah pada prinsipnya agaitu2°
1. Mengizinkan bank untuk menghentikan kegiatan usginadan membayar
seluruh simpanan yang dijaminkan FDIC.
Menyediakan bantuan langsung pada bank untuk mahdegatuhannya.

3. Membantu bank atau lembaga lain untuk mengambilaitk yang insolven
atau menghentikan kegiatan usahanya.

Dalam hal terjadi pembayaran terhadap seluruh asn@ap yang
dijaminkan, bank ditutup oleh lembaga yang berwgnaemberikan izin. Pada
tanggal 21 Juli 2010, Presiden Barack Obama metamganiDodd-Frank Wall
StreetReformasi dan Undang-Undang Perlindungan Konsumemadi undang-
undang, yang meningkatkan maksimum jumlah deposiijgminan saat ini
standar (SMDIA) menjadi US $250.008. Penyimpanan dana memperoleh
prioritas untuk dibayar sampai jumlah US $250.0@0 pasabah per baik
dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, biasanyandalaktu beberapa hari

125 pid., him. 150.
126 |pid., him. 151.

127 Federal Deposit Insurance Corporation, “Changes FDIC Deposit Insurance
Coverage”, http://www.fdic.gov/deposit/deposits/changes.htmliunduh pada tanggal 13 Juni
2012.

128 Federal Deposit Insurance Corporation, “Depositsutance Summary”,

http://www.fdic.gov/deposit/deposits/dis/index.htmiunduh pada tanggal 25 Mei 2012.
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setelah bank ditutulf® Disini termasuk ke dalam pengertian pembayaran
langsung fpay of) adalah dengan melakukan pemindahan simpanan yang
dijaminkan dari bank yang jatuh kepada bank yahgtse

Bantuan yang diberikan dapat berbentuk pinjamaposito, pembelian
aset, pembelian surat berharga dari bank yang mémsyaratassume liabilities
atau kontribusi Bantuan yang diberikan merupakan kewenangan tun@gée
direction) FDIC dan bantuan tersebut disediakan dengan @etsyn yang
ditetapkan oleh FDIC. Disamping itu, menurut petatuperundang-undangan
Amerika Serikat, FDIC harus mengadalanst testyang menunjukan bahvweast
of assistanceharus lebih murah daripadaost of liquidating(paying ofj atau
harus dapat membuktikan bahwa kelanjutan usahai etk adalah sangat
penting untuk dapat memberikan pelayanan jasa bamlg cukup kepada
masyarakat>°

Bank atau lembaga yang mengambilalih bank insolu dihentikan
kegiatan usahanya dapat dilakukan dengan cara matge mengakusisi bank
yang bermasalah adalah bank yang sehat. FDIC jagss hmelakukarcost test
untuk membuktikan bahwa tindakan FDIC ini lebih atudibandingkan dengan
tindakan paying off Penggunaan kewenangan ini pun merupakan kewemanga
tunggal FDIC berdasarkan syarat-syarat yang ditetapya. Dalam hal terjadi
penutupan bank, FDIC membayar seluruh dana nasgesalyimpan yang
dijaminkan. Nasabah penyimpan yang dijamin mendapatitas untuk segera
menerima pengembalian simpanannya dalam waktu &edehari, dan bank
diletakkan di bawah pengampuan FOE.

Jenis simpanan yang dijaminkan di FDIC mencakumuse rekening

deposito di bank-bank peserta penjaminan dawning associations NOW

129 Semula batas penjaminan yang ditetapkan sebes& 21500 (1934), kemudian
meningkat menjadi USD 5.000 (pada tahun yang saf4), USD 10.000 (1950), USD 15.000
(1966), USD 20.000 (1969), USD 40.000 (1974), damikdian pada tahun 1980 ditetapkan
sebesar USD 100.000.

Lihat L. Budi Kagramanto, “Eksistensi Lembaga Pemja Simpanan Dalam Sistem
Perbankan NasionalMimbar Hukumyolume 19 Nomor 3, Oktober 2007, him. 372.

130 Zulkarnain Sitompul (b)pp.cit.,hlm 151.

131 pid., him. 152.
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(Negotiable Order of Withdrawal) accouymekening tabungan, rekening deposito
pasar uang, danertificates of deposi(CDs). FDIC tidak menjamin simpanan
dalam bentuk saham, obligasi, reksa dana, poliasujiwa, tunjangan hari tua,
atau surat berharga milik pemerintah kota, bahkieen gemua produk tersebut

dibeli dari sebuah bank peserta penjamitian.

2.2.1.2 Perlindungan Nasabah Penyimpan Dana Mddegland

Berbeda dengan Amerika Serikat yang menerapkaensiperlindungan
nasabah penyimpan dengan sistem perlindungan laggsuoelalui sistem
penjaminan simpanan yang dilakukan oleh FDIC, HEmail memberikan bantuan
kepada bank bermasalah melalui dana yang dikumpulled perbankarp6oling
fund)™*® dalam melakukan penyelamatan sistem perbankafaga akhir tahun
1983, untuk memberikan bantuan likuiditas bank lzsatah dan perusahaan
sekuritas, pemerintah dan anggdtsai Bankers AssociatioffBA) mendirikan
suatu fiquidity fund” sebesar 5 Miliar Baht. Dana tersebut digunakamkunt
membantu lembaga keuangan yang bermasalah daoldl&adbersama-sama oleh
perwakilan TBA, Kementerian Keuangan dBank of Thailand(BOT). Pada
April 1984 ketika kehilangan kepercayaan masyarat@hadap lembaga
keuangan makin serius, Kementerian Keuangan merusaksistem lifeboat”
sebagai tambahan bantulguidity fund Berdasarkan sistem ini, setiap lembaga
keuangan bermasalah dapat menjadi anggota.

Selanjutnya pada tahun 1985 dibentlihe Financial Instituions
Development FundFIDF), yang dibentuk di dalarBank of Thailandsebagai

badan hukum yang terpisakeparate legal enti)y dengan tujuan menyehatkan

%2 |bid.

133 Skim dana bersan{®ooling Fund Common Fung&onsep ini didasarkan pada adanya
dana siagdstanding funil yang diusahakan jumlah dana minimumnya adalbbsse presentase
tertentu dari keseluruhan dana pihak ketiga perran®ana ini berasal dari bank-bank peserta
berupa kontribusi khusus atau tidak tetap. Konsiibuwajib merupakan iuran wajib yang
dibayarkan bank peserta secara periodil yang jumy@ahmerupakan presentase tertentu dari
jumlah dana pihak ketiga bank.

Lihat: Zulkarnain Sitompul (bpp.cit, him. 154.

134 |pid., him 155.
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lembaga keuangan yang bermasalah dan memperkbditatasistem keuangan
FDIF memiliki dewan direksi sendiri yang terpisadriddireksiBank of Thailand
tetapi operasionalnya dijalankan oleh persBaihk of Thailand**

FDIF memiliki kewenangan melakukan investasi psulat-surat berharga
jangka pendek, menempatkan simpanaepsij pada lembaga keuangan,
memberikan pinjaman kepada lembaga keuangan deaggaran, membeli aset
dan memiliki saham lembaga keuangan serta membefdamtuan keuangan
kepada nasabah penyimpan dari suatu lembaga keugaggcollapse Sumber
dana FDIF berasal dari kontribusi wajib lembagaakean dan partisipasi dari
Bank of Thailand Setiap lembaga keuangan diwajibkan memberikaaniur
sebesar yang ditetapkan olEbnd Management Committekengan persetujuan
kabinet paling tinggi sebesar 0,5% dari jumlah singn, utang dan dana yang
diterima lembaga tersebut selama setdfitin.

Bantuan yang dilakukan oleh FDIF terhadap banknbsalah melalui
bantuan keuangan dan non-keuangan, antara laintudmnmanajeman,
pengawasan dan pemeriksaan, memberikan nasehatngenvperasional,
mengganti dewan direksi, pencabutan izin dan lisiid Bantuan keuangan
dilakukan melalui:*’

1. Bail outdengan cara suntikan modal.
2. Puchase and assumptionmelalui pengambilalihan kredit macet dari
lembaga keuangan bermasalah untuk dilikuidasi demimerikan dana

untuk menutupi kewajiban kepada nasabah penyimpan.

3. Pay-off dengan memberikan bantuan keuangan kepada nasabah

penyimpan dari suatu bank yang dilikuidasi.

FDIF sebelum terjadinya krisis hanya memberikagup#ertentu pada
simpanan nasabah, namun sejak terjadinya krisisibdga tersebut juga
menyediakarblanket guaranteeFDIF dimiliki oleh Bank Sentral dan sumber
dananya didapat dari obligasi yang dijamin oleh &&mah. FDIF dikelola oleh

135 | pid.
138 pid., him. 155-156.

¥ Ibid.
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suatu komisi manajemen yang berfokus dengan susuéetaia; Gubernur Bank
of Thailand, Wakil Ketua merangkap Sekertaris Tetdfenteri Keuangan

Thailand, 5-9 anggota ditunjuk oleh Menteri Keummgdan tenaga administratif
yang terdiri dari 70 orang yang ditunjuk olBank of Thailand>®

Berbeda dengan negara lain, Thailand menerapkagrgn penjaminan
Financial Institutions Development Fun@IDF) pada 1985 tanpa batas nilai
penjaminan. Perlu diketahui, yang menonjol daribfgm utama perbankan
Thailand adalah tingginya NPL, mencapai 50% darialtokredit. Tidak
mengherankan jika anggaran sebesar 43 miliar ddafsetara 32% dari GDP)
disiapkan pemerintah Thailand untuk merestruktsris20 (dua puluh) bank
bermasalah. Namun sejak Agustus 2011, batas mfgaminan turun menjadi 50
juta baht per nasabah per bark.

Untuk mempercepat restrukturisasi perbankan, dikerhe Financial
Restructuring Advisory CommitteFRAC) pada oktober 1997. Bersamaan
dengan itu, guna merestrukturisasi NPL dabad debt dibentuk Asset
Management CorporationfAMC). Sementara untuk memperkuat permodalan
bank, pemerintatThailand telah membentuk FIDF yang berfungsi mermban
mengatasi problempermodalan dan likuiditas bank. Kepemilikan saham
pemerintah bank-bank yamejah direkap berangsur-angsur harus dikurangikuntu
memperkuat struktysenerimaan negara melalui program divestasi bestdfia

Pada tanggal 11 Agustus 2008, di ma@meposit Protection Agency Law
mulai berlaku, peran FDIF untuk menjamin dana nalsaierakhir.The Deposit
Protection Agencymenjadi organisasi baru untuk bertanggung jawads at
penjaminan simpanan. Misi utama FDIF yang saat nm@mfokuskan pada
pengelolaan aset dan kewajiban untuk likuidasi dgengutupnya operasi suatu
bank. Namun, dalam jangka 4 tahun apabila tidak @etaturan lain tentang

bantuang keuangan kepada lembaga suatu lembagagkeanaka FDIF harus

%8 |bid.

139 Bank of Thailand, “History”,
http://www.bot.or.th/English/FinanciallnstitutionsBelopmentFund/About_FIDF/Pages/History.a
spx diunduh pada tanggal 25 Mei 2012.

140 Zulkarnain Sitompul (b)op.cit.,him 157
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bertindak berdasarkan Pasalth® Bank of Thailand A¢No. 4) B.E.2551 untuk
membantu finansial lembaga keuangan yang bangBamtuan keuangan ini

harus disetujui oleh Pemerintah Thaildfit.

2.2.1.3 Perlindungan Nasabah Penyimpan Dana Médkgysia

Perlindungan nasabah penyimpan dana di Malaysiakukian oleh
Perbadanan Insurans Deposit MalayggIDM) atau dalam dunia internasional
dikenal sebagdvialaysia Deposit Insurance CorporatigWDIC), yang didirikan
pada tahun 2005 di bawah AKPerbadanan Insurans Deposit MalaygiaIDM
Act atau Undang-undang PIDM). PIDM adalah sebuah badaom independen
yang mempunyai wewenang di bawah Undang-undang PN2ivg diprakarsai
oleh Bank Negara Malaysia untuk mengelola dan metegepenjaminan
simpanan di Malaysi&? Bank mencakup dari semua bank umum dan Islam, yang
juga termasuk bank asing yang berbadan hukum Malagsmua bank komersial
berlisensi di bawah Undang-undang Perbankan darnbagen Keuangan Tahun
1989 dan semua bank syariah berlisensi di bawahatipdndang Perbankan
Syariah Tahun 1983, termasuk bank asing yang bexsipdi Malaysia, adalah
lembaga perbankan yang dimaksud oleh P5#.

Menurut Bank Negara Malaysia (BNM), saat ini tgaasebanyak 55
Lembaga keuangan di Malaysia, yang terdiri darib2Bk komersial, 15 bank
investasi dan 17 bank Islam. Ke-23 bank umum tenmkn8sbank domestik dan 14
bank asing yang berbadan hukdith.

Sistem penjaminan simpanan diperkenalkan oleh Ret@le Malaysia
untuk melindungi nasabah bank umum terhadap hilg@gsimpanan yang

141 Bank of Thailandop.cit..

142 perbadanan Insurans Deposit Malaysia, “Mandateh:/fwww.pidm.gov.my/About-
PIDM/Mandate.aspxdiunduh pada tanggal 14 Mei 2012.

143 Devinaga Rasiah dan Peong Kwee Kim. “The RatiorafleDeposit Insurance in
Malaysia and How Regulatory Conditions and Refor@sn Also Help Support A Stable
Environment”,EuropeanJournal of Economics, Finance and AdministrativeeScesISSN 1450-
2275 Issue 33 (2011): 188.

1 Ibid.
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dijaminkan mereka di lembaga perbankan komersiabitgp terjadi kegagalan
terhadap bank peserta penjaminan. Pemerintah Malagenggunakan sistem
perlindungan total untuk nasabah bank guna menggk jaring pengaman
keuangan Malaysia. Dengan melakukan hal ini nasabbb kapan, berapa
banyak dan seberapa simpanan mereka diasurangibilaalembaga perbankan
gagal atau tidak mampu melakukan pembayaran kegeldaggannya?®

Semua bank komersil yang mempunyai izin berdasafka Banking and
Financial Institutions Act1989 (BAFIA) dan semua bank syariah yang
berdasarkarnThe Islamic Banking Aci983 (IBA), termasuk bank asing yang
beroperasi di Malaysia, adalah anggota lembaga PIBkhanggotaan dalam
PIDM adalah wajib sebagaimana diatur di bawsltta Perbadanan Insurans
Deposit Malaysia Setiap bank peserta penjaminan diwajibkan dengéas
memasang tanda keanggotaan di semua pintu masakgraja*®

Simpanan yang dilindungi oleh PIDM bernilai tot&IM250,000 per
nasabah per bank komersial. Jumlah RM250,000 imasuk batas jumlah pokok
simpanan bank dan bunga. Simpanan yang memenutat ayatuk dijaminkan
dalam PIDM vyaitu rekening giro dan tabungan, ddpdserjangkgoint accounts,
trust account,dan simpanan uang asing. Sedangkan simpanan ydag i
diberikan perlindungan oleh PIDM yaitt:

1. Semua simpanan yang belum dicairkan di Malaysia;

Semua simpanan pasar uang;
Semua simpanan surat berharga dan deposito simfznaya;

Semua perjanjian pembelian kembali, dan

a b 0N

Semua kewajiban lainnya atau instrumen keuangag gapat ditentukan
oleh PIDM.

PIDM menyoroti bahwa persyaratan ini sejalan dang§dDM untuk
menyediakan informasi yang tepat, relevan dan cqpeda perlindungan

penjaminan simpanan dan ruang lingkup cakupan.

145 | pid.

148 | pid.

7 1bid., him. 189.
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Manfaat yang diberikan PIDM kepada nasabah pergimantara lain
PIDM melindungi simpanan nasabah bank dan segena mlengganti simpanan
tersebut apabila bank tempat nasabah menyimpan asanpya tersebut
mengalami kegagalan. Perlindungan yang diberikagh dPIDM ini secara
otomatis akan diberikan dan tidak ada persyaratag giperlukan oleh nasababh.
Para nasabah penyimpan dananya disuatu bank yamgatami kegagalan tidak
akan dipungut biaya apapun untuk mendapatkan gerigan ini**®

Bagi sistem keuangan Malaysia, dengan adanya Ritala diharapkan
dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat tertsistap keuangan Malaysia
dengan melindungi nasabah penyimpan terhadap hyandana mereka dalam
bentuk simpanan di bank. PIDM juga dapat memperkdsat melengkapi
kerangka peraturan dan pengawasan yang ada derggabemkan insentif bagi
manajemen risiko di dalam sistem keuangan. PIDM miemalkan biaya untuk
sistem keuangan dengan mencari solusi biaya telmurduk menyelesaikan
kegagalan bank peserta penjaminan. PIDM juga mekaverkontribusi bagi
stabilitas sistem keuangan dengan mengatasi kegabgahk peserta penjaminan
dengan cepat dan penggantian kepada para nasatiabeuapat mungkiti’

PIDM akan mengelola dan menginvestasikan danaasebigaksana untuk
menghasilkan pengembalian yang memadai untuk PIRkibg memastikan
bahwa dana yang tersedia cukup untuk menutupi biagarasional dan
melakukan pembayaran kepada nasabah dalam hal dtegappank pesrta
penjaminan. Dalam hal pengelolaan dana penjamingasan bank syariah akan
dikelola sesuai dengan pedoman yang tepat sesngaderinsip syariah. PIDM
saat ini hanya melakukan investasi dananya patiaimen yang aman dan lancar
seperti surat-surat berharga dengan nominal matg Rénggit yang diterbitkan
atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Negara Maa@®BNM)*°
PIDM saat ini diatur oleh tujuh orang anggota Rsigdengan perwakilan

yang seimbang dari sektor publik dan swasta. Danidrertanggung jawab untuk

8 1bid.
149 pid., him. 190

0 pid.
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pelaksanaan bisnis dan urusan PIDM. Seorang Ketneeksekutif mengepalai
Dewan sementara perwakilan lainnya termasuk duayaagx-officiq yakni
Gubernur Bank Negara Malaysia dan Sekretaris JahBepartemen Keuangan,
salah satu direktur dari sektor publik dan tigeekisi dari sektor swasta dengan
yang memiliki keterkaitan dengan perbankan dan @engan sektor keuangan.

Ketua dan semuex-officionon-anggota ditunjuk oleh Menteri Keuandah.

2.2.1.5 Perlindungan Nasabah Penyimpan Dana Medeian

Penjaminan simpanan bagi bank swasta di Jermamikiidn oleh
German Bank Associatiaimtuk mengffsetkeuntungan kompetitif yang dimiliki
oleh saving bankyang dimiliki oleh pemerintah. Kelompokaving bankini
memiliki beberapa skim penjaminan simpanan regiatal skim kompensasi
nasional.Saving bankdalam perjalanannya diharuskan untuk mendirikam sk
penjaminan simpanan guna nmgeffset ketidakuntungan kompetitif bank
swasta:>?

Keanggotaan penjaminan simpanan bersifat sukdetéoi wajib bagi
seluruh anggot&erman Bank AssociatipiRecuali mereka telah ikut dengan skim
penjaminan lainnyaBank Associatiormemiliki peran konsultatif dalam proses
perizinan dan memiliki kewenangan dalam memberikeomendasi diberi atau
tidaknya izin bagi suatu bank. Bank yang belum m@@npnggota penjaminan
harus memberitahukan bahwa bank tersebut bukaro@nggnjaminan simpanan
padaGeneral Term and Conditigiegitu juga pada daftar harga yang dipajang di
dinding bank dan formulir aplikasi pembukaan rekgnt>?

Seluruh simpanan bukan bank dijamin maksimal 30%G &ewajiban
modal dari institusi bermasalah. Dengan modal mahitverdasarkan Undang-

undang Perbankan adalah 5 juta maka maksimal yigargid adalah sebesar 1,5

151 perbadanan  Insurans  Deposit Malaysia, “Board  of reddirs”,

http://www.pidm.gov.my/About-PIDM/Board-of-Directeraspx diunduh pada tanggal 12 Mei
2012.

2 Zulkarnain Sitompul (b)op.cit.,him. 157.

153 |pid., him.157-158.
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juta Euro atau sekitar 50 kali pendapatan perkapaieanan. Dengan besarnya
equity bank komersial yaitu 295,5 juta Euro batas cakyparaminan adalah 90
juta Euro. Dengan limit yang tinggi tersebut, makakupan hampir mampu
mengoverkeseluruhan peserta jaminan yang diberikan kepadabah domestik
dan asing dan dalam bentuk mata uang asalnya. Na®jak Januari 2011,
cakupan tersebut menjadi EUR 100.00. Hal ini berdasArt. 7 (1a) Directive
94/19/ECyang diharapkan bahwa semua negara-negara angyot&ropa dapat
meningkatkan batas nilai penjaminan menjadi EUR.A@D per 31 Desember
2010. Skim juga memmgverkantor cabang domestik dan internasional. Senentar
yang tidak dtover adalah rekening antara bank, pembayaran obligasi da
rekening orang dalaminSider). Namun demikian, meskipun cakupan jaminan
sangat luas, secara ketentuan tidak terdapat jandizia pemerintah bagi nasabah
penyimpan maupun bank dalam hal terjadi krits.

Cakupan penjaminan pada skim Jerman merupakan teatigggi di
dunia, baik dalam halbsolutmaupun jika dibandingkan dengan secara perkapita.
Rata-rata batasan cakupan penjaminan adalah tigpdeakapita GDP seluruh
skim eksplisit. Bundesbankatau bank sentral Jerman, dilarang oleh undang-
undang berfungsi sebadgander of last resorbagi lembaga penjamin simpanan.
Namun, telah disepakati bila penjaminan simpanank bswasta mengalami
kekuranag dana untuk membayar kewajiban kepadaebaagaenyimpan, maka
bank sentral dapat memberikan banttran.

Lembaga penjaminan nasabah Jerman ini dikelold @&l@misi yang
merupakan perwakilan dari 10 bank, bertanggung hakepada Dewan Umum
Asosiasi. Seluruh kelompok bank komersil terwakidalam komisi tersebut.
Idealnya 4 perwakilan dari bank besar, 3 wakil bamkasta, dan 3 dari bank
regional koperasi asing dan bank lain. Lembagaersifat fleksibel dalam hal

memberikan bantuan kepada bank bermasalah. Lenniggga dapat membayar

154 pid., him 157.

158 pid., him. 158.
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langsung kepada nasabah atau membayar melalui ihardendiri, serta dapat

menerbitkan jaminan atau mengambilalih kewajibamki@ermasalah>®

2.2.2 Penjaminan Simpanan Di Indonesia

Di Indonesia penjaminan simpanan dilakukan olemla&ga Penjamin
Simpanan (LPS) yang dibentuk sebagai badan hukutalunéJndang-undang
No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin SimpabDamgan adanya
pembentukan LPS tersebut mengisyaratkan bahwa ésdon menganut
penjaminan secara eksplisit karena LPS dibentukh gbemerintah untuk
melaksanakan program penjaminan simpanan baik Bgala@bank gagal ataupun
tidak ada bank gagal. Namun sebelum dibentuknya bR$ pemerintah,
Indonesia menerapkan sistem perlindungan nasab@yingean berupalanket

guarantee.

Pengalaman Indonesia dendaanket guaranteglimulai pada saat mata

uang rupiah terdeprisiasi dari sekitar Rp 2.406r-SD pada pertengahan 1997

menjadi sekitar Rp 14.000,- per USD dan terjadinygh pada perbankan serta

ancaman hiperinflasi dan kehancuran sistem peripandatuk mengatasinya,
pemerintah menetapkan strategi pemulihan pada a&hurari 1998. Terdapat tiga
elemen pemulihan yang diambil, yaffif:

1. Pemberlakuarblanket guaranteebagi seluruh nasabah dan kreditur bank
nasional yang berlaku minimum dua tahun dengan wudbksintuk
memulihkan kepercayaan masyarakat pada bank dareniésan waktu pada
pemerintah untuk mengatasi situasi perbankan.

2. Mendirikan BPPN untuk jangka waktu terbatas dengakupan tanggung
jawab untuk mengatasi krisis perbankan.

3. Menyiapkan restrukturisasi perusahaan.

Berdasarkan skimblanket guaranteeditetapkan bahwa pemerintah
memberikan jaminan secara penuh kepada seluruHipampanan dan kreditur

158 pid., him. 1509.

57 pid., him. 111.
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pada bank yang didirikan berdasarkan hukum Indandsiminan tersebut berupa
pembayaran terhadap seluruh kewajiban bank badrdalipiah maupun valuta
asing, meskipun untuk tagihan dalam valuta asibgydirkan dalam mata uang
rupiah.**®

Pemberlakuanblanket guaranteedi Indonesia berawal pada masa
pembangunan dimana saat itu sistem perbankan Is@donmesih bersifat tertutup
dengan struktur perbankan yang dikuasai oleh benkepintah. Pada tahun 1988
dilakukan liberalisasi perbankan dengan mempermpédaldirian dan pembukaan
kantor cabang. Namun liberalisasi tersebut tidakuth dengan antara lain
dengan pengaturan mengenai mekanisri yang lengkap seperti pendirian
lembaga penjamin simpanan, meskipun hal ini sudamahatkan oleh pembuat
undang-undan&’’

Ketiadaan lembaga penjamin simpanan dimaksudkank umelindungi
nasabah penyimpan ini berusaha diisi dengan bearkateEntuan yang disajikan
secara kronologis berikut if’

1. Undang-undang No.13 Tahun 1968 tentang Bank Seihfxal 968 N0.63,
TLN. 2865) dikeluarkan 7 Desember 1968 yang dalanmjgtasan Pasal 30
menyebutkan bahwa dalam rangka pembinaan perbankaka jika
keadaannya telah memungkinkan untuk lebih menjarang pihak ketiga
yang dipercayakan kepada bank-bank, dapat diadakatu asuransi
deposito dengan tujuan pembinaan kepercayaan naksyaterhadap
perbankan.

2. Insturksi Presiden Republik Indonesia No. 28 Tahl868 tentang
Deposito Berjangka untuk Pembangunan yang dikeduapada tanggal
19 September 1968 yang memperkenalkan Depositcaig@ Untuk

158 | pid.

19 Dalam rangka pembinaan perbankan, maka jika keagagelah memungkinkan, untuk
lebih menjamin uang pihak ketiga yang dipercayakepada bank-bank, dapat diadakan suatu
asuransi deposito dengan tujuan pembinaan kepencayasyarakat terhadap perbankan.

Lihat: Indonesia (a)pp.cit.,penjelasan Pasal 30.

10 Zulkarnain (b), him. 113
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Pembangunan yang suku bunganya ditetapkan olehripésthe(Deposito
Inpres).

. Pengumuman Direksi Bank Negara Unit | (Sekarang<Badonesia) No.
Peng. 43/DIR/68 tanggal 23 September 1968 tentaempEito Berjangka
Bank-bank Pemerintah yang salah satu ketentuanswyg penting adalah
Bank Sentral menjamin sepenuhnya pembayaran kemibgiosito

tersebut (Deposito Inpres) pada tanggal pelunasanny

. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No0.48/8-KHR, tanggal 15

Juli 1971 tentang Penyelenggaraan TABANAS (Taburi@ambangunan
Nasional) dan TASKA (Tabungan Asuransi Berjangkang diwajibkan

bagi bank-bank dengan suku bunga ditetapkan olek Balonesia.

. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 4/32-KHR tanggal 22
Maret 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketek&peiapan dalam
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 4/8-KHR.tanggal 15 Juli
1971 yang salah satu isinya yang terpenting adalafjala bentuk
TABANAS dan TASKA dijamin pembayarannya oleh Bankidnesia.

. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 22/6B/R& tanggal 1

Desember 1989 tentang Penyelenggaraan Tabunganmyangabut SK
Direksi B No. 4/8-KEP.DIR tanggal 15 Juli 1971 d&K Direksi No.

4/32-KEP.DIR tanggal 22 Maret 1972.

. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.16/7/Baptanggal 1 Juni
1983 tentang Deposito Berjangka Pada Bank-bank Uiamerintah da
Bank Pembangunan Indonesia yang menegasakan kebdialia Bank
Indonesia tetap menjamin deposito tersebut.

. Surat Edaran Bank Indonesia No.16/2/UPUM tanggalirii 1983 perihal
yang sama dengan SK Direksi No.16/7/Kep/Dir tersplada no.7.

. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 22/6p/R& tanggal 1

Desember 1989 tentang pemcabutan SK No.16/7/Kepgédsebut pada

no. 7, sehingga jaminan Bank Indonesia untuk dépssidah ditiadakan.

10. Surat Edaran Bank Indonesia No, 22/133/UPG tangjgaésember 1989

tentang penyelenggaraan tabungan. Salah satu héhgeyang diatur
Surat Edaran ini adalah jaminan Bank Indonesiaattaph TABANAS dan
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TASKA dicabut. Selanjutnya, disebutkan bahwa urdapat memelihara
kepercayaan masyarakat terhadap tabungan yangrdig@lrakan, bank-
bank hendaknya memelihara kesehatannya dengan(iaiix.3).

Surat Edaran Bank Indonesia No. 22/135/UPG tanfjdaésember 1989
tentang pencabutan Surat Edaran Bl No.16/2/UPUBktert pada butir 8,
sehingga jaminan Bl bagi deposito dihapuskan.

Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 1973 tentang dandimpanan Uang
Pada Bank (LN. 1973 No. 43, TLN No. 3012) yang rpakan

pelaksanaan lebih lanjut ketentuan dalam UndangnmdNo. 13 Tahun
1968. Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan padggéh 22 Agustus
1973 ini mengatur bahwa semua bank kecuali bankgadiwajibkan

menjaminkan simpanan uang pihak ketiga padany& baiupa giro,

deposito maupun tabungan. Selanjutnya disebutkiawd®&ank Indonesia
adalah merupakan badan penyelenggara jaminan sampaang pada
bank mengingat tugas Bank Indonesia sebagai Pentanapengawas
bank. Dalam hal terjadi likuidasi bank, maka Bankldnesia juga yang
bertindak sebagai likuidator dan pengampu. Padatuwv@k jaminan

simpanan uang pada bank dibatasi setinggi-tinggipal.000.000,- (satu
juta rupiah), suatu jumlah yang saat ini dirasakeail.

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankamgumemberikan
perlindungan langsung terhadap nasabah penyimpa dasalnya dalam
bentuk asuransi simpanan, melainkan memberikamgmtidak langsung

(implicit), yaitu berupa pembinaan dan pengawasan bank.

14.Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentangnadamlerhadap

Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Rangkaian peraturan di atas mencerminkan kesagagarerintah akan

pentingnya pemberian jaminan kepada nasabah peagisgbagai upaya untuk
memperkuat sistem perbankan. Tidak terlaksanangatuPan Pemerintah No. 34
Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang Pada B#sd#habkan kuatnya
penolakan dari industri bagi perbankan. Padahdystni perbankan pada saat itu
masih dalam tahap konsolidasi. Namun demikian, psdat ditetapkannya

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankda panggal 25 Maret
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1992 yang mencabut Undang-undang No. 14 Tahun f€&8&@ng Pokok-Pokok
Perbankan, keinginan untuk membentuk suatu sise@tingungan nasabah tetap
kurang mendapat perhatian sebagaiamana halnyardéhgiang-undang No, 13
Tahun 1968 tentang Bank Sent/&.

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang No. 7 T4BQ92 tentang
Perbankan terdapat pasal yang dimaksudkan untukdnebi nasabah secara
tidak langsung, misalnya adalah Pasal 8, Pasay&9(3), (4), dan (5), Pasal 35,
Pasal 37, Pasal 46 sampai Pasal 50 tentang tindakgpdibidang perbankan dan
ketentuan tentang Sanksi Administratif dalam Pa8alan Pasal 537

Pasal 8 menetapkan, bahwa Bank Umum wajib mengumgyakinan
atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk nselwtangnya sesuai
dengan yang diperjanjikan. Kredit yang diberikamkanengandung risiko,
sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memparhasas-asas perkreditan
yang sehat. Untuk memperoleh keyakinan tersebbglse memberikan kredit
bank harus melakukan penilaian seksama terhadagkwiémampuan, modal,
agunan dan prospek debit§r.

Selanjutnya Pasal 29 ayat (3) menyebutkan bahwia wajib memelihara
kesehatan bank sesuai dengan ketentuan Bank Indoteas wajib melakukan
usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalaat @) pasal yang sama,
disebutkan bahwa dalam memberikan kredit dan mktakukegiatan usaha
lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidadrugikan bank dan
kepentingan nasabah yang mempercayakan dananydakbpak. Bahkan untuk
kepentingan nasabah, bank menyediakan informasigeman kemungkinan
timbulnya risiko kerugian bagi transaksi nasabahgydilakukan melalui bank
(Pasal 29 ayat (5)). Di samping itu, sebagai saatu perwujudan adanya

transparansi dalam dunia perbankan, Pasal 35 ni#aajibank mengumumkan

161 pid., him. 115
1%2bid., him. 118.

193 |hid.
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neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu damukeyang ditetapkan oleh
Bank Indonesia®*

Dalam Pasal 37 dicantumkan ketentuan untuk bamkndsalah, yaitu
apabila menurut Bank Indonesia suatu bank mengal&esulitan yang
membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indongsmat meminta
pemegang saham untuk menambah modal, penggantieksidatau omisaris,
penghapusbukuan kredit macet, melanjutkan mergerkainsolidasi dengan bank
lain atau banknya dijual kepada pihak lain yangédia mengambilalin seluruh
kewajiban bank. Kalau tindakan tersebut belum cuklgm bank tersebut
membahayakan sistem perbankan, maka bank bermaseasabut dapat dicabut
izin usahanya dan diminta untuk melakukan likuid&si

Salah satu dampak yang paling berat dari krisig yalu adalah runtuhnya
kepercayaan masyarakat pada perbankan nasionadigiidengan penarikan dana
masyarakat secara besar-besaran. Dalam keadaari $®pebank yang sehat
dalam keadaan normal akan ikut runtuh, untuk mebgékan kepercayaan
masyarakat pada awal tahun 1998 pemerintah memgaiukebijakan untuk
memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembaybaamk umum. Apapun
yang terjadi dengan bank, dana masyarakat tetapn,akwbijakan blanket
guaranteeini secara bertahap dapat mengembalikan kepercayeemyarakat
tetap menyimpan uangnya pada bank nasional. Sasaptiini kestabilan sistem
perbankan masih bergantung pabknket guaranteeini. Dengan kondisi
keuangan dan perbankan yang sudah norbot@hket guarantesecara bertahap
dapat diganti dengan sistem yang lebih cocok derg@daan normal. Untuk
menjaga kepercayaan masyarakat daempertahankan stabilitas perbankan
nasional, penjaminan kewajiban pembayatap diperlukan untuk masa yang
akan datang. Namun demikian risiko belzarggaran negara danoral hazard
sebagai akibat dari penjaminan tersebut ddpatnimumkan. Untuk itu seperti
praktik-praktik di negara lain, penjamin&ewajiban pembayaran bank kiranya

perlu dibatasi hingga meliputi penjaminsimpanan nasabah bank sampai dengan

%% Ibid.

185 |pid.,him.119
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jumlah tertentu. Pengurangan penjamidan kondisi saat ini sampai ke lingkup
dan tingkat terbatas yang lebih ideal tehaurus dilakukan dengan hati-hati dan
bertahap. Apapun yang kita lakukan tidélleh mengganggu kepercayaan
masyarakat dan stabilitas sistem keuangan kita.

Penjaminan simpanan ataeposit insurancedipandang sebagai salah
satu pilar dalam mendukung peningkatan stabilisters kuangan tersebut. Pilar
yang lain mencakup pengaturan dan pengawhaak lender of last resogerta
sistem pembayaran dan dukungan fisRaKeberadaan penjamian simpanan saja
tidak cukup untuk mengantisipasi mengatasi semuagsalahan perbankan.
Setiap saat, terutama saat dalam masa krisis,skemg diantara penyelenggara
pilar tersebut harus dilandaskan pada suatu mekaenkerja yang jelas, efisien
dan efektif.

Pada saat BPPN berakhir tugasnya pada 27 Fel#0@4i, pelaksanaan
program penjaminan Pemerintah dialihkan ke Menkaruangan berdasarkan
Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2004. Program ipemaa yang belum
diselesaikan oleh BPPN selanjutnya dilaksanakalm ilenteri Keuangan. Untuk
melaksanakan program penjaminan Pemerintah ini, tdfieiKeuangan diberi
wewenang untuk membentuk unit pelaksana penjamiReamerintah dalam
lingkungan Departemen Keuangan. Berdasarkan hsélat, pada tanggal 27
Februari 2004 Menteri Keuangan membentuk Unit PBala& Penjaminan
Pemerintah (UP3)’

Belajar dari pengalaman banyak negara dan lemimdganasional yang
mewadahi para penjamin simpanaimtdgrnational Associated ofDeposit
InsurancelADI) dari beberapa negara, maka perlu dibentukuabblembaga
penjaminan simpanan di tanah air. Pada tanggal &fe8ber 2004, Presiden
mengesahkan pelaksanaan Undang-Undang RI No. 24nTa004 tentang
Lembaga Penjamin Simpanan yang kemudian disingkagah LPS sebagai
upaya untuk lebih menguatkan kondisi moneter pada itu. Lahirnya Undang-
Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjanmmpa®an (LPS)

186 Zulkarnain Sitompul (a)p.cit.,him. 10.

187 Rudijito, op.cit.,him 130.
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menandai babak baru sistem perbankan nasional.r&adeen LPS ini tidak bisa
dilepaskan dari upaya peningkatan stabilitas sek&arangan dengan bekerja
sama dengan lembaga-lembaga negara dan pemeriry@hgmain dalam rangka
menciptakan jaring pengamanan sistem keuangan yengadu. Namun,

eksistensi dari LPS yang utama adalah menciptalgrerkayaan masyarakat

kepada institusi perbankan.
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BAB 3

ANALISISPENGATURAN PREMI PENJAMINAN SIMPANAN
BERBASISRISIKO DALAM SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA

3.1 Kajian Premi Penjaminan Simpanan Berbasis Risiko

Dalam sistem penjaminan simpanan, terdapat deadaam menetapkan
premi yaitu sistenflat rate dan sistenrisk-based premiunatau premi berbasis
risiko. Sistemflat-rate dipercaya dapat menimbulkan insentif bagi bankukint
meningkatkan risiko dalam portofolio mereka. Pelakasar normalnya
dihadapkan pada keuntungan yang besar hanya digeabldh dari risiko yang
tinggi ataurisk-return trade-off-®>

Pengenaafiat rate premiuntersebut setidaknya menimbulkan dua kritik
utama. Pertamaflat rate premiumdipandang kurang adil bagi bank peserta
penjaminan, terutama bagi bank-bank sehat, kareslarub bank peserta
penjaminan harus membayar premi yang sama tanpapemnkatikan tingkat
risiko bank. Keduaflat rate premiuntidak menciptakamarket disciplingyaitu
tidak mendorong bank-bank yang kurang sehat unt@mperbaiki kondisi
keuangannya karena tingkat premi penjaminan tidedkdselasi dengan risiko
bank!®* Bank dengan risiko gagal operasi harus membayanipkebih tinggi
dibandingkan dengan bank yang lebih sehat sehipggindungan atas dana
masyarakat lebih maksimal.

Banyak negara yang beralih dari sistéiat rate ke sistemrisk based
premium Pada tahun 1995 hanya dua negara yang menerajstamflat-rate,
pada tahun 1999 sepertiga dari 72 negara beralgiskem premi berbasis risiko.
Besaran premi yang dibebankan oleh lembaga penjsimpanan masing-masing
negara kepada sektor perbankan bervariasi, temgqrdari profil risiko bank

bersangkutan atau tergantung dari kesiapan infikdsir lembaga penjamin

183 Zulkarnain Sitompu{a), op.cit.,him. 12.
184 embaga Penjamin Simpanan (@,cit.,him. 103
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simpanannya. Amerika Serikat misalnya, pada aweditieya Federal Deposit
Insurance Corporation (FDICYi tahun 1933, premi penjaminan yang dipungut
dari bank peserta ditetapkan secara tetigp fate). Pola tersebut berlangsung
selama lebih dari setengah abad hingga tahun 18@ak-DIC akhirnya menilai
infrastruktur yang dimilikinya untuk menilai risikbank telah memadai dan
kemudian memutuskan untuk mengubah pola penghitupgabebanan premi
penjaminan sesuai dengan profil risiko masing-ntadiank pesertariék-based
premiun).*®®

Peralihan dari sisterflat-rate menjadirisk basedatau disebut jugaisk-
adjusted premiundilakukan oleh FDIC sejak tahun 1994 dengan dik&aranya
Federal Deposit Insurance Corporation Improvement 8f 1991 Berdasarkan
undang-undang ini, FDIC diperintahkan membanguesigpenilaian berdasarkan
risiko (risk-based assessment systetan menerapkannya paling lambat tahun
1994, akan tetapi pada 1 Januari 1993 atau satu faebih cepat sistem tersebut
telah diimplementasikan oleh FDI€®

Dalam studinya terhadap kebijakan premi FDIC di Ak&e penetapan

premi tetap dapat memberikan insentif kepada bamk-buntuk mengalihkan
risikonya fisk-shifting kepada FDIC dalam upaya meningkatkan nilai
perusahaan. Hal ini terjadi karena premi yang alilesin tidak didasarkan pada
risiko masing-masing bank sehingga memberi peluangdinya praktikmoral
hazard Moral hazardtersebut diwujudkan melalui peningkatan risiko rage
bank yang disesuaikan dengan biaya penjaminan sanpdebijakarfixed-rate
cenderung membuat bank menjadi kurang disiplintanpaya melakukamoral
hazard (meningkatkan risiko kemudian mengalihkan risikosébut kepada
FDIC). Temuan mereka mengindikasikan bahwa Industri pddoasecara umum
beroperasi dengan tingkat risiko yang lebih tinggfielah kebijakan skema premi
penjaminan tetap diambif’

1% Zulkarnain Sitompufa), op.cit.,him 13

188 pid., him. 14

7 Wendy,“ Penjaminan dan Perilaku Moral Hazard dalam Kebijakianited Guarantee:

Tinjauan Kritis Pada LPS-Indone&iaDinamika Keuangan dan Perbankahovember 2010,
Vol. 2 No. 2, him. 97-110
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Penggunaan premi berbasis risiko dapat menghirtdakiulnya moral
hazard Bank-bank dibebani pembayaran premi yang dipemgkan dengan
potensi individual masing-masing bank dalam mengphadkeberhasilan atau
kegagalan bank. Dengan demikian baik pemilik maumasabah menjadi
mempunyai motivasi untuk memonitor operasi bankwaahisiko yang diambil
tidak berlebihan. Premi berbasis risiko ini dipamgléebih baik daripad#iat rate
premium. Penentuan premi yang mengkaitkan dengan tingkeggmbilan risiko
tersebut lebih adil. Kita bisa lihat pada Gambdr Bahwa antara Bank A dan
Bank B seharusnya membayar premi yang berbeda. Bamaknpak mengambil
risiko yang lebih tinggi daripada Bank B sehinggalb A harus membayar premi
yang lebih tinggi sesuai peningkatan risiko yangndil bank A. Dengan
demikian premi berbasis risiko akan mendorong lilsipemegang saham dan
manager dalam mengambil tingkat risiko serta dapanhdorong kontrol atau
disiplin pasar bekerja lebih kuat. Dengan demik@emi penjaminan yang
disesuaikan dengan tingkat risiko bank dapat mekam perilaku moral

hazard*®®

Bank B Bank A,
p 1 Prem fla

Rislko

0

Gambar 3.1. Keterkaitan Premi dan Tingkat Ri%i%o

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai penjampanan,
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan dan enakgn premi
penjaminan kepada setiap bank peserta penjaminesuab dengan Pasal 13

Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang LembaggmmenSimpanan (UU

188 Taswanpp.cit.,him. 4.

199 pid.
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LPS), saat ini tingkat premi yang dikenakan adadama untuk setiap bank
peserta penjaminan, yaitu sebesar 0,1% (satu pmrsedari rata-rata saldo
bulanan total simpanan, yang dibayarkan untuk dumge dalam satu tahaff.
Sistem pengenaan premi seperti ini disebut sebl@farate premium Premi
penjaminan yang dibayarkan oleh bank peserta inupa&an bagian dari sumber
dana LPS, selain dari modal awal pada saat pendihasil investasi, dan
kontribusi kepesertaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU LRBuka kemungkinan
untuk mengubah penerapélat rate premiummenjadi penerapan tingkat premi
yang berbeda antara satu bank dan bank yang ladassrkan skala risiko bank
atau disebut premi berbasis risiksk-based premiufRBP). Hal ini dikarenakan
di dalam Pasal 15 ayat (1) dikatakan bahwa caratppan premi dengan sistem
flate rate sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayai{1)PS dapat
diubah sehingga tingkat premi dapat menjadi berlzedara satu bank dan bank
yang lain berdasarkan skala risiko kegagalan b&nRenggunaan kata “dapat”
diartikan bahwa adanya kemungkinan untuk menguiséns premi tersebut, dan
dapat juga diartikan bahwa tidak diwajibkan untuiakukan perubahan tersebut.
Namun dalam ayat selanjutnya diartikan bahwa apalmantinya terjadi
perubahan sistem premi ddlat rate premiummenjadi premi berbasis risiko,
maka harus memenuhi syarat yaitu perbedaan tingiemi yang terendah dan
yang tertinggi tidak melebihi 0,5% (lima perserib(f) Misalnya tingkat premi
untuk kelompok bank dengan skala risiko kegagataendah adalah 0,1% (satu
perseribu), maka tingkat premi untuk kelompok basdngan skala risiko
kegagalan tertinggi tidak dapat ditetapkan meledjé% (enam perseribtj®

Pada tahun 2010, LPS telah melakukan penelitiamkumemperoleh
gambaran mengenai kesiapan industri perbankan dadaerapan premi berbasis

risiko. Pada tahap awal dilakukan penelitian yamgsibat explanatory study

0 Indonesia (b)op.cit.,Pasal 13.
" bid., Pasal 15 ayat (1).
12 1bid., Pasal 15 ayat (2).

13 |bid., penjelasan Pasal 15 ayat (2).
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mengingat penelitian dengan topik tersebut baruapex kali dilakukan di

Indonesia. Penelitian tersebut hanya menggunasa@it data yang berupa

pandangan responden industri perbankan untuk msitiggnainformasi mengenai
persepsi responden tentang premi berbasis risik@rbukuran-ukuran kuantitatif
dalam menetapkan premi berbasis ristk.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, sebagiaartsau 66% pada BPR
dan 71% pada Bank Umum yang menjadi responden rakaa setuju
menerapkan sistem premi berbasis risiko. Selargut69% BPR dan 65% Bank
Umum yang menjadi responden menyatakan telah siaperapkan sistem
tersebut. Alasan utama yang menunjang kesiapamrggarepremi berbasis risiko
tersebut karena bank-bank dimaksud memiliki modalycukup dan kualitas aset
yang baik. Sedangkan bagi bank yang tidak setujpaoelangan bahwa premi
berbasis risiko akan sulit diterapkan terutama rdalpenentuan indikator
pengelompokan risikd’®

Sebagai tindak lanjut dari penelitian tersebuiahtepula dilakukan
penelitian lanjutan untuk mengkaji lebih dalam nmemey kriteria pengelompokan
risiko, tarif premi untuk masing-masing kelompoksikb, serta simulasi
perhitungan premi berbasis risiko. Simulasi terseiniuk memperoleh gambaran
berapa bank yang akan membayar premi lebih besaselaaliknya. Selain itu,
dengan simulasi tersebut dapat diketahui pengamrterppan premi berbasis
risiko terhadap jumlah premi penjaminan yang dibdngak peserta.

Pada tahap selanjutnya dilakukan penelitian meaigstudi kelayakan
(feasibility study penerapan premi berbasis risiko di industri pekba
Indonesia. Dalam penelitian tersebut LPS menebtajakan penerapan premi
berbasis risiko ditinjau dari sudut pandang selupgmangku kepentingan
(stakeholde), yaitu bank peserta penjaminan, Bank Indonesia, Kementerian
Keuangan. Selain itu, dikaji pula kondisi-kondisie¢essary and sufficient
conditiong, baik internal maupun eksternal, yang harus dipemalam rangka

penerapan premi berbasis risiko.

174 |Lembaga Penjamin Simpanéa), op.cit.,hlm. 72.

7% |bid.
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Aspek-aspek yang dikaji antara I&ff:

1. Kelayakan Operasional Operational Feasibility, meliputi analisis
seberapa baik sistem premi berbasis risiko memecahiasalah-masalah
yang ditimbulkan oleh sistem prertat rate premium termasuk metode
pengenaan premi berbasis risiko yang paling cocokuku industri
perbankan Indonesia.

2. Kelayakan Sumber Dayd&ésource Feasibilidy meliputi analisis berapa
lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun sisteemipberbasis
risiko di Indonesia, kapan sistem premi berbasskasi dapat mulai
diterapkan, bagaimana peratakeholderdalam penerapan sistem premi
berbasis risiko, jenis dan sumber daya yang dilkanhPS, serta ada
tidaknya ketergantungan sumber daya.

3. Kelayakan Legal Legal Feasibility, meliputi analisis apakah sistem
premi berbasis risiko yang diajukan telah sesuai tildak bertentangan
dengan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kelayakan Keuangan Finhancial Feasibility, meliputi proyeksi
pendapatan premi LPS dengan menggunakan sisten ipeebasis risiko
dibandingkan dengan proyeksi pendapatan premi LP&gah
menggunakan sisteftat rate premium

5. Kelayakan Stabilitas Sistem Keuangafin@ncial System Stability
Feasibility), meliputi analisis bagaimana penerapan sistemmipberbasis
risiko dapat berdampak pada stabilitas sistem lgaraindonesia.

Secara ringkas, proses penelitian tersebut dapidatdpada gambar
berikut:

178 pid., him. 73
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Gambar 3.2 Proses Studi Kelayakan Penerapan Sistemi Berbasis Risiké’

Perubahan cara penetapan dan tingkat premi bekdasskala risiko

kegagalan atau sistem premi berbasis risiko merRasal 15 ayat (3) UU LPS,

dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat ()Z]Tv!’ll?\;78 Hasil Konsultasi

ini kemudian ditetapkan lebih lanjut dengan Pemtt®Pemerintah’® Penggunaan

kata “konsultasi” menurut penulis, LPS harus meamp#rtimbangan DPR apabila
ingin melakukan perubahan sistem premi diat rate premiummenjadi premi

berbasis risiko. Pengertian konsultasi sendiri rdal&amus Besar Bahasa
Indonesia berarti pertukaran pikiran untuk mendeapatkesimpulan (nasihat,

saran, dan sebagainya) yang sebaik-baikffy@engan demikian walaupun DPR

17| embaga Penjamin Simpanan (@),cit.,him. 106.
18 Indonesia (b)op.cit.,Pasal 15 ayat (3).

19bid., Pasal 15 ayat (4).

¥ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengemb&@ajesa,Kamus Besar

Bahasa IndonesidJakarta: Balai Pustaka), him. 457.
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tidak setuju terkait dengan perubahan sistem ptensebut, LPS tetap dapat
menjalankannya.

Hasil konsultasi yang dilakukan oleh LPS dengaiRPsebagaimana yang
diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (4) UU LPS, ditetapebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah insi@eraturan-peraturan untuk
menjalankan undang-undang, atau dengan perkataarPématuran Pemerintah
merupakan peraturan-peraturan yang membuat ketek&tantuan dalam suatu
undang-undang bisa berjalan/diberlakukan. Suatwaté@n Pemerintah baru
dapat dibentuk apabila sudah ada undang-undanggiggi walaupun demikian
suatu Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meskiglam undang-undang tidak
ditentukan secara tegas supaya diatur lebih lalgjlatm Peraturan Pemerint&.

Sebelum mengetahui jenis kewenangan Pembentukaraturan
Pemerintah maka sebelumnya harus diketahui lebih dahulu ewmigsistem
norma hukum Indonesia. Hans Nawiaski mengatakarnw®abetidaknya ada
empat (4) norma hukum yang tersusun secara bed@pierjenjang, yang ada
disetiap negara (walau namanya berbeda tiap negamamasuk di Indonesia,

yakni:®?

1. Staatsfundamentalnorm

Staatsfundamentalnoratau Norma Fundamental Negara merupakan norma

hukum yang tertinggi dan merupakan kelompok pertalalam hierarki
norma hukum negara. Bersifatesupposedtau ditetapkan terlebih dahulu
dan axiomatis Staatsfundamentalnorrmerupakan landasan filosofis bagi
pengaturan lebih lanjut penyelenggaraan negara sehjadi sumber dan
dasar bagi pembentukan peraturan-peraturan dibgaahikRhususnya
StaatsgrundgesétzContoh norma ini di Indonesia adalah Pancasiiagy
tertuang di dalam pembukaan UUD 1945.

2. Staatsgrundgesetz

181

him.194.

Maria Farida Indrati,llmu Perundang-undangan 1(Yogyakarta: Kanisius, 2007),

182 pid., him 45.
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Staatsgrundgesetatau Aturan Dasar Negara merupakan kelompok norma

hukum yang bersifat pokok dan merupakan aturareatumum yang masih

bersifat general dan garis besar, sehingga mastbpalean norma hukum
tunggal. Staatsgrundgesetherisi aturan mengenai pembagian kekuasaan
negara dan aturan mengenai hubungan antara negaravalga negara,
serta menjadi sumber dan dasar bagi pembenti&emell GesetzContoh
norma ini di Indonesia adalah Batang Tubuh UUD 198& MPR, dan

Konvensi Ketatanegaraan.

3. Formell Gesetz

Formell Gesetzsudah merupakan norma hukum yang lebih konkret dan

terinci, serta sudah dapat langsung berlaku dindateasyarakatFormell

Gesetzamerupakan produk dari kewenangan legislatif yargatiaerbentuk

atas norma hukum tunggal maupun berpasangan serigpakan sumber

dan dasar dari pembentukgerordnung & Autonome Satzur@ontoh dari
norma ini adalah Undang-Undang.
4. Verordnung & Autonome Satzung

Verordnung adalah peraturan pelaksar@a Autonome Satzungadalah

peraturan otonom. Kedua peraturan ini terletak alvdh undang-undang

yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan daringidadang. Contoh
dari normaVerordnungadalah Peraturan Pemerintah, sedangkan norma

Autonome Satzurapdalah perda dan sebagainya.

Berdasarkan hierarki norma hukum negara terselmrgtitan Pemerintah
masuk sebagai peraturan pelaksana stawordnungyang posisinya berada di
bawah Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah memiliki beberapa karaktkrisehingga dapat
disebut sebagai sebuah peraturan pelaksana suattuan undang-undang atau
verordnung Prof. Dr. A. Hamid Attamimi, mengemukakan beber&prakteristik
dari Peraturan Pemerintah, yakni sebagai betfkut:

a. Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk tanplbtbr dahulu ada
Undang-Undang yang menjadi “induknya”;

183 |pid., him. 195.
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b. Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan ispidemna apabila
Undang-Undang yang bersangkutan tidak mencantuseaksi pidana;

c. Ketentuan Peraturan Pemerintah tidak dapat menamfaahmengurangi
ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan;

d. Untuk menjalankan, menjabarkan, atau merinci katent Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meskntuan Undang-
Undang tersebut tidak memintanya secara tegas:tegas

e. Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah beriatyp@n atau gabungan
peraturan atau penetapan: Peraturan Pemerintak bielasi penetapan
semata-mata.

Untuk mengetahui lebih jelas beberapa karaktkrdtusus yang ada pada
Peraturan Pemerintah, dapat dikemukakan penjetatzyai berikut®*

1. Peraturan Pemerintah diciptakan oleh suatu negarsy ynenjunjung
tinggi asas negara berdasar atas hukum dan asasipeiman berdasar
sistem konstitusi yang dalam penetapan sanksi pi@dau denda tidak
mendelegasikan secara umum begitu saja. Peratweareritah tidak
dapat mencantumkan sanksi pidana atau denda apaid@ng-undang
yang khusus “dijalankan” olehnya tidak mencantumsanksi pidana atau
denda, tidak juga apabila didasarkan pada suatangadndang yang
bersifat umum yang memberikan kewenangan setiapuiapada suatu
atau berbagai Peraturan Pemerintah untuk mencaatursénksi pidana
atau denda, yakni kewenangan yang bersifat blanko.

2. Suatu Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meskangadndang yang
bersangkutan tidak memintanya dengan tegas, ataki medang-undang
itu tidak menyatakan dalam ketentuannya tentangumga sebuah
Peraturan Pemerintah. Meskipun Peraturan Pemerintedrupakan
peraturan delegasian dari undang-undang, dan neggakekan
kewenangan memerlukan pernyataan yang tegas, natalam hal
Peraturan Pemerintah ini pendelegasiaan kewenanigan sudah
“dilakukan” secara tidak langsung dalam UUD 1945dPe&b ayat (2)

8% Ibid.

Universitas Indonesia
Tinjauan yuridis..., Nirmala Azizah, FH Ul, 2012.



75

dalam wujud kekuasaareglementer Sebaliknya Peraturan Pemerintah
tidak dapat dibentuk meski kekuasaaglementersudah diberikan oleh
UUD 1945, mengingat sifat dan hakikat Peraturan dtemtah yang
berfungsi menjalankan undang-undang.

3. Sebagaimana halnya peraturan yang “menjalankardtyran yang lebih
tinggi (dalam hal ini undang-undang), suatu PesatuPemerintah tidak
dapat mengubah materi yang ada dalam undang-undgay
“dijalankannya”, tidak menambabh, tidak mengurangin tidak menyisipi
suatu ketentuan, serta tidak memodifikasikan mal&n pengertian yang
telah ada dalam undang-undang yang menjadi induknya

4. Dari nama yang diberikan oleh UUD 1945 sendiri dapketahui suatu
Peraturan Pemerintah hanya dapat berisi peraturageling atau
kombinasi peraturan dan penetap@oeschikkingg namun tidak dapat
berisi hanya penetapan semata-mata. (Penetapandya@édukan untuk
menjalankan undang-undang ialah Keputusan Presiden)

5. Kecuali apabila sangat diperlukan, suatu PeratUPamerintah tidak
mendelegasikan lagi kewenangan yang diperolehnyadeeperturan yang
lebih rendah, karena Peraturan Pemerintah memagigtakan untuk
dapat menjalankan undang-undang. Apabila suatungadadang sudah
dijalankan oleh Peraturan Pemerintah namun masihmariekan
pengaturan lebih lanjut lagi untuk menjalankan ®esm Pemerintah
tersebut, maka pendelegasian lebih lanjut sematcamdak dilarang.
Pengamanatan UU LPS untuk menetapkan perubahan psaretapan

premi dan tingkat premi berdasarkan skala riskagatan bank dengan Peraturan
Pemerintah dapat dikatakan sebagai delegasi kewanadalam pembentukan
peraturan perundang-undangan, yaitu pelimpahan ravwgan membentuk
peraturan perundang-undangan yang dilakukan olefatygan perundang-
undangan yang lebih tinggi kepada peraturan pengixdadangan yang lebih
rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegapumatindakart® Hal ini
dikarenakan dalam Pasal 15 ayat (4) UU LPS, yangupag&an peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi dibandingkaangen Peraturan

185 pid., him. 56.
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Pemerintah, dinyatakan dengan tegas untuk menetajgtah lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

Dalam hubungannya dengan ketentuan mengenai gaidksia dan sanksi
pemaksa, pada dasarnya suatu Peraturan Pemerartgh holeh mencantumkan
sanksi pidana ataupun sanksi pemaksa apabila ukemtdalam undang-undang
yang dilaksanakannya. Apabila undang-undangnyé trdancantumkan sanksi
pidana atau sanksi pemaksa dalam ketentuan pasalhpa, maka dalam
ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintahnya tidehbmencantumkan sanski
pidana maupun sanksi pemak&Dalam UU LPS sendiri terdapat pasal-pasal
yang mencantumkan sanksi administratif dan pidam@éiu Pasal 92 sampai
dengan Pasal 95, sehingga nantinya isi dari Paratéemerintah mengenai
perubahan cara penetapan premi dan tingkat premgaserkan skala risiko
kegagalan bank ini boleh mencantumkan sanksi pidemasanksi pemaksa.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan mengenagep@an dan
karakteristik Peraturan Pemerintah di atas, makggmanatan Pasal 15 ayat (4),
yaitu perubahan cara penetapan premi dan tinglkeahigrerdasarkan skala risiko
kegagalan bank yang dikonsultasikan dengan DPRykuebih lanjut ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah sudah tepat dan tetteéntangan dengan undang-
undang.

Penerapan premi berbasis risiko direncanakan taba akan dilakukan
uji coba penerapan sistem premi ini dan pada t2@d% akan resmi diterapkan
sistem premi berbasis risiko di industri perbankinindonesia.Pelaksanaan
penerapan sistem premi berbasis risiko ini perlktwakarena dikhawatirkan,
pelaksanaan yang terburu-buru dapat memicu kepangsehingga nasabah
mendadak menarik uang jika satu bank dikenakan ipkeoih tinggi dari bank
lain. LPS harus melakukan sosialisasi kepada makgamengenai perubahan
sistem premi darffiat rate premiunmenjadi premi berbasis risik8’

3.1.1 Penilaian Tingkat Risiko Bank

188 |pid., him 194-195.

187 Hasil wawancara dengan Bapak Herman, Divisi Maneje Risiko Lembaga Penjamin
Simpanan pada tanggal 25 Juni 2012.
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Untuk sampai pada penerapan premi berbasis riklR8, harus membuat
pemeringkatan (rating) bank terlebih dahulu. Pengg@tan itu akan menentukan
bank-bank yang memiliki risiko gagal operasi tinggiau rendah. Tinggi
rendahnya rating akan berdampak pada tingkatani fyeamg harus dibayar. Bank
harus dibedakan risikonya tidak langsung disamaldara bank yang satu dan
bank yang lain. Bank dapat dikelompokan dalam legiserkelompok dengan
masing-masing kelompok memiliki skala risiko kedagayang relatif sam&®
Namun, dalam menilai risiko bank itu ada banyakekia. Adapun kriteria yang
digunakan LPS untuk menentukan pemeringkatan baiti gecara kualitatif dan
kuantitafif. Penilaian secara kualitatif, LPS akbekerjasama dengan otoritas
pengawas perbankan, sedangkan penilaian secarat&tilaakan dilakukan oleh
LPS!#

Pengawasan bank yang efektif memiliki peranan ypegting untuk
menciptakan perbankan yang sehat. Dalam pengaviasdéntersebut, pengawas
bank menerapkan metode pengawasan bank berbag® (Risk Based
SupervisioriRBS) yang saat ini berlaku sesuai standar intewnaki Dalam
pelaksanaan RBS, guna mendapat pemahaman yancgapeagin profil risiko
bank, pengawas bank menggunakan dua cara. Peraemgawasan tidak
langsung ¢ff-site supervisiondimana pengawas bank meneliti dan menganalisis
laporan-laporan rutin dan non-rutin bank kepadadta informasi dari sumber-
sumber lainnya. Kedua, pengawasan langsummrsite supervision dimana
pengawas bank melakukan pemeriksaan lapangan daogsaing di bank yang
diawasi. Dalam keadaan normal, pemeriksaan dilakukanimal setahun
sekali'®

Di dalam siklus RBS terdapat enam tahapan tugag gidaksanakan oleh

pengawas bank, yaitd*

18 Indonesia (b)op.cit.,penjelasan Pasal 15 ayat (1).

189 Hasil wawancara dengan Bapak Herman, Divisi Maneje Risiko Lembaga Penjamin
Simpanan pada tanggal 25 Juni 2012.

19 Masagus Abdul Azis, “Metode Pengawasan Yang Apdiif’, Newslatter Bank
IndonesiaEdisi XIX, Oktober 2011, him. 3.

1 1bid.
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1. Tahapan pertama, pengawas bank berupaya mempepelelahaman
komperhensif mengenai bank yang diawasi serta rfdéikdor internal dan
eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja danlpisiko bank know
your bankKYB).

2. Tahapan kedua, berdasarkan informasi KYB yang dipkr pengaws
bank melakukan penilaian profil risiko delapan ggnjaitu risiko kredit,
pasar, likuiditas, operasional, kepatuhan, strafeggputasi dan risiko
hukum. Pengawas bank juga melakukan penilaian &inddesehatan
Bank (TKB) yang didasarkan kepada enam faktor CAMElyaitu
Capital, Assets Quality, Management, Earnings, ldijy danSensitiviy to
Market Risk.Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaianitaidilatas
berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondiskaterja suatu bank
melalui penilaian kuantitatif dan atau kualitatdriiadap faktor-faktor
permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilifdsjiditas, dan
sensivitas terhadap risiko pasar. Penilaian tegndalator-faktor tersebut
dilakukan melalui penilaian kuantitatif = dan/atawaktatif setelah
mempertimbangkan unspudgmentyang didasarkan atas materialitas dan
signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta ganuh dari faktor lainnya
seperti kondisi industri perbankan dan perekonomésional:’ Penilaian
profil risiko dan TKB akan diintegrasikan dengan lanuliterapkannya
Risk Based Bank Ratif@BBR). Di dalam RBBR, faktor-faktor penilaian
mencakup profil risiko yang terdiri dari 8 jenissikio tersebut di atas
ditambah faktogood corporate governand&CG), permodalancépital)
dan rentabilitasgarnings)

3. Tahapan ketiga, berdasarkan hasil penilaian RBB&)gawas bank
menyusun perencanaan pengawasan yang di dalamniyaa alain
mencakup startegi pengawasan dan penetapan setgavpasan (normal,
insentif atau khusus) serta penetapan rencana alams fpemeriksaan

berbasis risiko.

192 |swi Hariyani, Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macgtakarta: PT Elex Media
Komputindo, 2010), him. 45
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4. Tahapan keempat, pengawas bank melakukan pemaeriksadasis risiko
yang memfokuskan pemeriksaan kepada aktivitas sibank tertentu
yang dinilai memiliki risiko paling signifikan atauberpotensi
menimbulkan permasalahan bagi bank.

5. Tahapan kelima, dengan hasil pemeriksaan berbasio rselanjutnya
akan digunakan sebagai salah satu informasi utam@ gigunakan dalam
pengkinian RBBR secara berkala ataupun dalam kaindkan perubahan
internal dan eksternal yang mempengaruhi profikeislan kinerja bank
secara signifikan .

6. Tahapan terakhir, pengawas bank menetapkan sertsami@u langkah-
langkah yang dilaksanakan manajemen bank untuk ehesgikan
permasalahan yang menjadi perhatian pengawas Bati#lah tahapan ini,
pengawas bank sudah semakin komperhensif untukjsglga memulai
kembali siklus RBS.
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E. Tindakan 2. Penilaian Risiko
Pengawasan dan dan Tingkat
Monitoring Kesehatan Bank

5. Penghkinian
Profil Risiko dan
Tingkat Kesehatan
Bank

Gambar 3.3 SikluRisk Based SupervisigRBS)**?

Sebagai upayauality assurancedan peningkatan kualitas pengawasan
bank secara berkelanjutamoftinuous improvement penilaian profil risiko,
tingkat kesehatan, perencanaan dan strategi pesgawaerta tindakan
pengawasan dan pemantauannya dievaluasi secaaabel&h “panel ahli” yang
terdiri dari para pengawas bank yang dinilai semian memiliki pengalaman
yang luas. Hasil evaluasi panel ahli tersebut digkan dalam bentuk
rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh pengswlaank agar kualitas
pengawasan bank ke depan semakin bafik.

Otoritas pengawas perbankan di mana sebelumngkuéisin oleh Bank
Indonesia, dengan berlakunya Undang-undang No. 2hu 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka tugas dan wegeoatuk melakukan

19 Bank Indonesia, “Dinamika Transformasi PengawasBank Di Indonesia”,
http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C2B05872-5B04-4G3EA7
22B8E4C6CC4B/20297/Buku_Pengawasan_BIl2didhduh pada tanggal 25 Juni 2012

%% Ibid.
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pengawasan bank berpindah kepada OJK, sebagairmagaliatur dalam Pasal 5
UU OJK bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sismgngaturan dan
pengawasan yang terintegrasi terhadap keselurutgiat&n di dalam sektor jasa
keuangar’® salah satunya termasuk kegiatan jasa keuangaekidirperbankan.
Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawaseaktor perbankan, OJK
mempunyai wewenanty®

a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaanybagkmeliputi:

1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantokpanggaran
dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusarsdanber daya
manusia, merger, konsilidasi dan akusisi bankaspencabutan
izin usaha bank; dan

2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, giayedana,
produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;

b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatanybagkneliputi:

1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitaseisrasio kecukupan
modal minimum, batas maksimum pemberian kreditioras
pinjaman terhadapa simpanan, dan pencadangan bank;
laporan bank yang terkait dengan kesehatan bankidarja bank;

sistem informasi debitur;

W N

pengujian kreditgredit testing; dan
5. standar akuntansi bank;
C. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-bahk, meliputi:
1. manajemen risiko;
2. tata kelola bank;
3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uamng; d
4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatamgarbalan

d. pemeriksaan bank.

19 Indonesia (c)Undang-undang Tentang Otoritas Jasa Keuanda#id, Nomor 21 Tahun
2011, LN No. 111 Tahun 2011, TLN No.5253, Pasal 5.

19 |pid., Pasal 7.
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Metode pengawasan bank yang akan dilakukan ol#hgepertinya tidak
akan berbeda jauh dengan metode yang sudah adaitditarenakan OJK itu
sendiri merupakan “pecahan” dari Bank Indonesibing®a tugas pengaturan dan
pengawasan perbankan akan diambil alih oleh OJK.

Sedangkan kriteria kuantitatif yanga akan LPS ganadalam penilaian
tingkat risiko untuk sistem premi berbasis risikejauh ini masih dalam tahap
pengkajian. Namun kemungkinan besar LPS akan mewaggu indikator rasio
keuangan dengan analisis risiko bank. Dalam sigtemjaminan simpanan, bank
peserta mengalihkan risiko kegagalan dalam memekeinajiban kepada LPS
sebagai akibat pencabutan izin usaha bank. Agaatdaengelola risiko yang
dihadapi secara efektif dan efisien, LPS perlu taemiondisi kesehatan bank
peserta penjaminan secara periodik. Analisis ridtemk peserta penjaminan
merupakan alat manajemen internal LPS untuk meihgeyamengidentifikasi,
dan mengantisipasi risiko yang mungkin timbul datanya bank bermasal&fi.

Tujuan dilaksanakannya analisis risiko bank adafatuk menilai secara
berkala kondisi kesehatan keuangan setiap bantg satuk mendeteksi secara
dini (early warning signgl potensi risiko yang dihadapi oleh setiap bankaba
melakukan analisis risiko bank, LPS menggunakanbsurdata/informasi yang
berasal dari laporan keuangan yang disampaikan lp@derta penjaminan.
Laporan tersebut meliputi laporan keuangan bulan&poran keuangan
triwulanan, dan laporan keuangan tahunan yang tiadit. Selain itu, dasar
penilaian dapat pula mempertimbangkan data/ inferryeng diperoleh dari Bank
Indonesia, perusahaan pemeringkat, pasar modal, ndegia massa. Untuk
menunjang pelaksanaan analisis tersebut telah wlisdisrmat dan susunan
laporan keuangan terstandar dan disertai dengamndak sistem informasi yang
memadai. Untuk analisis Bank Perkreditan RakyatS lRasih mengandalkan
data dari Bank Indonest&®

Dalam melakukan analisis individual bank, LPS hetaengembangkan

sistem pemeringkat internal yang mengkategorikark lmaenjadi 10 peringkat di

197 _Lembaga Penjamin Simpanan @), cit.,him. 106.

%8 |bid.
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mana peringkat 1 yang terbaik dan peringkat 10 yaedpuruk. Dasar
pemeringkatan tersebut dengan menggunakan indikétoasio keuangan pokok
bank yang terdiri dari aspek: Permodalan, Kualitdktiva, Rentabilitas,
Likuiditas, dan sebagainya. Masing-masing rasiceiikan bobot yang berbeda
dengan menggunakan pendekatsural network Dalam pendekatan tersebut,
rasio yang berdasarkan data statistik berkontribelsih besar menyebabkan
kegagalan suatu bank diberi bob@ng lebih besar, begitu juga sebaliknya.
Sedangkan untuk menentukan pengelompokan dan gentasing-masing rasio
menjadi 10 kelompok digunakan sebaran data ak@iahdmasing-masing rasio
pada setiap kelompok bank. Khusus untuk rasio kgmakk modal (KPMM),
rentang penilaian tidak didasarkan pada sebaranakatial melainkan ditetapkan
dalam interval yang sama sebesar 1% dengan diaagah KPMM kurang dari
9% yang dimasukkan dalam peringkat-i.

Dalam analisis risiko bank, selain dilakukan paath terhadap individual
bank juga dilakukan analisis sekawaedr group analys)syang membandingkan
bank tersebut dengan bank lain dalam kelompok ysamga yang dibedakan
menurut operasional yakni bank umum konvensioraikumum kantor cabang
bank asing, dan bank umum syariah. Selain itu gengmkan juga dilakukan
berdasarkan aset bank. Bank yang dalam beberapa@d&erada pada peringkat
terbawah, mengalami perubahan kondisi yang sigmfilkatau memiliki dampak
sistemik, akan dianalisis lebih lanjut. Hasil asiali individual bank yang
dikombinasikan dengan analisis sistem perbankanndiskan menjadi profil
risiko dan peringkat masing-masing bank. Profilkasdan peringkat tersebut
akan digunakan sebagai dasar dalam tindak lanjs&rdaengelompokan bank
dalam penerapan sistem premi berbasis rigtko.

Dengan berlakunya UU OJK, LPS dan OJK akan belsanaa dalam hal
menginformasikan kepada LPS mengenai bank bernmayalag sedang dalam
upaya penyehatan oleh OJK. LPS dapat melakukan rpesa@n terhadap bank

terkait dengan fungsi, tugasnya, dan wewenangrgra ®erkoordinasi terlebih

199pid., him. 107

2P pid.
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dahulu dengan OJK! Pada dasarnya wewenang pemeriksaan terhadap bank
adalah wewenang OJK. Dalam hal LPS melaksanakagsifurtugas, dan
wewengannya, khususnya dalam hal pemeriksaan prgang membutuhkan
pemeriksaan bank, LPS dapat melakukan pemeriksaamk loan tetap
berkoordinasi dengan OJR?

OJK, Bank Indonesia, dan LPS wajib membangun dametihara sarana
pertukaran informasi secara terintegrasi. Padasipmya OJK membangun,
memelihara dan mengembangkan sistem informasi isefran tugas dan
wewenangnya. Sistem yang dibangun oleh OJK, Bad&nesia, dan LPS saling
terhubung satu sama lain, sehingga setiap instisat saling bertukar informasi
dan mengakses informasi perbankan yang dibutuh&bapssaatt{mely basis)
Informasi tersebut meliputi informasi umum dan kimigentang bank, laporan
keuangan bank, laporan hasil pemeriksaan bank yhlagukan oleh Bank
Indoensi, LPS, atau OJK, dan informasi lain dengatap menjaga dan
mempertimbangkan kerahasiaan informasi sesuai dekgéentuan peraturan

perundang-undang&f®

3.2 Kendala-kendala Yang Mungkin Dihadapi Dalam Penerapan Premi

Penjamian Simpanan Berbasis Risiko

Suatu perubahan, apalagi perubahan yang dilakukelom pernah
diterapkan sebelumnya tentu akan menghadapi kendafmbila dilihat
penjelasan pada subbab sebelumnya, maka peneregran lgerbasis risiko ini
nantinya pada industri perbankan di Indonesia akanghadapi kendala-kendala,
baik kendala internal di dalam LPS sebagai instijaag mengatur sistem premi
berbasis risiko ini, maupun kendala eksternal yamgngkin dihadapi dalam
penerapan premi berbasis risiko. Oleh sebab itnulge mencoba untuk
menganalisis kendala-kendala yang mungkin dihadafam penerapan premi
berbasis risiko nantinya di Industri Perbankamdionesia.

21 |ndonesia (c)pp.cit.,Pasal 42.

22 |pid., penjelasan Pasal 42.

23 |pid., penjelasan Pasal 43.
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Adapun kendala-kendala tersebut, antara |&®ertama, Sumber Daya
Manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor gangat penting karena hal
ini berkaitan dengan orang yang melakukan penilaizalisis profil risiko suatu
bank, yang nantinya digunakan untuk pengelompokankdrank yang akan
berdampak pada pengenaan tarif yang berbeda tlampeknya. Kualitas dan
efektivitas bergantung pada aspek pengetahuan damahaman si pengawas
terhadap bank yang diawasi dan tingkat keakuratahsss profil risiko bank itu.
Bila informasi terkait bank yang diawasi minim, raagrofil risiko yang tersaji
juga tidaklah menggambarkan kondisi yang sebenardgai bank itu.
Kemampuan penilaian risiko LPS terhadap bank mlasitah. Penilaian risiko ini
berkaitan dengagudgementatau justifikasi atas beberapa indikator kesehatan
bank. Untuk memiliki kemamapuan ini, LPS harus menyai pengalaman
sebagai pengawas bank. Kalau hal itu sampai tama#éia pengawasan bank akan
berjalan tak optimal. Potensi bank akan mengidagamh di suatu hari juga
terbuka lebar.

Kedua,Regulasi. Di dalam UU LPS sendiri tidak secara B&ispmemuat
kewenangan LPS untuk mengkategorikan sendiri bamk-lberdasarkan skala
risiko kegagalan bank. Sebagaimana yang diamanat&km Pasal 15 ayat (4)
UU LPS, bahwa hasil konsultasi dengan DPR menggm®aubahan cara
penetapan premi dan tingkat premi berdasarkan sksk®m kegagalan bank
ditindak lanjuti lebih dengan Peraturan Pemerintabka Peraturan Pemerintah
tersebut, berdasarkan karakteristik dari PeratBenerintah yang dijelaskan oleh
Prof. Dr. A. Hamid Attamimi, yaitu salah satunydaé@uan Peraturan Pemerintah
tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan ngadadang yang
bersangkutan. Penentuan kriteria skala risiko kalgag bank tersebut akan
dilakukan oleh LPS bekerja sama dengan OJK, yan@nrantinya direncanakan
LPS akan mengkategorikan bank-bank tersebut selsumgan tingkat risiko. Hal
ini akan sulit terjadi karena bertentangan dengah\PS sendiri dimana LPS
tidak mempunyai kewenangan untuk mengkategorikadisdank-bank.

Ketiga, Keterbukaan informasi. Kebijakan premi berbasiskoisini
nantinya akan ada pengaturan bahwa LPS akan medwadesaran nilai premi

yang harus dibayarkan per bank. Besaran nilai ptersebut hanya LPS dan bank
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bersangkutan yang akan mengetahuinya, sedangkdn lb@andan masyarakat
tidak tahu besaran premi tersebut. Keterbukaan tdapnjaga kepercayaan
masyarakat, mencegah kecurangfau@), meningkatkan kepatuhan terhadap
ketentuan. Doktrin yang mendasari rahasia bank abdglandangan yang
mengatakan bahwa keamanésafety) dan kesehatarisoundnegs dari sistem
keuangan tergantung pada kerahasiaan informasi. beedi ini menyatakan
bahwa karena industri perbankan sangaatile, sehingga kebocoran informasi
yang sensitif dapat menciptakan reaksi yang ti@askonal dari masyarakat yang
akan mengakibatkan bangkrutnya bank. Sedangkanntiegan masyarakat
terhadap keterbukaan bank berasal dari prinsip Hexsiotentang hak masyarakat
terhadap informasi. Kedua prinsip ini semestingaki perlu dipertentangkan,
akan tetapi diperlukan upaya agar keduanya dajrtdmukan karena pada
dasarnya keterbukaan dapat menegakkarporate governanceyang sehat
sehingga menciptakan kepercayaan masyarakat kelpa@mperbankaf’*

Berdasarkan struktur pengaturan bank tradisiopahg mendisplinkan
bank adalah pengawas bank, bukan nasabah atauralegyamum (atau pasar).
Dalam struktur ini secara implisit informasi pegtimengenai masalah-masalah
bank diberikan terutama kepada atau diperoleh p&igawas bank. Perolehan
atau pemilikan informasi didapat dari pemeriksaankbatau laporan berkala. Hal
ini merupakan alat utama bagi pengawas bank dalamgumpulkan informasi.
Sebagian dari informasi tersebut harus dipublikasikkepada masyarakat.
Apabila dari informasi tersebut diperoleh indikaian adanya kegiatan tidak
aman, tidak sehat atau melanggar hukum, maka pesgbank akan mengambil
tindakan perbaikan atau dispfitr.

Metode kedua yang secara tradisional digunakah pkngawas bank
untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan kemabgnk adalah melalui
oleh pengawas bank untuk laporan berkala baik miagg bulanan atau
semesteran. Di samping itu, pengawas bank dapatpeminta laporan tambahan

berupa data keuangan untuk transaksi tertentu. Kawgan yang dimiliki

204 7ulkarnain Sitompul (a)p.cit.,him. 259.

205 1hid., him 259-260.

Universitas Indonesia
Tinjauan yuridis..., Nirmala Azizah, FH Ul, 2012.



87

pengawas bank sangat luas dan hal ini dapat dgaddebagai landasan untuk
mengatur kewajiban keterbukaan bagi bank. Namunikiem tujuan utama

kewajiban mempublikasikan kondisi keuangan tersbbokain untuk memberikan
informasi kepada nasabah atau calon nasabah umjukatkan sebagai dasar
memutuskan apakah akan menarik atau menyimpan garginbank, Tujuan

kewajiban publikasi tersebut adalah mendemonstasdecara berkala bahwa
bank tersebut secara keuangan sehat dan dengakiatemienjaga kepercayaan

masyarakat pada sistem perbanf&n.

208 1hid., him. 260.
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BAB 4

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah Penulis paparkan pada bab-bab terdahulu,
maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS), sistem penjaminan simpanan di Indonesia adalah
sistem penjaminan limited guarantee atau penjaminan terbatas sebagai ganti
kebijakan blanket guarantee. LPS sebagal suatu lembaga independen yang
berfungs menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam
memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.
Keanggotaan LPS merupakan wajib bagi setiap bank yang melakukan kegiatan
usahanya di Indonesia. Jenis simpanan pada bank konvensional yang dijamin
LPS adalah giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk
lainnya yang dipersamakan dengan itu, sedangkan pada bank berdasarkan
prinsip syariah adalah giro berdasarkan Prinsip Wadiah, giro berdasarkan
Prinsip Mudharabah; tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah; tabungan dan
deposito  berdasarkan  Prinsip  Mudharabah Muthlagah atau Prinsip
Mudharabah Mugayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan simpanan
berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah
mendapat pertimbangan LPP. Saat ini batas nilai penjaminan yang dijamin oleh
LPS sebesar Rp 2 miliyar.

2. Pengaturan premi berbasis risiko terbuka kemungkinan untuk diterapkan di
Indonesia berdasarkan Pasal 15 Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang
Lembaga Penjamin Simpanan, dimana tingkat premi yang berbeda antara satu
bank dan bank yang lain berdasarkan skala risiko. Saat ini Indonesia masih
menerapakan sistem flat rate premium sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasa 13 Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin

Simpanan. Sistem flat rate premium dipandang kurang adil bagi bank peserta
88
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penjaminan, terutama bagi bank-bank sehat, karena seluruh bank peserta
penjaminan harus membayar premi yang sama tanpa memperhatikan tingkat
risko bank dan tidak mendorong bank-bank yang kurang sehat untuk
memperbaiki kondisi keuangannya karena tingkat premi penjaminan tidak
berkorelasi dengan risiko bank. Pengaturan premi berbasis risiko nantinya akan
mungkin menghadapi kendala, yaitu antaralain:

a. Dari segi sumber daya manusia yang dimiliki oleh LPS masih lemah
dalam melakukan penilaian risiko LPS terhadap bank;

b. Di daam UU LPS tidak secara eksplisit memuat kewenangan LPS untuk
mengkategorikan sendiri bank-bank berdasarkan skala risiko kegagalan
bank;

c. Adanyaketentuan mengenai rahasia bank yang menyebabkan nasabah atau
calon nasabah tidak dapat memperoleh informasi mengena besaran nilai

premi yang harus dibayarkan per bank.

4.2 Saran

Saran yang ingin disampaikan oleh Penulis adalah sebagai berikut:
1. KepadalLPSdan OJX,

a. agar menyiapkan payung hukum yang komprehensif dan kuat, yaitu
berupa Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan olen UU
LPS, bagi pelaksanaan sistem premi  berbasis risiko sehingga
memungkinkan penjamin simpanan dan otoritas perbankan untuk
mengimplementasikan berbagal  kebijakan, khususnya yang berkaitan
dengan premi berbasis risiko sehingga adanya kesepahaman antara LPS
dan OJK terhadap berbagal prosedur, parameter dan rincian data yang
akan digunakan sebagal dasar penentuan sistem premi berbasis risiko
sehingga penerapan premi berbasis risiko ini dapat berhasil dan dapat
meningkatkan kestabilan perekonomian Indonesia.

b. agar membenahi dan mempersiapkan berbagai infrastruktur penunjang
terutama dalam ha operasional, sumber daya manusia, dan teknologi

informasi dalam pelaksanaan sistem premi berbasis.
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2. Kepada masyarakat yang menjadi nasabah atau calon nasabah, agar menjadi
nasabah atau calon nasabah yang cerdas dalam mencari informasi berkaitan
dengan kondisi kesehatan bank yang akan dipercayakan untuk menyimpan

dananya.
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LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Salinan
Lampiran 7
Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010

PERHITUNGAN PREMI BANK UMUM DAN BANK UMUM SYARIAH

Contoh Perhitungan Premi Periode Januari s/d Juni tahun 2011

1 NAMA BANK : BANK XYZ
(isi dengan nama bank anda)

2 POSISI SIMPANAN PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010
(isilah tabel berikut dengan saldo per akhir Juli s/d akhir Desember 2010)

Hal 1 dari 2

TOTAL SIMPANAN PER AKHIR BULAN
(termasuk simpanan dari bank lain)

Bulan SIMPANAN TOTAL SIMPANAN
GIRO TABUNGAN DEPOSITO SERTIFIKAT LAINNYA (Rupiah)
(Rupiah) (Rupiah) DEPOSITO (Rupiah)
(1) (2 (3) 4 (®) (6) (7) = (9+(3)+(4)+(5)+(6)
Juli 2010
Agustus 2010
September 2010
Oktober 2010
Nopember 2010
Desember 2010
TOTAL SIMPANAN PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010 = (A)
(jumlahkan kolom (7) untuk bulan Juli 2010 s/d Desember 2010)
3 DASAR PERHITUNGAN PREMI
(hitunglah rata-rata bulanan posisi simpanan periode Juli 2010 s/d Desember 2010)
Dasar Perhitungan Premi Periode Juli s/d Desember 2010 =
_ Total Simpanan Periode Juli 2010 s/d Desember 2010
B 6
(A
= ——— = (B)

6

4 PENYESUAIAN PREMI PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010

(kurangkan realisasi premi periode Juli s/d Desember 2010 ( C ) dengan premi awal periode Juli s/d Desember 2010 ( D))

4.a REALISASI PREMI PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010
(kalikan hasil perhitungan pada ( B ) dengan 0,1%)

Realisasi Premi Periode Juli s/d Desember 2010 = 0,1% x Dasar Perhitungan Premi Periode Juli s/d Desember 2010

=0,1% x (B) =

4.b PREMI AWAL PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010

(C)

(Catatan: Jangan diisi dengan jumlah premi yang dibayarkan pada bulan Juli 2010, tetapi isilah dengan premi awal periode

Juli s/d Desember 2010 yaitu nilai pada ( C ) pada perhitungan periode sebelumnya)

Premi awal periode Juli s/d Desember 2010 = Realisasi Premi periode Januari s/d Juni 2010

Tinjauan yuridis..., Nirmala Azizah, FH Ul, 2012.
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Salinan
Lampiran 7
Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010

4.c PENYESUAIAN PREMI PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010
(kurangkan hasil perhitungan pada ( C ) dengan (D))
Penyesuaian premi periode Juli s/d Desember 2010
= Realisasi Premi periode Juli s/d Desember 2010 - Premi awal periode Juli s/d Desember 2010

=(©)-(D) =

5 SALDO PREMI PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010

Hal 2 dari 2

(E)

(diisi dengan angka saldo premi sesuai surat pemberitahuan LPS yaitu surat pengantar lembar ini. Catatan: dalam hal

belum diperoleh surat pemberitahuan dari LPS, silahkan menghubungi LPS)

Saldo kurang (lebih) Premi Periode Juli s/d Desember 2010 =

6 PREMI AWAL PERIODE JANUARI S/D JUNI 2011
(gunakan hasil perhitungan pada (C))

Premi Awal Periode Januari s/d Juni 2011 = Realisasi Premi Periode Juli s/d Desember 2010

=(C) =

7 JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR PALING LAMBAT TANGGAL 31 JANUARI 2011
(jJumlahkan hasil perhitungan pada (E), (F), dan (G))

Jumlah yang harus dibayar paling lambat tanggal 31 Januari 2011
= Penyesuaian premi periode Juli s/d Desember 2010
+ Saldo Premi Periode Juli s/d Desember 2010
+ Premi Awal Periode Januari s/d Juni 2011

=(E)+ () +(G) =

(F)

(G)

(H)

Catatan :
Apabila kemudian hari ditemukan informasi yang menyebabkan perubahan besarnya premi
maka Bank wajib menyampaikan perubahan.

Untuk tertib administrasi penyetoran premi penjaminan:

* Bank Umum harap menyetorkan ke rekening LPS di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang khusus Sudirman-Jakarta
Nama rekening : Lembaga Penjamin Simpanan-Premi
Nomor Rekening : 519000117

* Formulir perhitungan ini harap dikirimkan ke LPS disertai dengan copy bukti pembayaran.

Paraf
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Salinan
Lampiran 8
Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010

PERHITUNGAN PREMI BPR DAN BPRS

Contoh Perhitungan Premi Periode Januari s/d Juni tahun 2011

1 NAMA BANK . BPR/BPRS XYZ

(isi dengan nama bank anda)

2 POSISI SIMPANAN PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010
(isilah tabel berikut dengan saldo per akhir Juli s/d akhir Desember 2010)

Hal 1 dari 3

TOTAL SIMPANAN PER AKHIR BULAN

Bulan (termasuk simpanan dari bank lain)

TABUNGAN DEPOSITO SIMPANAN LAINNYA
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)

TOTAL SIMPANAN
(Rupiah)

) ) ©) @)

(5) = (+(3)+(4)

Juli 2010

Agustus 2010

September 2010

Oktober 2010

Nopember 2010

Desember 2010

TOTAL SIMPANAN PERIODE JULI S/D AGUSTUS 2010 =
(jumlahkan kolom (5) untuk bulan Juli 2010 s/d Desember 2010)

3 DASAR PERHITUNGAN PREMI
(hitunglah rata-rata bulanan posisi simpanan periode Juli 2010 s/d Desember 2010)

Dasar Perhitungan Premi =

(A)

Total Simpanan Periode Juli 2010 s/d Desember 2010

(A)

4 PENYESUAIAN PREMI PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010

(kurangkan realisasi premi periode Juli s/d Desember 2010 ( C ) dengan premi awal periode Juli s/d Desember

2010 (D))

4.a REALISASI PREMI PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010
(kalikan hasil perhitungan pada ( B ) dengan 0,1%)

Realisasi Premi Periode Juli s/d Desember 2010 = 0,1% x Dasar Perhitungan Premi

=0,1% x (B) =

4.b PREMI AWAL PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010

(Catatan: Jangan diisi dengan jumlah premi yang dibayarkan pada bulan Juli 2010, tetapi isilah dengan premi

6

(B)

(C)

awal periode Juli s/d Desember 2010 yaitu nilai pada ( C ) pada perhitungan periode sebelumnya)

Premi awal periode Juli s/d Desember 2010 = Realisasi Premi periode Januari s/d Juni 2010

(D)

Tinjauan yuridis..., Nirmala Azizah, FH Ul, 2012.
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Hal 2 dari 3
4.c PENYESUAIAN PREMI PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010
(kurangkan hasil perhitungan pada ( C ) dengan (D))
Penyesuaian premi periode Juli s/d Desember 2010
= Realisasi Premi periode Juli s/d Desember 2010 - Premi awal periode Juli s/d Desember 2010

=(©)- (D) = (E)

5 SALDO PREMI PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010
(diisi dengan angka saldo premi sesuai surat pemberitahuan LPS yaitu surat pengantar lembar ini. Catatan:
dalam hal belum diperoleh surat pemberitahuan dari LPS, silahkan menghubungi LPS)

Saldo kurang (lebih) Premi Periode Juli s/d Desember 2010 = (F)

6 PREMI AWAL PERIODE JANUARI S/D JUNI 2011
(gunakan hasil perhitungan pada ( C))

Premi Awal Periode Januari s/d Juni 2011 = Realisasi Premi Periode Juli s/d Desember 2010

=(©) = (G)

7 JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR PALING LAMBAT TANGGAL 31 JANUARI 2011
(jumlahkan hasil perhitungan pada (E), (F), dan (G))

Jumlah yang harus dibayar paling lambat tanggal 31 Januari 2011
= Penyesuaian premi periode Juli s/d Desember 2010
+ Saldo Premi Periode Juli s/d Desember 2010
+ Premi Awal Periode Januari s/d Juni 2011

=B+ F+(©G) = (H)

Catatan :
Apabila kemudian hari ditemukan informasi yang menyebabkan perubahan besarnya premi
maka Bank wajib menyampaikan perubahan.

Untuk tertib administrasi penyetoran premi penjaminan:

* BPR harap menyetorkan ke rekening LPS di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang khusus Sudirman-Jakarta
Nama rekening  : Lembaga Penjamin Simpanan-Premi
Nomor Rekening : 0206-01-002299-300

* Formulir perhitungan ini harap dikirimkan ke LPS disertai dengan copy bukti pembayaran.

Paraf
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LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

RINCIAN POSISI SIMPANAN JULI ATAU DESEMBER TAHUN 20XX el dan
(isilah jumlah rekening dan nominal per akhir Juli atau per akhir Desember 20XX pada tabel berikut untuk masing-masing rincian nominal )
Rincian Posisi Simpanan
Bulan Juli atau Desember Tahun 20XX
Jumlah Nominal Tabungan Deposito Simpanan Lainnya Jumlah
No. (Rupiah) Jumlah Rek. gqourgggs; Jumlah Rek. E\Il?ourgzgsl) Jumlah Rek. E\Il?our;:;]l:; Jumlah Rek. z\:?oun;:r;sl)
1) (2 3 (4) (5) (6) (") (8) = (2)+(4)+(6) (9) = (3)+(BG)+(7)
1 0 < nominal ? 100 Jt
2 ]100 Jt < nominal ? 200 Jt
3 ]200 Jt < nominal ? 500 Jt
4 500 Jt <nominal ? 1 M
5 1M<nominal?2M
6 2 M < nominal ? 5M
7 nominal >5M

Total Simpanan

Tinjauan yuridis..., Nirmala Azizah, FH Ul, 2012.

(isi dengan nama bank anda)
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Lampiran 3. Kuesioner Kgjian Kesiapan Perbankan Dalam
Penerapan Premi Penjaminan Simpanan Berbasis Risiko

NO. Kuesioner: PR

KUESIONER
KAJIAN KESIAPAN PERBANKAN INDONESIA DALAM PENERAPAN PREMI PENJAMINAN
Dilaksanakan oleh

SIMPANAN BERBASIS RISIKO
PENJAMIN

SIMPANAN LABORATORIUM STUDI MANAJEMEN
EIVEEAINAL DEPARTEMEN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA

Tujuan studi ini pada pokoknya untuk memetakan kelayakan dan kesiapan industri perbankan
dalam penerapan premi berbasis risiko. Hasil studi ini akan digunakan sebagai masukan bagi
LPS dalam mengkaji penerapan premi berbasis risiko. Oleh karena itu pendapat Bapak/Ibu
sangatlah kami perlukan. Kami sangat berharap Bapak/lbu bersedia mengisi kuesioner ini
dengan lengkap dan jelas.

Perlu diketahui bahwa kami menjamin kerahasiaan informasi yang Bapak/lbu berikan atas
pertanyaan yang kami ajukan, dimana:

1. Data dan informasi dari studi ini hanya akan dilihat sebagai sebuah kumpulan (agregat)
pendapat dan/keterangan dari Bank peserta LPS yang menjadi responden kami .

2. Data pribadi (nama, alamat dan no kontak) responden tidak akan dincantumkan dalam
laporan maupun digunakan untuk tujuan apapun selain untuk keperluan klarifikasi
jawaban (bila ada yang kurang jelas) atau pengecekan ulang (hanya jika diperlukan)

3. Setelah proses survei selesai, data dan informasi yang kami peroleh selanjutnya akan
dimasukkan ke dalam computer untuk dianalisis. Nama, alamat serta identitas
responden akan dihapus dari file komputer.

4. Kerahasiaan data dijamin oleh LPS dan Laboratorium Studi Manajemen (LSM) FEUI.

Jika Bapak/Ibu memerlukan tambahan informasi dan keterangan lebih lanjut mengenai studi ini,
dapat menghubungi LSM FEUI di no telp: 021-7272425 ext 204 dengan contact person [Juwi:
021-95234474 atau Fitria:021-95079972].

PETUNJUK: Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini  yang terkait dengan premi
penjaminan simpanan dengan memberi tanda ceklis (\) pada pertanyaan yang bersifat tertutup
(close-ended question) dan isian pada pertanyaan yang bersifat terbuka (open-ended question).

1. Keterangan Pencacahan (KP)

KPO1 | Tanggal pengisian [Tanggal]/[Bulan]/[Tahun]
kuesioner N [

KP02 | Nama responden

KP03 | Tanda tangan
responden

HANYA DIISI OLEH PEMERIKSA

KP04 | Nama Pemeriksa

Halaman 1 dari 7
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INTERVIEWER: CATAT DATA RESPONDEN

2. Data Responden (DR)

DRO1

Nama Responden

DRO2

Jabatan

DRO03

Nama Bank/BPR

DRO4

Ukuran Bank (size) kurang dari Rp.1 Miliar
Rp. 1 Miliar —Rp 10 Miliar
Rp 10 Miliar —Rp 100 Miliar

Diatas Rp 100 Miliar

— e —

DRO05

Alamat

DRO6

Kode Pos | O |

DRO7

Telepon/Fax S | | A o A | | A N A
N | A O

3. Pertanyaan (PK)

PKOla

Apakah Anda mengetahui tentang Manajemen Risiko dalam perbankan?
[ 1Ya[ ]Tidak

PKO1b

Apakah Anda mengetahui tentang jenis-jenis risiko yang termasuk dalam risiko yang dihadapi
oleh bank?
[ ]Ya] ]Tidak

PkOlc

Urutkan risiko-risiko di bawah ini mulai dari yang paling berisiko sampai yang paling kurang
berisiko yang mungkin dihadapi oleh bank?

] Risiko kredit (credit atau default risk)

] Risiko investasi (investment risk)

] Risiko likuiditas (liquidity risk)

] Risiko operasional (operating risk)

] Risiko penyelewengan (fraud risk)

] Risiko fidusia (fiduciary risk)

] Risiko tingkat bunga (interest rate risk)

] Risiko solvensi (solvency risk)

] Risiko valuta asing (foreign currency risk)
] Risiko persaingan (competitive risk)

— e e — —

PKO2a

Apakah Anda mengetahui tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)?
[ lYa[ ]Tidak

PKO02b

Apakah Anda mengetahui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berfungsi sebagai penjamin
simpanan nasabah bank jika bank menghadapi risiko-risiko yang menyebabkan bank tidak
mampu untuk membayar simpanan nasabahnya?

[ lYa[ ]Tidak

PKO2c

Apakah Anda mengetahui dalam menjamin hal tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
membebankan sejumlah premi dengan menggunakan sistem flat rate premium (premi
tetap/tertentu) ?

[ lYa[ ]Tidak

Dibawah ini terdapat sejumlah pernyataan terkait pr ~ emi penjaminan oleh Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS). Mohon berikan respons anda. Anda da  pat memilih angka 1-4, dimana 1 berarti
Sangat Tidak Setuju dan 4 berarti Sangat Setuju. An  da juga dapat memilih angka diantara 1 dan 4
yang paling sesuai dengan perndapat anda.

Halaman 2 dari 7
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PERNYATAAN

Sanga
t Tidak
Setuju

Tidak
Setuju

Setuju

Sanga
t
Setuju

PKO03a

Flat rate premium adalah sistem pembayaran premi yang
besarnya sama oleh bank kepada LPS tidak peduli
berapapun besar risiko yang mungkin dihadapi oleh bank

[1]

[2]

[3]

[4]

PKO3b

Flat rate premium mengandung kelemahan karena dipercaya
dapat menimbulkan insentif bagi bank untuk meningkatkan
risiko dalam pengelolaan portofolio mereka.

[1]

[2]

[3]

(4]

PKO3c

Flat rate premium tidak mendukung kehati-hatian bank
dalam mengelola portofolio kredit mereka.

[1]

[2]

[3]

[4]

PKO03d

Flat rate premium meningkatkan kemungkinan terjadinya
moral hazard bank.

[1]

[2]

[3]

(4]

PKO3e

Apakah Anda setuju dengan sistem flat rate premium?

lYa [

] Tidak

PKO4

Apakah Anda mengetahui tentang risk based premium?
[ TYa[ ]Tidak

Jika ya, lanjut ke pertanyaaan PKO04a

Jika tidak, lanjut ke pertanyaan PK0O7

Catatan:

Sistem premi berbasis risiko adalah cara penetapan premi dimana tingkat premi menjadi
berbeda antara satu bank dan bank yang lain berdasarkan skala risiko yang dihadapi oleh

bank.

PERNYATAAN

Sanga
t Tidak
Setuju

Tidak
Setuju

Setuju

Sanga
t
Setuju

PKO4a

Risk based premium adalah sistem pembayaran premi
kepada LPS yang dibedakan (differential) berdasar
kemampuan bank dalam mengelola risikonya.

[1]

[2]

[3]

(4]

PK04b

Risk based premium memberikan keuntungan bagi bank
karena pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan
bank mengelola risiko yang ada.

[1]

[2]

[3]

(4]

PKO4c

Risk based premium meningkatkan kehati-hatian bank
dalam mengelola portofolio kredit mereka

[1]

[2]

[3]

[4]

PKO04d

Risk based premium mengurangi kemungkinan terjadinya
moral hazard bank.

[1]

[2]

[3]

[4]

PKO5

Berikan kesetujuan atau ketidaksetujuan Anda
sistem risk based premium seperti yang tertera pada
dibawah ini.

atas pernyataan tentang kelebihan dari
pernyataan PK05a s/d PK05.99

PERNYATAAN

Sanga
t Tidak
Setuju

Tidak
Setuju

Setuju

Sanga
t
Setuju

PKO5a

Risk based premium lebih adil bagi bank karena premi yang
dibayar sesuai dengan tingkat risiko masing-masing bank

[1]

[2]

[3]

[4]

PKO5b

Risk based premium dapat memberi insentif bank untuk
memperbaiki kondisi kesehatan bank

[1]

[2]

[3]

(4]

PKO5c¢

Risk based premium dapat memberi insentif bank untuk
memperbaiki tata kelola bank

[1]

[2]

[3]

[4]

PKO5d

Risk based premium dapat memberi insentif bank untuk
memperbaliki sistem manajemen risikonya

[1]

[2]

[3]

[4]
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PKO5e | Risk based premium dapat menjaga tingkat bunga yang [1] [2] [3] 1[4]
ditawarkan tetap kompetitif
PKO5f | Risk based premium dapat mengurangi moral hazard risk [1] [2] [3] [4]
(insentif para bankir untuk mengambil aktivitas berisiko
tinggi)
SF;K05.9 Lainnya (sebutkan) [1] [2] [3] [4]
PKO6 Berikan kesetujuan atau ketidaksetujuan Anda atas pernyataan tentang kekurangan dari
sistem risk-based premium seperti yang tertera pada PKO06 s/d PK06.99
PERNYATAAN Sanga Tidak Setuju  Sanga
tTidak  Setuju t
Setuju Setuju
PKO6a | Penerapan risk based premium lebih rumit [1] [2] [3] [4]
PKO6b | Perhitungan premi yang harus dibayar lebih rumit [1] [2] [3] [4]
PKO6c | Penerapan risk based premium dapat membawa [11 [2] [31 1[4]
konsekuensi bertambahnya pekerjaan pelaporan risiko bank
kepada regulator (Bl dan/atau LPS)
PKO6d | Perhitungan risiko bank oleh pihak regulator sebagai basis [11 [2] [31 1[4]
perhitungan premi memperlambat pekerjaan bank
PKO6e | Penerapan risk based premium akan meningkatkan biaya [1] [2] [3] [4]
premi yang harus dibayar bank
PK06.9 | Lainnya [1] [2] [3]1 1[4]
9 (sebutkan)
PK 07 Jika Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengubah sist em flat rate premium menjadi
risk based premium, kapan sebaiknya sistem tersebut mulai diterapkan di Indonesia?
(1) Saatini (lanjutkan ke PKQO7a-PKO07b)
(2) 1-2 tahun dari sekarang (lanjutkan ke PKO7c-PKO07e)
(3) 3-4 tahun dari sekarang (lanjutkan ke PKO7c-PK07¢)
(4) 5-10 tahun dari sekarang (lanjutkan ke PKQO7¢c-PK07e)
(5) Lainnya: (mohon sebutkan........cccooceeiiiieeiiiienans ) (lanjutkan ke PK07c-PK07¢e)
PERNYATAAN Sanga Tidak  Setuju Sanga
tTidak  Setuju t
Setuju Setuju
PK 07a | Bank yang saya wakili sudah siap untuk menerapkan risk [1] [2] [3]1 1[4]
based premium
PK 07b | Konsep risk based premium sudah layak diaplikasikan di [1] [2] [3] [4]
Indonesia
PK 07c | Bank yang saya wakili belum memiliki kesiapan untuk [1] [2]1 [31 1[4]
memenuhi kriteria penilaian risiko yang ditetapkan
PK 07d | Konsep risk based premium masih perlu dikaji secara [1] [2] [3] [4]
mendalam
PK 07e | Konsep risk based premium masih harus disosialisasikan [1] [2] [3] [4]
kepada bank-bank
PKO08 Urutkan Hal-hal apakah yang menurut Anda harus disiapkan oleh Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS) dan lembaga terkait lainnya sebelum Risk based premium diterapkan
di Indonesia?
PK08a [ ]Regulasi
PKO08b [ ] Sosialisasi
PK08.99 | [ ] Lainnya (SEbUtKan) ... ... c.ue it e e e
PKO09 Jika pemerintah mengubah sistem flat rate pemium menjadi | Sanga  Tidak Siap  Sangat
risk based premium dalam waktu dekat, seberapa siapkah t;:ggk Siap Siap

Tinjauan yuridis..., Nirmala Azizah, FH Ul, 2012.
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institusi Anda saat ini dalam menerima pemberlakuan
sistem risk based premium tersebut!

[1]

[2]

(3] [4]

Tinjauan yuridis..., Nirmala Azizah, FH Ul, 2012.
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CMO0O0 | Berikan kesetujuan atau ketidaksetujuan atas  pernyataan tentang kesiapan rinci
organisasi Anda menerapkan sistem risk based premiu m terkait berbagai indikator yang
terdapat dibawah ini
PERNYATAAN Sangat  Tidak Setuju  Sangat
Tidak Setuju Setuju
Setuju
CMO01 | Kami memiliki kecukupan modal untuk penerapan risk based [1] [2] [3] [4]
premium
CMO02 | Kami memiliki kualitas asset yang memadai untuk penerapan [1] [2] [3] 1[4]
risk based premium
CMO03 | Kami memiliki kualitas sumberdaya manusia yang siap untuk [1] [2] [3] [4]
penerapan risk based premium
CMO04 | Kami memiliki pendapatan yang cukup untuk penerapan risk [11 [2] [3]1 1[4]
based premium
CMO05 | Kami memiliki likuiditas yang memadai untuk penerapan risk [11 [2]1 [3]1 1[4]
based premium
CMO06 | Secara keseluruhan, kami siap untuk diterapkannya risk [1] [2] [3] 1[4]
based premium

Jlka anda memilih jawaban 3 atau 4, lanjutkan ke pe rtanyaan AS, Jika Anda memiih jawaban angka
1,atau 2 maka lanjutkan ke pertanyaan ATS

ALASAN KESIAPAN
(HANYA DIISI JIKA ANDA MEMILIH ANGKA 4 atau 5 SEBAG Al JAWABAN CM 06)
(beri peringkat 1-5 mulai dari yang paling utama )

AS00 | Darilima hal dibawah ini, mohon urutkan alasan utama kesiapan organisasi Anda untuk
diterapkan pembayaran premi berbasis risiko

AS01 Kecukupan modal

AS02 Kualitas asset

AS04 Pendapatan yang layak

[1]
[]
AS03 | [ ] Kualitas manajemen dan SDM yang handal
[1]
[]

AS05 Likuiditas yang layak

ALASAN KETIDAKSIAPAN
(HANYA DIISI JIKA ANDA MEMILIH ANGKA 1 atau 2 SEBAGA | JAWABAN CM 06)
(beri peringkat 1-4 mulai dari yang paling utama)

ATSO00 | Dari lima hal dibawah ini, mohon urutkan alasan utama ketidaksiapan organisasi Anda untuk
diterapkan pembayaran premi berbasis risiko

ATSO01 | [ ] Kecukupan modal

ATS02 | [ ] Kualitas asset

ATSO03 | [ ] Kualitas manajemen dan SDM yang handal

ATS04 | [ ] Pendapatan yang layak

ATSO05 | [ ] Likuiditas yang layak
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C00 | Indikator keuangan apakah yang menurut Anda sebaik  nya digunakan dalam penentuan

premi oleh LPS jika risk-based premium diterapkan di Indonesia ?
(peringkatkan dari yang terpenting)

INDIKATOR IDEAL | Ranking
Kategori |I. Aspek Permodalan (Capital)
col ‘ Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) ‘ [ ]
Kategori Il. Aspek Kualitas Aset (Aset Quality)
A01 Kualitas Aktiva Produktif (KAP) [ 1]
A02 Non-Performing Loan (NPL) Net [ ]

Kategori lll. Aspek Rentabilitas (Earning)

E01 Return on Average Asset (ROA)

E02 Return on Average Equity (ROE)

E03 Biaya Operasi / Pendapatan Operasi (BOPO)

E04 | Net Interest Margin (NIM)

[RNPY Y Y [ —

Kategori V. Aspek Likuiditas (Liquidity)

L0l | Loanto Deposit Ratio (LDR) [ ]
L02 Ketergantungan Pada Dana Antar Bank (ABP) [ ]
LO3 | Aktiva Likuid / Total Assets [ ]
PK10a Setujukah Anda jika informasi terkait mengenai risk based premium seperti besarnya premi

dan rating bank diinformasikan kepada publik secara transparan?

[ ]Ya[ ]Tidak

PK10b Mohon dijelaskan
PK10c Berdasar data diatas, Apakah Anda setuju penggunaan sistem risk based premium dalam
sistem penjaminan simpanan di Indonesia saat Ini?
[ 1Ya[ ]Tidak
Jika ya, lanjut ke pertanyaaan PK10d
Jika tidak, lanjut ke pertanyaan PK10e
PK10d Urutkan alasan Anda menyetujui penggunaan sistem risk based premium
PK10d.1 | [ ] Meningkatkan kehati-hatian
PK10d.2 | [ ] Mengurangi moral hazard
PK10d.3 | [ ] Insentif pengelolaan risiko
PK10d.4 | [ ]Premisesuai dengan manajemen risiko yang diterapkan
PKL10d.99 | [ ] .o
PK10e Urutkan alasan Anda tidak menyetujui penggunaan si stem risk based premium
PK10e.1 | [ ] Sulit diterapkan
PK10e.2 | [ ]Adanya diskriminasi premi
PK10e.3 | [ ] Ketidaksiapan sistem pengawasan (risk-based supervision)
PKL0€.99 | [ ] oeeeiiiieeiiiien et

--Terima Kasih Atas Kesediaan Anda Mengisi Kuesioner ini—
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Kuesioner yang telah diisi harap dikirim ke :
v Email : johan.krisna@Ips.go.id

Atau

v Fax :021-5735006

Atau

v via pos (Amplop Terlampir)

Kepada Yth
Kepala Kantor Pos Jakarta Utara 14000
Up. Bagian Pos Plus

Untuk diserahkan kepada:
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Gedung BRI Il Lantai 11

JI. Jenderal Sudirman kav. 44-46
Jakarta 10210

Telp : (021) 5713500

Fax :(021) 5735006

www.lps.go.id

Paling lambat 18 November 2008
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Petunjuk Pengisian Kuesioner

KUESIONER
KAJIAN KESIAPAN PERBANKAN INDONESIA DALAM PENERAPAN PREMI PENJAMINAN
SIMPANAN BERBASIS RISIKO

Dilaksanakan oleh

B Lo o [ S N
PENJAMIN

SIMPANAN LABORATORIUM STUDI MANAJEMEN
I MIPANAT DEPARTEMEN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA

KP01/KP02/KP03
Isikan tanggal pengisian kuesioner (KP01), nama responden (KP02) dan lengkapi dengan tanda
tangan (KP03)

KP04/KP05/KP06
Bagian ini tidak perlu diisi oleh responden, mohon dilewati

DATA RESPONDEN (DRO1 s/d DRO7)

DRO1 Isikan nama responden (sama dengan yang diisikan pada KP02)

DR02 Isikan jabatan responden

DRO3 Isikan nama bank yang diwakili oleh responden

DR0O4 Berikan tanda ceklis () pada pilihan jawaban yang sesuai dengan ukuran bank umum
yang diwakili responden (PILIH SATU JAWABAN SAJA)

DRO5 Isikan alamat bank yang diwakili responden

DR06 Isikan kode pos sesuai alamat bank yang diwakili responden

DRO7 Isikan no telepon dan fax bank yang diwakili responden

PKO01a/PK01b/Pk02a/Pk02b/Pk02c
Berikan tanda pada pilihan jawaban yang paling sesuai dengan pandangan anda. PILIH SATU
JAWABAN SAJA

PKO1c

Berikan peringkat tipe-tipe risiko yang disebutkan pada PkO1cl s.d PKO1c10 mulai dari yang paling
berisiko sampai yang paling kurang berisiko yang mungkin dihadapi oleh bank yang anda wakili.
Gunakan angka antara 1 hingga 10 dimana 1=paling berisiko dan 10=paling tidak berisiko

PKO03a s/d Pk03d

Mohon berikan respons Anda berupa seberapa setuju/tidak setuju anda dengan pernyataan-
pernyataan yang terdapat pada Pk03a s/d PkO3d. Anda dapat memilih angka 1-4, dimana 1 berarti
Sangat Tidak Setuju dan 4 berarti Sangat Setuju. Anda juga dapat memilih angka diantara 1 dan 4
yang paling sesuai dengan pendapat anda.

PK04

Berikan tanda pada pilihan jawaban yang paling sesuai dengan pandangan anda. PILIH SATU
JAWABAN SAJA.

Jika ya, lanjut ke pertanyaaan PKO04a

Jika tidak, lanjut ke pertanyaan PKO7

PKO04a s/d PK04 d

Mohon berikan respons Anda berupa seberapa setuju/tidak setuju anda dengan pernyataan-
pernyataan yang terdapat pada PkO4a s/d PkO4d. Anda dapat memilih angka 1-4, dimana 1 berarti
Sangat Tidak Setuju dan 4 berarti Sangat Setuju. Anda juga dapat memilih angka diantara 1 dan 4
yang paling sesuai dengan pendapat anda

Pk05a s/d PKO5f

Mohon berikan respons Anda berupa seberapa setuju/tidak setuju anda dengan pernyataan-
pernyataan yang terdapat pada PkO5a s/d PkO5f. Anda dapat memilih angka 1-4, dimana 1 berarti
Sangat Tidak Setuju dan 4 berarti Sangat Setuju. Anda juga dapat memilih angka diantara 1 dan 4
yang paling sesuai dengan pendapat anda. Jika ada jawaban yang menurut anda belum terdapat
dalam pernyataan ini, Anda dapat menuliskannya pada tempat yang tersedia di PK05.99.
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PKO6a s/d PkO6e

Mohon berikan respons Anda berupa seberapa setuju/tidak setuju anda dengan pernyataan-
pernyataan yang terdapat pada PkO6a s/d PkO6e. Anda dapat memilih angka 1-4, dimana 1 berarti
Sangat Tidak Setuju dan 4 berarti Sangat Setuju. Anda juga dapat memilih angka diantara 1 dan 4
yang paling sesuai dengan pendapat anda. Jika ada jawaban yang menurut anda belum terdapat
dalam pernyataan ini, Anda dapat menuliskannya pada tempat yang tersedia di PK06.99.

PKO7

PILIH SATU JAWABAN SAJA. JIKA ANDA MEMILIH KODE 1 PADA PKO7, MOHON LANJUTKAN KE
PKO7a dan PKO7b. JIKA ANDA MEMILIH JAWABAN SELAIN KODE 1 MOHON LANJUTKAN KE
PK.07c-PKO7e

PK07a-PKO7b: HANYA DIISI JIKA ANDA MEMILIH JAWABAN BERKODE.1 PADA PK07

Mohon berikan respons Anda berupa seberapa setuju/tidak setuju anda dengan pernyataan-
pernyataan yang terdapat pada PkO7a dan PkO7b. Anda dapat memilih angka 1-4, dimana 1 berarti
Sangat Tidak Setuju dan 4 berarti Sangat Setuju. Anda juga dapat memilih angka diantara 1 dan 4
yang paling sesuai dengan pendapat anda. ANDA TIDAK PERLU MENGISI PK0O7c s/d PKO7 e jika
anda mengisi PKO7a dan PKO7b.

PKO07c-PKO7e HANYA DIISI JIKA ANDA MEMILIH JAWABAN BERKODE 2/3/4/5

Mohon berikan respons Anda berupa seberapa setuju/tidak setuju anda dengan pernyataan-
pernyataan yang terdapat pada PkO7c s/d PkO7e. Anda dapat memilih angka 1-4, dimana 1 berarti
Sangat Tidak Setuju dan 4 berarti Sangat Setuju. Anda juga dapat memilih angka diantara 1 dan 4
yang paling sesuai dengan pendapat anda.

PK08a-PK8b

Berikan peringkat pilihan yang disebutkan pada Pk08a dan PK08b mulai dari yang paling penting
sampai yang paling kurang penting. Jika ada pilihan jawaban yang belum tercantum, Anda dapat
mengisikannya pada PK08.99 dan memberikannya ranking.

PK09

Mohon berikan respons Anda berupa seberapa siap/tidak siap Anda dengan pernyataan yang
terdapat pada Pk09. Anda dapat memilih angka 1-4, dimana 1 berarti Sangat Tidak Siap dan 4 berarti
Sangat Siap. Anda juga dapat memilih angka diantara 1 dan 4 yang paling sesuai dengan pendapat
anda.

CMO01 s/d CM06

Mohon berikan respons Anda berupa seberapa setuju/tidak setuju anda dengan pernyataan-
pernyataan yang terdapat pada CM01 s/d CM06. Anda dapat memilih angka 1-4, dimana 1 berarti
Sangat Tidak Setuju dan 4 berarti Sangat Setuju. Anda juga dapat memilih angka diantara 1 dan 4
yang paling sesuai dengan pendapat anda.

Jlka anda memilih kode 3 atau 4, pada CM01 s/d CM06 , lanjutkan ke pertanyaan AS (ASO1
s/d AS05), Jika Anda memiih jawaban angka 1,atau 2  maka lanjutkan ke pertanyaan ATS
(ATS 01 s/d ATS05)

AS 01s/d AS 05

Berikan peringkat pilihan yang disebutkan pada AS01 s/d AS05 mulai dari alasan utama kesiapan
bank yang anda wakili sampai faktor yang paling kurang menjadi alasan utama kesiapan bank yang
anda wakili. Gunakan angka 1 s/d 5 dimana 1= peringkat tertinggi.

ATS 01 s/d ATS 05

Urutkan pilihan yang disebutkan pada ATS01 s/d ATS05 mulai dari alasan utama ketidaksiapan
bank yang anda wakili sampai faktor yang paling kurang menjadi alasan utama ketidaksiapan bank
yang anda wakili. Gunakan angka 1 s/d 5 dimana 1= peringkat tertinggi

CO00 (Bagian C01-C99, A01-A99, E01-E99, L01-L99)
Berikan peringkat indikator-indikator keuangan dalam setiap kategori (C01-C99, A01-A99, M01-
M99, E01-E99, L01-L99) mulai dari yang terpenting hingga yang paling kurang penting. Jika ada
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indikator yang menurut anda belum terdapat dalam daftar, Anda dapat menuliskannya pada
baris “lainnya” (C99, M99, EQ9, L99)

PK10a

Berikan tanda pada pilihan jawaban yang paling sesuai dengan pandangan anda (ya atau tidak).
PILIH SATU JAWABAN SAJA

Pk10b
Mohon jelaskan alasan anda memberikan jawaban yang Anda berikan pada Pk10.a

Pk10c

Berikan tanda pada pilihan jawaban yang paling sesuai dengan pandangan anda (ya atau tidak).
PILIH SATU JAWABAN SAJA

PK10d Isilah PK 10d jika Anda memilih jawaban "Ya” pada PK10c

Berikan peringkat berbagai alasan yang terdapat pada Pk10.d..1 s/d Pk10d.4 mulai dari alasan
yang paling utama (peringkat 1) hingga yang paling kurang utama (peringkat 5). Jika ada
indikator yang menurut anda belum terdapat dalam daftar, Anda dapat menuliskannya pada
baris “lainnya” (Pk12d.99)

PK10e Isilah PK 10e jika Anda memilih jawaban "Tid ~ ak” pada PK10c

Berikan peringkat berbagai alasan yang terdapat pada Pk10.e..1 s/d Pk10.e.3 mulai dari alasan
yang paling utama (peringkat 1) hingga yang paling kurang utama (peringkat 5). Jika ada
indikator yang menurut anda belum terdapat dalam daftar, Anda dapat menuliskannya pada
baris “lainnya” (Pk10e.99)
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Contoh Pengisian Kuesioner

NO. Kuesioner: PR

KUESIONER
KAJIAN KESIAPAN PERBANKAN INDONESIA DALAM PENERAPAN PREMI PENJAMINAN
SIMPANAN BERBASIS RISIKO

Dilaksanakan oleh

LEMBAGA ne
€ o « I S M
" ot PENJAMIN | |

- SIMPANAN : o LABORATORIUM STUDI MANAJEMEN
- . L /0 § DEPARTEMEN MANAJEMENM )
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA

Tujuan studi ini pada pokoknya untuk memetakan kelayakan dan kesiapan industri perbankan
dalam penerapan premi berbasis risiko. Hasil studi ini akan digunakan sebagai masukan bagi
LPS dalam mengkaji penerapan premi berbasis risiko. Oleh karena itu pendapat Bapak/lbu
sangatlah kami perlukan. Kami sangat berharap Bapak/lIbu bersedia mengisi kuesioner ini
dengan lengkap dan jelas.

Perlu diketahui bahwa kami menjamin kerahasiaan informasi yang Bapak/lbu berikan atas
pertanyaan yang kami ajukan, dimana:

5. Data dan informasi dari studi ini hanya akan dilihat sebagai sebuah kumpulan (agregat)
pendapat dan/keterangan dari Bank peserta LPS yang menjadi responden kami .

6. Data pribadi (nama, alamat dan no kontak) responden tidak akan dincantumkan dalam
laporan maupun digunakan untuk tujuan apapun selain untuk keperluan klarifikasi
jawaban (bila ada yang kurang jelas) atau pengecekan ulang (hanya jika diperlukan)

7. Setelah proses survei selesai, data dan informasi yang kami peroleh selanjutnya akan
dimasukkan ke dalam computer untuk dianalisis. Nama, alamat serta identitas
responden akan dihapus dari file komputer.

8. Kerahasiaan data dijamin oleh LPS dan Laboratorium Studi Manajemen (LSM) FEUI.

Jika Bapak/lbu memerlukan tambahan informasi dan keterangan lebih lanjut mengenai studi ini,
dapat menghubungi LSM FEUI di no telp: 021-7272425 ext 204 dengan contact person
[Fitria:021-95079972 atau Juwi:021-95234474].

i}

PETUNJUK: Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini yang terkait dengan premi
penjaminan simpanan dengan memberi tanda ceklis (\) pada pertanyaan yang bersifat tertutup
(close-ended question) dan isian pada pertanyaan yang bersifat terbuka (open-ended question).

1. Keterangan Pencacahan (KP)
KPO1 | Tanggal pengisian [Tanggal}/[Bulan]/[Tahun]
kuesioner [2 ][8 [/[O][9)[0](8]
KP02 | Nama responden

Rita Clara

KP03 | Tanda tangan
responden
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2. Data Responden (DR)

DRO1 | Nama Responden Rita Clara
DR0O2 | Jabatan Manajer operasional
DRO3 | Nama Bank/BPR Bank Sari
DRO4 | Ukuran Bank (berdasarkan . .
asetnya) ( [ \/ ] kurang dari Rp.1 Miliar
[ 1Rp. 1 Miliar -Rp 10 Miliar
[ ]1Rp 10 Miliar -Rp 100 Miliar
[ ] Diatas Rp 100 Miliar
DROS | Alamat Jin. Mardhotillah No.17 RT/RW: 01/01
Srengsengsawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan
DR06 | Kode Pos [11[2][614]2]
DRO7 | Telepon/Fax [O][2](1] A4S AI7I8I9W
[O)[8[1]0}[1][2][3](4][516][7]
3. Pertanyaan (PK)
PKOla | Apakah Anda mengetahui tentang Manajemen Risiko dalam perbankan?
[ \/ ]Ya [ ]Tidak
PKO1b | Apakah Anda mengetahui tentang jenis-jenis risiko yang termasuk dalam risiko yang dihadapi
oleh bank?
[ \/ ]Ya [ ]Tidak
Pk0O1c | Urutkan risiko-risiko di bawah ini mulai dari yang paling berisiko sampai yang paling kurang
berisiko yang mungkin dihadapi oleh bank?
[ 7 ]Risiko kredit (credit atau default risk)
[ 8 ] Risiko investasi (investment risk)
[3 ] Risiko likuiditas (liquidity risk)
[1 ] Risiko operasional (operating risk)
[9 ]Risiko penyelewengan (fraud risk)
[2 ] Risiko fidusia (fiduciary risk)
[ 6 ] Risiko tingkat bunga (interest rate risk)
[5 ] Risiko solvensi (solvency risk)
[4 ]Risiko valuta asing (foreign currency risk)
[ 10 ] Risiko persaingan (competitive risk)
PKO2a | Apakah Anda mengetahui tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)?
[ \/ ]Ya[ ]Tidak
PK02b | Apakah Anda mengetahui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berfungsi sebagai penjamin
simpanan nasabah bank jika bank menghadapi risiko-risiko yang menyebabkan bank tidak
mampu untuk membayar simpanan nasabahnya?
[ \/ ]Ya[ ]Tidak
PK02c | Apakah Anda mengetahui dalam menjamin hal tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

membebankan sejumlah premi dengan menggunakan sistem flat rate premium (premi
tetap/tertentu) ?

[\/]Ya[ ] Tidak
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Dibawah ini terdapat sejumlah pernyataan terkait pr
Simpanan (LPS). Mohon berikan respons anda. Anda da
Sangat Tidak Setuju dan 4 berarti Sangat Setuju. An

yang paling sesuai dengan perndapat anda.

emi penjaminan oleh Lembaga Penjamin
pat memilih angka 1-4, dimana 1 berarti
da juga dapat memilih angka diantara 1 dan 4

PERNYATAAN Sanga  Tidak  Setuju  Sanga
tTidak  Setuju t
Setuju Setuju

PKO03a | Flat rate premium adalah sistem pembayaran premi yang 1 5 3\/ 4
besarnya sama oleh bank kepada LPS tidak peduli (11 [2] I 1 [4]
berapapun besar risiko yang mungkin dihadapi oleh bank

PKO3b | Flat rate premium mengandung kelemahan karena dipercaya 1 5 3 4 \l
dapat menimbulkan insentif bagi bank untuk meningkatkan (11 [2] 31 I ]
risiko dalam pengelolaan portofolio mereka.

PKO3c | Flat rate premium tidak mendukung kehati-hatian bank 1 5 3 \/ 4
dalam mengelola portofolio kredit mereka. (11 [2] 1 1 [4]

PKO0O3d | Flat rate premium meningkatkan kemungkinan terjadinya
moral hazard bank. [1] [2] (3] 1[4 \/]

PK03e | Apakah Anda setuju dengan sistem flat rate premium? [ ]va [ \/ ] Tidak

PK04 Apakah Anda mengetahui tentang risk based premium?

[\/ ]Ya[ ]Tidak

Jika ya, lanjut ke pertanyaaan PKO04a

Jika tidak, lanjut ke pertanyaan PKQ7

Catatan:

Sistem premi berbasis risiko adalah cara penetapan premi dimana tingkat premi menjadi

berbeda antara satu bank dan bank yang lain berdasarkan skala risiko yang dihadapi oleh

bank.

PERNYATAAN Sanga Tidak Setuju  Sanga

tTidak  Setuju t
Setuju Setuju

PKO4a | Risk based premium adalah sistem pembayaran premi 1 5 3 4 \/
kepada LPS yang dibedakan (differential) berdasar (11 121 31 I ]
kemampuan bank dalam mengelola risikonya.

PKO4b | Risk based premium memberikan keuntungan bagi bank 1 5 3 4\/
karena pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan (1] [2] 31 I ]
bank mengelola risiko yang ada.

PKO4c | Risk based premium meningkatkan kehati-hatian bank 1 5 3\/ 4
dalam mengelola portofolio kredit mereka [1] [2] I 1 [4]

PK0O4d | Risk based premium mengurangi kemungkinan terjadinya
moral hazard bank. [1] [2] [3 \/] [4]

PKO5 Berikan kesetujuan atau ketidaksetujuan Anda atas pernyataan tentang kelebihan dari
sistem risk based premium seperti yang tertera pada pernyataan PKO5a s/d PK05.99
dibawah ini.

PERNYATAAN Sanga  Tidak Setuju  Sanga
tTidak  Setuju t
Setuju Setuju
PKO5a | Risk based premium lebih adil bagi bank karena premi yang

dibayar sesuai dengan tingkat risiko masing-masing bank

[1]

2] (V1 (4]

Tinjauan yuridis..., Nirmala Azizah, FH Ul, 2012.
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PKO5b | Risk based premium dapat memberi insentif bank untuk
memperbaiki kondisi kesehatan bank (11 [2] [3\1 1 [4]

PKO5c | Risk based premium dapat memberi insentif bank untuk
memperbaiki tata kelola bank [1] (2] 3] [4\/ ]

PKO5d | Risk based premium dapat memberi insentif bank untuk 1 2 3 4\/
memperbaiki sistem manajemen risikonya (11 [2] (3] I ]

PKO5e | Risk based premium dapat menjaga tingkat bunga yang
ditawarkan tetap kompetitif (1] [2] [3] [4\/ ]

PKO5f | Risk based premium dapat mengurangi moral hazard risk 1 ’ 3\/ 4
(insentif para bankir untuk mengambil aktivitas berisiko (11 [2] I 1 [4]
tinggi)

PK05.9 | Lainnya (1] [2] [3] [4]

9 (sebutkan)

PKO6 Berikan kesetujuan atau ketidaksetujuan Anda atas pernyataan tentang kekurangan dari
sistem risk-based premium seperti yang tertera pada PKO06 s/d PK06.99

PERNYATAAN Sanga Tidak Setuju  Sanga
tTidak  Setuju t
Setuju Setuju
PKO6a | Penerapan risk based premium lebih rumit
P P (11 121 (V1 [4
]
PKO6b | Perhitungan premi yang harus dibayar lebih rumit
 — Y (1] (2] (V] (4
]

PKO6¢c | Penerapan risk based premium dapat membawa 1 2\1 3 4
konsekuensi bertambahnya pekerjaan pelaporan risiko bank (1] I 1 [3]
kepada regulator (B! dan/atau LPS) ]

PKO0O6d | Perhitungan risiko bank oleh pihak regulator sebagai basis 1 2\1 3 4
perhitungan premi memperlambat pekerjaan bank ] (1] T 131

PKO6e | Penerapan risk based premium akan meningkatkan biaya
premi yang harus dibayar bank [1] [2\/ 1 [3] [4]

PK06.9 | Lainnya [1] [2]1 [3]1 [4]

9 (sebutkan)

PK 07 Jika Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengubah sist  em flat rate premium menjadi
risk based premium, kapan sebaiknya sistem tersebut mulai diterapkan di Indonesia?

5) \/Saat ini (lanjutkan ke PK0O7a-PKQ7b)

(6) 1-2 tahun dari sekarang (lanjutkan ke PKO7c-PKQ7e)

(7) 3-4 tahun dari sekarang (lanjutkan ke PKO7c-PKQ7e)

(8) 5-10 tahun dari sekarang (lanjutkan ke PKQ7c-PK07¢e)

(5) Lainnya: (mohon sebutkan...........ccccocveeiiiinnnnen.. ) (lanjutkan ke PKQ7c-PK07e)

PERNYATAAN Sanga Tidak  Setuju  Sanga

tTidak  Setuju t
Setuju Setuju

PK 07a | Bank yang saya wakili sudah siap untuk menerapkan risk
based premium [1] [2] [3] [4\/]

PK 07b | Konsep risk based premium sudah layak diaplikasikan di
indonesia 111 121 3V 14}

PK 07c | Bank yang saya wakili belum memiliki kesiapan untuk \/
memenuhi kriteria penilaian risiko yang ditetapkan (1] [2] (3] [4N]

PK 07d | Konsep risk based premium masih perlu dikaji secara
v P P (1] 121 (3V] [4]

PK 07e | Konsep risk based premium masih harus disosialisasikan

kepada bank-bank

[1]

(21 (3] [aV]

Tinjauan yuridis..., Nirmala Azizah, FH Ul, 2012.
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PKO08

Urutkan Hal-hal apakah yang menurut Anda harus
Simpanan (LPS) dan lembaga terkait lainnya sebelum
di Indonesia?

disiapkan oleh Lembaga Penjamin
Risk based premium diterapkan

PK08a [ 1] Regulasi
PKO8b [ 2] Sosialisasi
PK08.99 | [ JLainnya (SEDULKAN). .. ..ttt ittt e et areeenes
PKO9 | Jika pemerintah mengubah sistem flat rate pemium menjadi | Sanga  Tidak Siap  Sangat
risk based premium dalam waktu dekat, seberapa siapkah tg!dak Siap Siap
institusi Anda saat ini dalam menerima pemberlakuan ap
sistem risk based premium tersebut!
P (1] (2] (V] [4]
CMO0O0 | Berikan kesetujuan atau ketidaksetujuan atas  pernyataan tentang kesiapan rinci
organisasi Anda menerapkan sistem risk based premiu m terkait berbagai indikator yang
terdapat dibawah ini
PERNYATAAN Sangat  Tidak Setuju  Sangat
Tidak Setuju Setuju
Setuju
CMO01 | Kami memiliki kecukupan modal untuk penerapan risk based
i P iV 4 (1] 121 (3V] (4]
CMO02 | Kami memiliki kualitas asset yang memadai untuk penerapan
risk based premium [1] [2] [3] [4\/ ]
CMO03 | Kami memiliki kualitas sumberdaya manusia yang siap untuk
penerapan risk based premium [11 [2] [3\11 [4]
CMO04 | Kami memiliki pendapatan yang cukup untuk penerapan risk
based premium [1] [2] (3] [4\/]
CMO5 | Kami memiliki likuiditas yang memadai untuk penerapan risk
pased pr 3 111 (21 3V 14}
CMO06 | Secara keseluruhan, kami siap untuk diterapkannya risk
based premium [1] [2] [3\l] [4]

Jika anda memilih jawaban 3 atau 4, lanjutkan ke pe

rtanyaan AS, Jika Anda memiih jawaban angka
1,atau 2 maka lanjutkan ke pertanyaan ATS

ALASAN KESIAPAN
(HANYA DIISI JIKA ANDA MEMILIH ANGKA 4 atau 5 SEBAG Al JAWABAN CM 06)
(beri peringkat 1-5 mulai dari yang paling utama)

ASO00 | Darilima hal dibawah ini, mohon urutkan alasan utama kesiapan organisasi Anda untuk
diterapkan pembayaran premi berbasis risiko
AS01 | [2 ] Kecukupan modal
ASO2 | [ 3 ]Kualitas asset
ASO03 | [ 5 ] Kualitas manajemen dan SDM yang handal
AS04 | [ 4 ] Pendapatan yang layak
ASO5 | [1 ] Likuiditas yang layak
ALASAN KETIDAKSIAPAN
(HANYA DIISI JIKA ANDA MEMILIH ANGKA 1 atau 2 SEBAGA | JAWABAN CM 06)
(beri peringkat 1-4 mulai dari yang paling utama)
ATSO00 | Dari lima hal dibawah ini, mohon urutkan alasan utama ketidaksiapan organisasi Anda untuk
diterapkan pembayaran premi berbasis risiko
ATSO01 | [ ] Kecukupan modal
ATS02 | [ ] Kualitas asset
ATS03 | [ ] Kualitas manajemen dan SDM yang handal
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ATS04

[ ] Pendapatan yang layak

ATS05

[ ] Likuiditas yang layak

Tinjauan yuridis..., Nirmala Azizah, FH Ul, 2012.
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C00 | Indikator keuangan apakah yang menurut Anda sebaik  nya digunakan dalam penentuan
premi oleh LPS jika risk-based premium diterapkan di Indonesia ?
(peringkatkan dari yang terpenting)

INDIKATOR IDEAL | Ranking

Kategori |I. Aspek Permodalan (Capital)

col ‘ Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) ‘ [3]
Kategori Il. Aspek Kualitas Aset (Aset Quality)
AO01 Kualitas Aktiva Produktif (KAP) [1]

A02 Non-Performing Loan (NPL) Net

Kategori lll. Aspek Rentabilitas (Earning)

EO1 | Return on Average Asset (ROA) [9]
EO2 | Return on Average Equity (ROE) [10]
EO3 | Biaya Operasi / Pendapatan Operasi (BOPO) [4]
EO4 | Net Interest Margin (NIM) [6]
Kategori V. Aspek Likuiditas (Liquidity)
LO1 | Loan to Deposit Ratio (LDR) [ 7]
LO02 | Ketergantungan Pada Dana Antar Bank (ABP) [ 2]
LO3 | Aktiva Likuid / Total Assets [ 8]

PK10a Setujukah Anda jika informasi terkait mengenai risk based premium seperti besarnya premi
dan rating bank diinformasikan kepada publik secara transparan?

[V ]va[ ]Tidak

PK10b Mohon dijelaskan
PO OO0 00.009.00900000900.000000000000000 000000900000 0000000.04

PK10c Berdasar data diatas, Apakah Anda setuju penggunaan sistem risk based premium dalam
sistem penjaminan simpanan di Indonesia saat Ini?
[ \/ ]Ya[ ]Tidak

Jika ya, lanjut ke pertanyaaan PK10d
Jika tidak, lanjut ke pertanyaan PK10e

PK10d Urutkan alasan Anda menyetujui penggunaan sistem risk based premium

PK10d.1 | [ 2] Meningkatkan kehati-hatian

PK10d.2 | [ 3] Mengurangi moral hazard

PK10d.3 | [ 4] Insentif pengelolaan risiko

PK10d.4 | [ 1] Premi sesuai dengan manajemen risiko yang diterapkan

PK100.99 [ [ ] ooooeoriesmcosnconnenn

PK10e Urutkan alasan Anda tidak menyetujui penggun  aan sistem risk based premium

PK10e.1 | [ ] Sulit diterapkan

PK10e.2 | [ ]Adanya diskriminasi premi

PK10e.3 | [ ] Ketidaksiapan sistem pengawasan (risk-based supervision)

PKL0€.99 | [ ] oo,

--Terima Kas h Atas Kesediaan Anda Mengisi Kuesioner ini--
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